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Kata
Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil menyelesaikan
penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan
kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap
tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program
beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022. Direktorat Jenderal
Kebudayaan pada tahun 2022 menetapkan 5 (ima) sasaran dan 9 (sembilan)
indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang
dihasilkan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022. Selain itu,
tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang
kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja
kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan
program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan
dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan
pada tahun 2022
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Ikhtisar
Eksekutit

Laporan kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima)
sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada
BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA YANG MENINGKATKAN

SP 1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni

103,00%
87,10%
67,74%
0,31%
0,21%
. 2020 2021 2022
Wtarget Mrealisasi
M capaian

Pada grafik di atas menjelaskan bahwa capaian indikator kinerja program 1.1 “persentase
penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni”
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kasus pandemi covid-19
pada tahun 2021 muncul kembali dengan ancaman bahaya varian baru “delta” sehingga
pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat.
Kebijakan ini mempengaruhi hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan berdampak pada
penurunan nilai IPK. Namun Direktorat Jenderal Kebudayaan terus melakukan inovasi dan
intervensi dengan memanfaatkan teknologi ditengah berkembangnya dunia digital, agar para
pelaku seni dan masyarakat dapat berkarya dan secara langsung menonton pertunjukan seni.
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TERWUJUDNYA PELINDUNGAN WARISAN BUDAYA YANG MEMPERKAYA
KEBUDAYAAN NASIONAL

IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

200,37%
" 121,40%
55,76% 83,00%
67,69% l I
L 2020 2021 2022
Wtarget Drealisasi
M capaian

IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

114.,29%
IKP ini tidak ada di
0,14% tahun 2020 dan 2021
0,16%
0,00% 0,00%
2020 2021 2022

Wtarget Mrealisasi

B capaian

IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

122,00%
— 87,83%
57,759
‘ 12,00% R
- 6,93% I
2020 2021 2022

MEtarget Hrealisasi

B capaian

IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

196,03%
- )
s6.0hos 111,00% 96.61%
70,57% I
o 2020 2021 2022
Btarget Mrealisasi
B capaian




Indikator kinerja program 2.1 “Persentase CB dan WBTb yang dilestarikan” dan 2.3 “Persentase
penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah” mengalami penurunan
capaian dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja program 2.4 “ Persentase
penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian”
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator kinerja program 2.2
“Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan” tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan IKP.

TERWUJUDNYA KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA UNTUK MEMPERKUAT
KEBUDAYAAN INKLUSIF

IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

101,00%
81,63%
60,30%
F 1,99%
1,40% I
2020 2021 2022

Btarget Mrealisasi
H capaian

IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

100,00% 99,51%
69,22%
22,58%
3 15,63%
L. 2020 2021 2022
Wtarget Drealisasi
B capaian

Pada grafik diatas terlihat perbandingan realisasi sasaran program “terwujudnya keragaman
ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif’ dimana pada tahun 2022
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan penurunan capaian
indikator inerja program 3.1 “Presentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat
sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni” dan indikator kinerja program 3.2 “Presentase
rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat”. Adapun kendala yang mempengaruhi
penurunan dikarenakan kasus pandemi covid-19 pada tahun 2021 yang muncul kembali
dengan ancaman bahaya varian baru “delta” sehingga pemerintah mengeluarkan kembali
kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini mempengaruhi hasil survei
yang dilakukan oleh BPS dan berdampak pada penurunan nilai indikator IPK yang menjadi
indikator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan.
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MENINGKATNYA AKUNTABILITAS LAYANAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

100% 100%
A IKP ini tidak ada
A di tahun 2021
= 0%
o 2020 2021 2022
Wtarget Mrealisasi
H capaian

Pada grafik diatas terlihat perbandingan realisasi sasaran program “Meningkatnya akuntabilitas
layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi” dimana pada
tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ditandai dengan
implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan memperoleh predikat A.

MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENDIKBUDRISTEK

IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

300%
IKP ini tidak ada
di tahun 2021
g 0,00% 0,00%
L 2020 2021 2022
Btarget Mrealisasi
H capaian

Pada grafik diatas terlihat bahwa indikator kinerja program “Jumlah satker di Ditjen
Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM” tidak mencapai target pada tahun 2022
dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan organisasi yangterjadi pada satuan
kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada
pertengahan tahun 2022. Capaian ini berbanding terbalik dengan capaian pada tahun 2020
dimana realisasi mencapai 300% dari yang ditargetkan.
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Permasalahan umum yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan mutu tata kelola
kebudayaan, sehingga dibutuhkan sinergi bersama antar kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah;

2. Belum optimalnya pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dalam menjalankan
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan khususnya di
Provinsi/ Kabupaten/Kota;

3. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada awal tahun
2022 berdampak pada perubahan desain pelaksanaan hampir di semua
kegiatan;

4. Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi
Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam pencanangan pelaksanaan
RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas
dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang
muncul antara lain :

1.K oordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-
isu terkait kebudayaan untuk meningkatkan mutu tata kelola dan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

2.D ilakukan penyusunan PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang
memuat potensi, permsalahan, rekomendasi terkait OPK dan CB serta dijadikan
sebagai dasar penyusunan RPJMD, Renstra dan RKPD sebagai salah satu
instrumen daerah untuk penganggaran bidang Kebudayaan,;

3.M elakukan transformasi digital untuk bisa tetap berkreasi dan berinovasi di
bidang kebudayaan;

4.P enyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan
Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan, serta
penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan.
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BAB I

Pendahuluan




A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah
pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Desember 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Hilmar Farid dengan
jumlah SDM sebanyak 5.990 pegawai. Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai
wilayah kerja 40 satuan kerja/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

78 pegawai Jabatan Struktural

518 pegawai Jabatan Fungsional

2.267 pegawai Pelaksana

# i -‘A; [}
wy) At > 2.863PNS
Q‘F;‘. ';r’
3.127 PPNPN
4 pegawai S-3

9

980 pegawai S-1

217 pegawai S-2

502 pegawai

123 pegawai D-llI SD/SMP

SATKER DAN UPT

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

1.  Sekretariat Ditjen Kebudayaan 1. Museum Nasional
2.  Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
3.  Direktorat Pembinaan Tenaga dan 3. Museum Benteng Vredeburg
Lembaga Kebudayaan Yogyakarta
4. Direktorat Pengembangan dan 4. Museum Kebangkitan Nasional
Pemanfaatan Kebudayaan 5. Museum Perumusan Naskah
5.  Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Proklamasi
YME dan Masyarakat Adat 6.  Museum Sumpah Pemuda
6.  Direktorat Perfilman, Musik, dan Media 7.  Museum Basuki Abdullah
7.  Sekretariat Lembaga Sensor Film
1. BPCB Provinsi Aceh
1. Galeri Nasional Indonesia 2. BPCB Provinsi Sumatera Barat
3. BPCB Provinsi Jambi
1. BPNBProvinsi Aceh 4. BPCB Provinsi Banten
2. BPNB Provinsi Sumatera Barat 5. BPCB Provinsi Jawa Tengah
3. BPNB Provinsi Kepulauan Riau 6. BPCB Provinsi DI Yogyakarta
:' EEEE IF;:Z:::: :;M\I(Z Baar:;rta 7. BPCB Provinsi Jawa Timur
6. BPNB Provinsi Kalimga»;tan Barat 8. BpeB Prov!ns! Bali .
7 BPNB Provinsi Bali 9. BPCB Provinsi Sulawesi Selatan
3. BPNB Provinsi Sulawesi Selatan 10. BPCB Provinsi Kalimantan Timur
9. BPNB Provinsi Sulawesi Utara 11. BPCB Provinsi Gorontalo
10. BPNB Provinsi Maluku 12. BPCB Provinsi Maluku Utara
11.  BPNB Provinsi Papua 13. Balai Konservasi Borobudur
14. BPSMP Sangiran

dan Teknologi. Sejak

1037 pegawai SMA



B. Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,;

Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;




C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur

Organisasi

Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28
tahun 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan

Fungsi :

Ditjen Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar
budaya dan pemajuan kebudayaan
Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan

kebudayaan

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional

Perumusan pemberian izin di bidang perfilman

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya

dan pemajuan kebudayaan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan

pemajuan kebudayaan

8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis
Organisasi

Isu-isu Strategis

a. Minimnya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi
untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

b. Belum maksimalnya manajemen tata kelola Direktorat Jenderal
Kebudayaan.

c. Berkurangnya pelaksanaan kegiatan budaya di tengah pandemi covid-19
yang berdampak terhadap masyarakat maupun pelaku budaya.

d. Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian (Pemerintah Pusat) dan
Pemerintah Daerah terkait pemajuan kebudayaan

Peran Strategis

a. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan
tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional,;

b. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat
kedudukan Indonesia di dunia internasional;

c. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat




BAB Il

Perencanaan Kinerja




Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kebudayaan
menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk
Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

Misi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai
tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita
kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8)
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tujuan

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan
bahasa dan sastra.

2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.




Rencana Kinerja Jangka Menengah

Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan lima sasaran dan sembilan indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Kebudayaan tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai
berikut.

Target Target
# Uraian Ta;%eztzPK Renstra Renstra
2023 2024

1.0 | SP. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

1.1 | IKP. Persentase penduduk yang memiliki 0.31 0.50 0.50
sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni

2.0 | SP. Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan
nasional

2.1 | IKP. Persentase Cagar Budaya dan 55.76 58.86 61.62
Warisan Budaya Takbenda yang
dilestarikan

2.2 | IKP. Persentase satuan pendidikan yang 0.14 0.46 0.56
melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan

2.3 | IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun 12 12 15
ke atas yang mengunjungi peninggalan
sejarah

2.4 | IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun 36 36 50
ke atas yang menonton secara langsung
pertunjukan kesenian

3.0 | SP. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan
Inklusif

3.1 | IKP. Persentase penduduk 10 tahun ke 1.99 2.01 2.04
atas yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni

3.2 | IKP. Persentase rumah tangga yang 22.58 22.82 23.06
menyelenggarakan upacara adat

4.0 | SP. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi

4.1 | IKP. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan A A A
5.0 | SP. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
5.1 [ IKP. Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan 2 2 2

mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tabel Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024 berdasarkan Rencana Strategis




Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Tahun 2020-2024, Ditjen Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan
dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Program

[SP 1] Terwujudnya pengelolaan
kekayaan budaya yang
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Indikator Kinerja Program

[1.1] Persentase penduduk yang memiliki
sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni

Target
Perjanjian

Kinerja
2022
0.31%

[SP 2] Terwujudnya pelindungan [2.1] Persentase Cagar Budaya dan 55.76%
Warisan Budaya yang memperkaya Warisan Budaya Takbenda yang
kebudayaan nasional dilestarikan
[2.2] Persentase satuan pendidikan yang 0.14%
melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan
[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun 12%
ke atas yang mengunjungi peninggalan
sejarah
[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun 36%
ke atas yang menonton secara langsung
pertunjukan kesenian
[SP 3] Terwujudnya Keragaman [3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke 1.99%
Ekspresi Budaya untuk Memperkuat | atas yang pernah terlibat sebagai
Kebudayaan Inklusif pelaku/pendukung pertunjukan seni
[3.2] Persentase rumah tangga yang 22.58%
menyelenggarakan upacara adat
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas [Meningkatnya akuntabilitas layanan predikat A
layanan dan pengelolaan anggaran dan pengelolaan anggaran pendidikan,
pendidikan, kebudayaan, riset, dan kebudayaan, riset, dan teknologi 4.1]
teknologi Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan [Meningkatnya pelaksanaan reformasi 2 satker

reformasi birokrasi
Kemendikbudristek

birokrasi Kemendikbudristek 5.1]
Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan
mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
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Tabel Perjanjian Kinerja awal Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2022




Kode Nama Kegiatan Anggaran

4274 | Pengembangan Film, Musik dan Media Rp. 167.575.000.000

4275 | Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Rp. 48.147.665.000
Pemajuan Kebudayaan

4276 | Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Rp. 122.702.855.000
Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

4277 | Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Rp. 34.648.542.000

5172 | Pengembangan Galeri Nasional Rp. 4.615.444.000

5178 | Pengelolaan Permuseuman Rp. 38.274.366.000

5179 | Pelestarian Nilai Budaya Rp. 46.476.271.000

5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 688.626.315.000
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan

5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Rp. 87.187.898.000
Purbakala

5184 | Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Rp. 27.512.800.000
Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

6562 | Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Rp. 7.965.225.000

TOTAL Rp. 1.273.732.381.000

Tabel alokasi anggaran per kegiatan (awal)

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2022 sebesar
Rp. 1.273.732.381.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun
sepanjang tahun 2022 DIPA Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan
menjadi Rp. 1.619.268.896.000. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan
anggaran BUN dan beberapa kali refocussing anggaran selama tahun 2022.

Alokasi anggaran BUN terdapat di beberapa satker/UPT antara lain Direktorat
Perfilman Musik dan Media, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat
Pengembangan dan Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dan Balai
Konservasi Borobudur. Alokasi anggaran BUN digunakan untuk pengembangan Event
film dan musik, Karya Perfilman dan Musik Indonesia, Penyusunan NSPK dan
Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola, Pelindungan Warisan Budaya,
Penyusunan Naskah Kebijakan dan NSPK Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar
Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelestarian Cagar Budaya (rincian anggaran
terlampir dalam lampiran). Selain dari segi anggaran, tidak ada perubahan komponen
lainnya dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022.




Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Program

[SP 1] Terwujudnya pengelolaan
kekayaan budaya yang
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Indikator Kinerja Program

[1.1] Persentase penduduk yang
memiliki sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni

Target
Perjanjian

Kinerja
2022
0.31%

[SP 2] Terwujudnya pelindungan | [2.1] Persentase Cagar Budaya dan 55.76%
Warisan Budaya yang Warisan Budaya Takbenda yang
memperkaya kebudayaan dilestarikan
nasional [2.2] Persentase satuan pendidikan 0.14%
yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan
[2.3] Persentase penduduk usia 10 12%
tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah
[2.4] Persentase penduduk usia 10 36%
tahun ke atas yang menonton secara
langsung pertunjukan kesenian
[SP 3] Terwujudnya Keragaman [3.1] Persentase penduduk 10 tahun 1.99%
Ekspresi Budaya untuk ke atas yang pernah terlibat sebagai
Memperkuat Kebudayaan pelaku/pendukung pertunjukan seni
Inklusif [3.2] Persentase rumah tangga yang 22.58%
menyelenggarakan upacara adat
[SP 4] Meningkatnya [Meningkatnya akuntabilitas layanan | predikat A
akuntabilitas layanan dan dan pengelolaan anggaran
pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan
pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi 4.1] Predikat SAKIP Ditjen
dan teknologi Kebudayaan
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan | [Meningkatnya pelaksanaan 2 satker

reformasi birokrasi
Kemendikbudristek

reformasi birokrasi
Kemendikbudristek 5.1] Jumlah
satker di Ditjen Kebudayaan
mendapatkan predikat ZI-
WBK/WBBM

12
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Kode

Nama Kegiatan

Anggaran

4274 | Pengembangan Film, Musik dan Media Rp. 336.725.000.000

4275 | Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Rp. 36.147.665.000
Pemajuan Kebudayaan

4276 | Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Rp. 111.539.998.000
Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

4277 | Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Rp. 36.631.172.000

5172 | Pengembangan Galeri Nasional Rp. 4.615.444.000

5178 | Pengelolaan Permuseuman Rp. 39.863.362.000

5179 | Pelestarian Nilai Budaya Rp. 46.138.906.000

5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 653.206.684.000
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan

5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Rp. 318.922.640.000
Purbakala

5184 | Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Rp. 27.512.800.000
Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

6562 | Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Rp. 7.965.225.000

TOTAL

Rp. 1.619.268.896.000

Tabel alokasi anggaran per kegiatan akhir (revisi)




Program prioritas

1. Mega Event Kebudayaan

Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan untuk
menarasikan suatu tema yang dikembangkan dengan pemanfaatan media dalam
bidang film dan musik. Mega Event Kebudayaan yang berhasil dilaksanakan pada
tahun 2022 diantaranya Presidensi G20, Film Mega Event, Festival Film Indonesia,
Penguatan Ekosistem Musik, Pengembangan Musik Tradisi Indonesia, Festival
Komunitas Seni Media, Festival Musik Tradisi Borobudur, Rangkaian Festival
Tenun Internasional, Kenduri Swarnabhumi, dan lainnya. Mega Events
Kebudayaan berhasil melibatkan total 12.697 pelaku budaya, 304.877 pengunjung,
serta 3.264.776 penonton online.

2. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk
uang yang diberikan kepada komunitas budaya dan lembaga/organisasi
kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan
dokumentasi karya/pengetahuan maestro dan pendayagunaan ruang publik untuk
pemajuan kebudayaan. Tahun ini FBK mengakat tema “Kearifan Lokal (Sandang,
Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan”. Kearifan lokal menjadi
dasar untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam dan manusia. Untuk
mendukung ketahanan budaya, maka diperlukan fasilitasi kegiatan-kegiatan
kebudayaan bagi masyarakat luas. Pada tahun 2022 Fasilitasi Bidang Kebudayaan
berhasil mencapai 272 penerima fasilitasi. Alokasi anggaran untuk Fasilitasi
Bidang Kebudayaan sebesar Rp 38.387.969.000.

_ ] 4]




BAB Il

Akuntabilitas Kinerja




A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan 5
(lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian
sebagai berikut:

Sasaran Indikator 2021 2022
Capaian Target Realisasi Capaian
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
[IKP 1.1] Persentase penduduk yang | 87,10% 0.31% 0.21% 67,74%

memiliki sumber penghasilan
sebagai pelaku/pendukung
kegiatan seni

[SP 2] Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya 200,37% | 55.76% 67.69% 121,40%
g y

dan Warisan Budaya Takbenda

yang dilestarikan

IKP 2.2] Persentase satuan (IKP tidak 0.14% 0.16% 114,29%

da pad

pendidikan yang melaksanakan taahuanp;(); 1)

pengarusutamaan kebudayaan

[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 87,83% 12% 6.93% 57,75%

10 tahun ke atas yang mengunjungi

peninggalan sejarah

[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 96,61% 36% 70.57% 196,03%

10 tahun ke atas yang menonton
secara langsung pertunjukan
kesenian

[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif

ZI-WBK/WBBM

[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 87,10% 1.99% 1.40% 60,30%
tahun ke atas yang pernah terlibat
sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni
IKP 3.2] Persentase rumah tangga 99,51% 22.58% 15.63% 69,22%
gg
yang menyelenggarakan upacara
adat
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi
[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen (Hép tidzk predikat Predikat 100%
ada pada
Kebudayaan tahun 2021) A A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen (H;P ﬁdzk 2 satker 0 0%
Kebudayaan mendapatkan predikat t;,fnp;); 1)
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Berikut merupakan matriks cascading Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
ke Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di Direktorat Jenderal
Kebudayaan.

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator Satuan

Meningkatnya pemajuan dan pelestariaan Bahasa dan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan Indeks

Persentase penduduk yang memiliki sumber

pelaku/pendukung kegiatan seni

penghasilan sebagai %

SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan
kebudayaan
IKK | Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan orang
kebudayaan
SK Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan
Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
IKK | Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Desa
Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
SK Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

IKK | Jumlah event kebudayaan daerah kegiatan

IKP | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan %

SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

IKK | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan unit

SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

IKK | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi unit

IKK | Jumlah Koleksi yang dilindungi unit

IKP | Persentase satuan pendidikan yang  melaksanakan pengarusutamaan %
kebudayaan

SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan
Objek Pemajuan Kebudayaan
IKK | Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Lembaga
Objek Pemajuan Kebudayaan

SK Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan

IKK | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan model
kebudayaan

IKP | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan %
sejarah

SK Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya

IKK | Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya orang

SK Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan
pembinaan

IKK | Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan Lembaga
pembinaan




IKP | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung %
pertunjukan kesenian

SK Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan

IKK | Jumlah Event Film dan Musik Indonesia Kegiatan

IKK | Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kegiatan
Kebudayaan

IKK | Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan Kegiatan

SK Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia

IKK | Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia ‘ Orang

SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media

IKK | Jumlah produksi film, musik, dan media ‘ Layanan

SK Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor

IKK | Jumlah film dan iklan film yang disensor ‘ Layanan

SK Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film

IKK | Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Orang

Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni

IKP

SK Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan
sertifikasi

IKK | Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan Orang
sertifikasi

IKK | Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Orang
Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

SK Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

IKK | Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola Orang/ Kelompok

Masyarakat

IKP | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat %

SK Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan
kebudayaan

IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan desa
kebudayaan

SK Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

IKK | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan Lembaga

Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan Predikat

SK

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

IKK

IKP

Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal %
BB

Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker

SK

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

IKK

Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat Satker
Z1I-WBK/WBBM
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Sasaran Program 1

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki
sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Penduduk yang
dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas.

Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni (antara
lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang
terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip;
Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa;
Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan). Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara
lain penari, pemain peran, pemain musik, dan perupa.

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari
perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang maupun bentuk yang lain.

Indikator Kinerja Program 1.1

Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan, dimana didalamnya terkandung Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu
unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek
pemajuan kebudayaan tersebut salah satunya adalah seni.

Peran masyarakat atau penduduk sangat penting sebagai gambaran mengenai seni itu
sendiri. Adanya pertunjukan seni menjadikan seseorang bisa saja menonton ataupun
malah terlibat di dalam pertunjukan seni tersebut. Apresiasi terhadap pertunjukkan/
pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk yang
menonton pertunjukkan/pameran seni.

Metode perhitungan indikator kinerja program persentase penduduk yang memiliki
sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni adalah mengacu pada
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan
Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan
pelaksanaan survei.




2021 2022 2024

Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra

0,31% 0,27% 87,10% 0,31% 0,21 67,74% 0,5%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Perbandingan Target dan Realisasi

Seperti tampak pada matriks di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian indikator
kinerja program “persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni” yang di targetkan 0,31% hanya terealisasi sebesar
0,27% namun tahun 2022 kembali menurun dari target 0,31% hanya terealisasi
sebesar 0,21%.

Faktor Penyebab Kegagalan penurunan kinerja “persentase penduduk yang memiliki
sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni” adalah Wabah Covid-
19 dan Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan
kelumpuhan dan terhambatnya perekonomian dalam kehidupan masyarakat
khususnya para pekerja seni. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan
pembelajaran, agar kedepannya Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi siap untuk
melakukan mitigasi risiko sehingga kinerja pembangunan kebudayaan tidak menjadi
semakin memburuk dikarenakan adanya keadaan kahar seperti pandemi covid-19.

Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan langkah antisipasi dan strategi yaitu
menggagas Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya dalam masa
pandemi Covid-19 atau disebut juga dengan Apresiasi Pelaku Budaya untuk
mendukung semangat para pelaku budaya agar tetap berkreasi dan melestarikan
warisan kekayaan budaya nusantara pada masa pandemi.

Adapun dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja program ini, program dan
kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan
cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Desa pemajuan kebudayaan adalah desa yang seluruh pemangku kepentingannya
terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya lokal dalam rangka pemajuan
kebudayaan. Mengembangkan dan memanfaatkan CB dan OPK artinya upaya
menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan
menyebarluaskan kebudayaan. Di samping itu juga melakukan upaya
pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan
nasional.
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Kegiatan tahapan pengembangan desa

Pada tahun 2022 pemajuan kebudayaan desa dengan sasaran 100 desa yang terdiri
dari 80 desa pemanfaatan kebudayaan dan 20 desa pemberdayaan masyarakat di
sekitar Borobudur dalam rangka pendukungan G20. Direktorat Jenderal
Kebudayaan membantu dan memfasilitasi masyarakat desa guna menumbuhkan
pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemampuan, kepedulian, dan kebersamaan
segenap lapisan masyarakat untuk membangun kemandirian, kesejahteraan dan
penghidupan berkelanjutan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal dan
keanekaragaman budaya yang ada di desa.

Kegiatan tahapan pengembangan desa




b. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan
kebudayaan

Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah masyarakat yang menfaatkan cagar
budaya dan objek pemajuan kebudayaan guna mengetahui seberapa banyak
masyarakat yang dapat memanfaatkan keberadaan cagar budaya dan objek
pemajuan kebudayaan.
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Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CB dan OPK
perekaman video berlokasi di Museum Nasional
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Sasaran Program 2

Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan
nasional

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang
memperkaya kebudayaan nasional didukung oleh empat indikator kinerja program,
yaitu:

(1) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

(2) Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan

(3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan
sejarah

(4) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung
pertunjukan kesenian

Ketercapaian dari Sasaran program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang
ditandai dengan persentase capaian indikator program melebihi target yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meskipun terdapat satu indikator kinerja yang
belum mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program
dapat dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Program 2.1
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau
kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan,
ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang
diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian
dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud
budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud
No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Metode perhitungan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang
dilestarikan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya
dan Warisan Budaya Takbenda terhadap jumlah usulan naskah rekomendasi
penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah penetapan WBTb dari Pemda.




a
S=E><100%

s = Perbandingan jumlah rekomendasi penetapan terhadap jumlah wusulan
penetapan CB dan WBTb

a= jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan jumlah rekomendasi
penetapan Warisan Budaya Takbenda

b = jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah
usulan naskah rekomendasi penetapan WBTb dari Pemerintah Daerah

2021 2022 2024
Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra
30% 60,11% 200,37% 55,76% 67,69% 121,40% 61,62%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Realisasi indikator kinerja melebihi dari target dikarenakan Pendaftaran Cagar Budaya
dan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2022 mendapat tambahan Usulan dari
Pemerintah Daerah. Realisasi indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun dikarenakan peningkatan jumlah usulan dari Pemerintah Daerah atas
Pendaftaran Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Jika trend ini berlanjut,
maka pada akhir tahun Renstra di 2024 nanti, kemungkinan besar target sebesar 61,62
akan terlampaui.

Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
yang ditetapkan
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut,
sebagai berikut:

a. Penetapan Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah
melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan
Cagar Budaya melalui kebijakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau
Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar
Budaya Peringkat Nasional.

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kegiatan
dalam rangka pelindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh
Indonesia.

Berikut beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

a. Memaksimalkan pertemuan daring pada pelaksanaan sidang kajian penetapan
Cagar Budaya Nasional;

b. Melakukan sosialisasi penetapan kepada Pemerintah Daerah secara berkala;

c. Koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan;

d. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung
jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi:

a. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya
Peringkat Nasional menyebabkan Sidang Kajian dilaksanakan secara daring
melalui zoom;

b. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Kajian Lapangan menyebabkan tidak
semua objek yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat
diverifikasi secara langsung;

c. Jumlah Usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah
Daerah tidak banyak, berbanding terbalik dengan jumlah capaian target yang
tinggi. Usulan Penetapan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari
Pemerintah Daerah sejumlah 53 objek, sedangkan target capaian sejumlah 100
objek. Untuk memenuhi capaian target tersebut, terdapat 57 objek yang diusulkan
oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan data dalam Sistem
Registrasi Nasional,

d. Dalam proses pengusulan Warisan Budaya Takbenda, dari tahun ke tahun masih
banyak dari pengusul daerah yang kurang memahami alur proses mulai dari
pencatatan hingga pengusulan untuk penetapan Warisan Budaya Takbenda
sehingga data yang masuk beragam isinya dari data yang terisi lengkap sampai
yang tidak diisi kelengkapannya;
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e. Hal terkait substansi dalam pengisian formulir juga menjadi yang perlu dicermati,
para pengusul sering tidak menjelaskan aspek sejarah secara jelas terutama pola
pewarisan yang memperlihatkan bahwa usia WBTb yang diusulkan sudah dua
generasi. Bagi pengusul perlu untuk memperhatikan kualitas substansi dari setiap
karya budaya yang diusulkan berdasarkan catatan-catatan penting yang diberikan
oleh Tim Ahli WBTb, sehingga daerah tidak semata-mata mengusulkan;

f. Kurangnya koordinasi yang dibangun antara pusat dengan daerah untuk
memperbaiki usulan dari catatan yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb;

g. Kesulitan mendapatkan data karya budaya yang disebabkan data pendukung dari
daerah tidak lengkap atau kajian karya budaya yang diusulkan belum
komprehensif atau kurangnya dukungan data dari daerah yang disebabkan
kurangnya komitmen pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang
kebudayaan sebagai dampak rotasi pejabat di daerah yang cukup tinggi
frekuensinya;

h. Ada tahapan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya penyesuaian
anggaran yaitu rangkaian penilaian usulan yang seharusnya dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) kali menjadi hanya 2 (dua) kali dan diadakannya verifikasi
lapangan sehingga tahap seleksi dan evaluasi karya budaya tidak maksimal;

i. Tidak adanya verifikasi lapangan membuat penilaian menjadi terbatas karena
WBTb yang diragukan datanya yang seharusnya dilihat di lapangan menjadi tidak
bisa dilihat keabsahanya datanya, komunitasnya, keberadaan wbtbnya, dan
kondisi keberlangsungan penerusnya;

j. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan di luar Jakarta
dengan mekanisme sharecost.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan
permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja:

a. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan penetapan Cagar
Budaya Nasional dan Penetapan WBTb harus terus terjalin dan ditingkatkan serta
dijajaki Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sidang
penetapan tersebut;

b. Optimalisasi untuk kegiatan Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Cagar
Budaya Peringkat Nasional, sehingga objek-objek yang memiliki urgensi dan
kompleksitas tinggi (seperti situs dan Kawasan Cagar Budaya) dapat dilakukan
verifikasi langsung di lapangan;

c. Penyesuaian target capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang
disesuaikan dengan quantity-trend usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat
Nasional dari Pemerintah Daerah setiap tahun.

d. Perlu memberikan perhatian khusus pada peran partisipasi masyarakat, kelompok
dan individu serta organisasi non-pemerintah terkait dalam menjaga elemen dan
komitmen berkelanjutan dalam melakukan pelindungan terhadap Warisan Budaya
Takbenda Indonesia;
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Perlu memperhatikan adanya ekosistem kebudayaan yakni natural space sebagai
ruang yang natural dimana masyarakat pemilik kebudayaan dapat menyimpan
memori dari tradisi yang dimilikinya;

Mengembalikan mekanisme dan tata kelola penetapan WBTbI yaitu penilaian
sebanyak 3 (tiga) kali dan verifikasi lapangan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

a.

Melakukan inventarisasi, termasuk pemutakhiran data, dokumentasi terhadap
Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan
mendukung proses penetapan cagar budaya;

Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya
Nasional;

Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data Bangunan, Lokasi,
dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting;

Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang
Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional;

Mengusulkan World Heritage ke UNESCO.

Penyerahan sertifikat WBTb




Indikator Kinerja Program 2.2

Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam IKP ini adalah sekolah yang memasukkan
pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan
intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan/ didukung oleh
Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan

Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan
sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan
serta rangkaian program yg memperlihatkan pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan).

Metode perhitungan persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan
pengarusutamaan kebudayaan adalah dengan membandingkan jumlah satuan
pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan
Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler terhadap seluruh
jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA).

a
s=-—X%Xx100%
b
s = Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan

kebudayaan

a = jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan
Objek Pemajuan Kebudayaan

b = jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA)

2021 2022 2024
Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra
- - - 0,14% 0,16% 114,29% 0,56%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Realisasi IKP ini melebihi dari target dikarenakan meningkatnya jumlah satuan
pendidikan yang mengikuti kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta mulai
dilaksanakannya kegiatan PRESISI pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya IKP
ini tidak ada di Renstra, dan baru muncul setelah revisi Renstra untuk 2022-2024.
Dilihat dari target akhir Renstra di 2024 sebesar 0,56, capaian tahun ini masih sangat
jauh. Oleh karena itu, diharapkan agar ada peningkatan jumlah output untuk tahun-
tahun mendatang.
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Program dan kegiatan yang mendukung:

a. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Program GSMS bermaksud untuk memberikan sarana bagi para peserta didik
agar dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap
yang dimiliki seniman.

Kegiatan pembelajaran GSMS

b. Penguatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di satuan pendidikan

Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (PRESISI) dimaksudkan
untuk menghasilkan sebuah modul pembelajaran yang mengedepankan
pendekatan seni budaya untuk membentuk karakter siswa mandiri serta
mempertajam kepekaan siswa, guru, dan masyarakat terhadap lingkungan
sekitar.

Kegiatan Presisi
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Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja yaitu koordinasi
dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seniman lokal.
Hambatan atau permasalahan yang dihadapi seperti kualitas jaringan internet yang
belum merata sehingga terdapat kendala komunikasi dan koordinasi, baik antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seniman. Oleh karena itu langkah
antisipasi yang dilakukan dengan mendatangi langsung wilayah-wilayah yang
bermasalah dalam hal komunikasi untuk melakukan asistensi dan Pemerintah Daerah
mengundang seniman dan asisten ke kantor untuk berkoordinasi dengan lebih optimal.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja :

a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait
untuk melakukan upaya memasukkan nilai budaya dan objek pemajuan
kebudayaan dalam materi pembelajaran baik intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler

b. membuat pemetaan sekolah yang telah memasukkan nilai budaya dan objek
pemajuan kebudayaan dalam materi pembelajaran

c. pelibatan lebih banyak sekolah perluasan atau sekolah baru

Indikator Kinerja Program 2.3

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan
sejarah

Dalam dimensi Warisan Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Penduduk yang dimaksud adalah
Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Peninggalan sejarah meliputi cagar
budaya, museum, dan peninggalan bersejarah lainnya.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan
koleksi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat. (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang
Museum). Seseorang dikatakan mengunjungi peninggalan sejarah jika orang tersebut
datang secara langsung ke cagar budaya, museum, galeri atau peninggalan bersejarah
lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian,
ziarah.

Metode perhitungan indikator kinerja program Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah adalah mengacu pada hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
(MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pelaksanaan
survei.
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2021 2022 2024

Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra

12% 10,54% 87,83% 12% 6,93% 57,75% 70,27%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian indikator
kinerja program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah” yang di targetkan 12% hanya terealisasi sebesar 10,54% namun
tahun 2022 kembali menurun dari target 12% hanya terealisasi sebesar 6,93%.

Faktor Penyebab Kegagalan penurunan kinerja “Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah” adalah Wabah Covid-19 dan adanya
pembatasan sosial yang mengakibatkan kemandekan di berbagai tempat lokasi
peninggalan sejarah seperti lokasi cagar budaya, museum, galeri dan tempat
peninggalan sejarah lainnya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2022 melakukan langkah antisipasi dan
strategi dengan cara Menjadikan pusat kebudayaan seperti: lokasi cagar budaya,
museum, galeri, taman budaya, pusat seni dll sebagai ruang publik dan ruang kultural.

Program Dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini dapat dilihat sebagai
berikut.

1. Masyarakat yang mengapresiasi
. museum;
Jumlah Kunjungan Museum, 2. Masyarakat yang mengapresiasi
Galeri dan Cagar Budaya Galeri Nasional;
3. Masyarakat yang mengapresiasi cagar
budaya;




Indikator Kinerja Program 2.4

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung
pertunjukan kesenian

Dalam dimensi warisan budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Penduduk yang
dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas.

Yang dimaksud menonton pertunjukan seni adalah ketika seseorang sengaja atau pun
tidak meluangkan waktu untuk menonton secara langsung pertunjukkan seni baik

dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukan ataupun di
tempat umum. Pertunjukan kesenian seperti pertunjukan seni tari, pertunjukan
musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukan lain yang terkait dengan Objek
Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip;
Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa;
Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan).

Salah satu indikator yang menunjukan bahwa Pemajuan Kebudayaan telah
dilaksanakan semakin bermanfaat adalah semakin banyak masyarakat yang
mengapresiasi budaya Indonesia. Terdapat banyak cara yang dilakukan masyarakat
untuk dalam hal tersebut, salah satunya adalah menonton pertunjukan/pameran seni
budaya yang ada, baik secara langsung maupun melalui media.

Metode Perhitungan indikator kinerja program ini mengacu pada hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang
sesuai dengan pelaksanaan survei.
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2021 2022 2024

Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra

36% 34,78% 96,61% 36% 70,57% 196,03% 50%*

*target non akumulatif
(target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja
program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung
pertunjukan kesenian” telah mencapai target yang direncanakan dengan capaian
196,03%, realisasi di tahun 2022 sebesar 70,57% artinya terdapat setidaknya 71 orang
yang menonton pertunjukan/pameran seni secara langsung untuk setiap 100
penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas
MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Indikator Kinerja Program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton
secara langsung pertunjukan kesenian” diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut,
sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan
Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan untuk

menarasikan suatu tema yang dikembangkan dengan pemanfaatan media dalam
bidang film dan musik.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:
- Film Mega Event

Wadah pertemuan antara para praktisi seni kontemporer di seluruh wilayah
Indonesia untuk mempertimbangkan tema utama Indonesia Bertutur 2022.
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Festival Film Indonesia

Festival Film Indonesia adalah salah satu ukuran perkembangan ekosistem
perfilman di Indonesia. Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus hadir
memberikan dukungan dan fasilitasi kepada para pelaku perfilman guna
mendorong karya-karya berkualitas yang menghibur dan mendidik.

Penguatan Ekosistem Musik

Indonesia Music Expo merupakan salah satu event musik dengan misi untuk
mengenalkan keberagaman, dan kekayaan budaya musik Indonesia kepada
dunia Internasional.

Pengembangan Musik Tradisi Indonesia

Pagelaran integrative antara konser musik, workshop, dan pameran edukatif
yang melibatkan komunitas music keroncong dari daerah Jogja, Solo, dan
Semarang. Gelar Keroncong Svaranus sebagai momentum untuk Langkah
produktif, membuka ruang bagi seniman untuk menunjukkan karyanya. Pada
tahun ini diluncurkan pula Ensiklopedia Musik Keroncong sebagai karya
pengetahuan yang berharga untuk Kebudayaan.




Festival Komunitas Seni Media

Sebelumnya Festival Komunitas Seni Media dikenal dengan Pekan Seni Media
(PSM) yang dicetuskan pada tahun 2015 dan telah dipresentasikan di berbagai
daerah di Indonesia. Rangkaian PSM ini meliputi pameran, seminar, lokakarya,
tur edukasi, sosialisasi (wicara seniman), serta pembangunan dan
pengembangan platform basis data seni media Indonesia. PSM bertujuan untuk
mengeksplorasi arus dan perkembangan mutakhir praktik seni media di
Indonesia dengan melibatkan seniman-seniman Indonesia yang bekerja dengan
medium teknologi media.

Pekan Seni Media selanjutnya berkembang dan berubah menjadi Festival
Komunitas Seni Media (FKSM) dengan tujuan untuk menggeser orientasi
praktik seni media yang berbasis individual menjadi berbasis kolektif
sebagaimana praktik kesenian yang ada pada masyarakat lokal.

Festival Musik Tradisi Borobudur

Festival Gala Borobudur (Orkestra
G20) mengusung tema G20
“Culture for Sustainable Living”

sebagai ajakan kepada
masyarakat dunia untuk
melakukan sustainable recovery

atau untuk pemulihan
berkelanjutan melalui kearifan
lokal budaya meliputi sandang,
pangan, dan papan. Orkestra G20
membawa pesan persatuan dalam
perbedaan, kesetaraan gender,
gerakan anti kekerasan,
dukungan terhadap penyandang
disabilitas dan persatuan negara
G20. Sekaligus, mempromosikan
Candi Borobudur sebagai salah
satu warisan budaya dunia yang
ada di Indonesia.




- Kenduri Swarnabhumi

Kenduri Swarnabhumi sendiri adalah merupakan serangkaian kegiatan
berbasis budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan,
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi
dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya merawat harmoni masyarakat
dan peradaban sungai melalui pemajuan kebudayaan. Kenduri Swarnabhumi
juga menjadi momentum untuk menyegarkan kembali ingatan masyarakat
akan jejak-jejak peradaban yang ada di sepanjang Daerah Aliran Sungai
Batanghari.

KENDURI
SWARNABHUMI
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Merawat harmoni masyarakat dan
peradaban sungai melalui
Pemajuan Kebudayaan L)

2. Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan

Pada tahun 2022, Indonesia didaulat sebagai pemegang presidensi G20 dan
menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan berbagai sektor dalam G20, salah
satunya termasuk sektor kebudayaan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi
Indonesia untuk menunjukkan kehebatan budaya Indonesia, keberagaman, nilai-
nilai yang luar biasa yang menjadi sumber pengetahuan, sumber inspirasi dan
sumber penghidupan. Selain itu, sector kebudayaan memiliki peran untuk
stabilitas ekonomi, berkontribusi untuk perbaikan kehidupan sosial pasca
pandemik serta perdamaian dunia.

Event G20 diselenggarakan dengan

mengambil tema = “Kebudayaan
Untuk Bumi Lestari” bertempat di
Kawasan Candi Borobudur,

Magelang. Event ini merupakan
pertemuan menteri kebudayaan
yang berfokus pada dua tujuan
utama untuk mendorong agenda
pemulihan  global berdasarkan
potensi budaya dengan agenda:

a. Membangun konsensus global untuk praktik kehidupan yang Ilebih
berkelanjutan.

b. Memprakarsai agenda pemulihan global melalui pembentukan Global Arts dan
Dana Pemulihan Budaya.
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3. Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan
adalah bantuan pemerintah dalam
FINCiatersiai Budeys bentuk dana hibah yang diberikan
kepada perseorangan, komunitas
s budaya, dan lembaga/organisasi
kemasyarakatan yang bergerak di
FBK 2022 Eu:‘;m'(““' bidang kebudayaan dalam rangka
T melakukan dokumentasi karya/
el pengetahuan maestro, penciptaan
karya  kreatif  inovatif, dan
pendayagunaan ruang  publik
FBK Prioritas untuk pemajuan kebudayaan.
B Fasilitasi Bidang Kebudayaan
merupakan salah satu upaya
pemerintah  melalui Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan
adalah kegiatan pendukungan yang bersifat stimulus yang diberikan kepada
perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersial serta dapat
diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) secara luas.

Fasilitasi Sarana Kesenian

1penerima

Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja:

1. Memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 yang sudah lebih membaik untuk
mengutamakan berbagai kegiatan dilaksanakan secara luring, seperti IMEX
sehingga lebih menarik antusiasme masyarakat serta meningkatkan pengalaman
menikmati pertunjukan bagi penonton/ pengunjung.

2. Meningkatkan jumlah keterlibatan pihak eksternal termasuk masyarakat atau
pelaku budaya melalui koordinasi dan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak
sehingga memberikan lebih banyak variasi pertunjukkan yang menarik dan
berkualitas bagi pengunjung.

3. Salah satu faktor keberhasilan realisasi pada Indikator Kinerja ini mencapai 272
penerima fasilitasi dengan capaian 181% karena kegiatan Fasilitasi Bidang
Kebudayaan didasarkan pada proposal sehingga dapat mengoptimalkan jumlah
output tanpa mengurangi unit cost. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya
karena di tahun 2022 sudah terdapat kelonggaran dalam melakukan kegiatan di
ruang publik yang dapat menghimpun massa atau orang banyak. Sedangkan di
tahun-tahun sebelumnya terdapat pembatasan yang mengakibatkan sulitnya
melakukan kegiatan di ruang publik dan menghimpun massa akibat dampak dari
pandemi COVID-19.




Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja
adalah tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya
dukungan dari pemerintah daerah setempat terkait persyaratan yang harus dipenuhi
termasuk dengan stakeholder lain. Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka
mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target
kinerja adalah terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
melalui Unit Pelaksana Teknis di daerah setempat untuk dapat membantu tercapainya
pelaksanaan kegiatan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Meningkatkan pelibatan media baik nasional maupun internasional serta
memanfaatkan sosial media, website, dan sebagainya, sehingga penyebaran
informasi dan publikasi lebih luas dan menarik jumlah pengunjung yang lebih
banyak.

2. Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk
melaksanakan verifikasi lapangan kepada pengusul FBK

3. memberikan surat pemberitahuan kepada kedutaan negara dan KBRI untuk
berkoordinasi secara langsung

Sasaran Program 3

Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan
Inklusif

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk
Memperkuat Kebudayaan Inklusif didukung oleh dua indikator kinerja program, yaitu:

(1) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni
(2) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Ketercapaian dari sasaran program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang
ditandai dengan persentase capaian indikator program melebihi target yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meskipun terdapat satu indikator kinerja program
yang belum mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja
program dapat dijelaskan sebagai berikut.

38




Indikator Kinerja Program 3.1

Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni

Setiap orang berhak untuk berekspresi dan mendapatkan pelindungan atas hasil
ekspresi budayanya (Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan). Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin
kebebasan berekspresi dan menjamin pelindungan atas ekspresi budaya (Pasal 43 UU
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase penduduk
usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan
seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas.
Pertunjukkan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni
(antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain
yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Yang dimaksud terlibat dalam pertunjukkan seni adalah seseorang yang dalam setahun
terakhir dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukan
atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton, baik sebagai pelaku
utama atau pendukung pertunjukan. Pelaku/pendukung pertunjukan/pameran
meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik termasuk pendukung tata
rias, tata busana, dan perupa.

Metode Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan
pelaksanaan survey.

2021 2022 2024
Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra
1,96% 1,6% 81,63% 1,99% 1,2% 60,30% 2,04%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja
program “persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni” sebesar 1,2%, artinya terdapat setidaknya 1
sampai 2 orang yang pernah terlibat dalam kegiatan seni dan budaya untuk setiap 100
penduduk. Hasil ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 1,99% sehingga
masih perlu ditingkatkan salah satunya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan
Direktorat Jenderal Kebudayaan yang melibatkan pelaku budaya di seluruh Indonesia.

Target akhir renstra tahun 2024 untuk IKP 3.1 terdapat 2,04% penduduk usia 10
tahun ke atas yang yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.
Capaian IKP. 3.1. pada tahun 2022 penduduk usia 10 tahun ke atas yang yang pernah
terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni sebesar 1,2% atau sudah
mencapai 58,82% dari target akhir renstra tahun 2024 .Perhitungan indikator Kinerja
Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

39




Indikator Kinerja Program .3.1 “Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah
terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni” diturunkan ke dalam Sasaran
Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

Program dan kegiatan yang mendukung perealisasian target kinerja Indikator Kinerja:

1. Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya

_ [ a0 |

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja
melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar
kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan
tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompeten sesuai dengan
keahlian di bidangnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah
penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya
manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk
membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut
sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang
melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah
terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan.

Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja
melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar
kerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, yang didalamnya
mengamanahkan standardisasi dan sertifikasi untuk semua bidang profesi.
Dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kebudayaan, dibutuhkan
standarisasi melalui sertifikasi tenaga teknis bidang Kebudayaan. Di bidang
Kebudayaan, pada tahun 2020 ada 46 skema sertifikasi yang sudah masuk
dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sudah di setujui oleh
BNSP

Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan

Dalam rangka memperkuat kebijakan human capital melalui Manajemen
Talenta Nasional (MTN), Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan mendukung salah satu misi presiden dalam konteks “peningkatan
kualitas manusia Indonesia”. Dengan adanya program MTN ini diharapkan
terdapat talenta-talenta bangsa yang dapat mengangkat national pride di bidang
Kebudayaan. Pembangunan masyarakat (civil society) melalui kegiatan fasilitasi
dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas;
Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi
suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya
perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung
dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan Komunitas/kelompok
masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.




Dalam upaya mewujudkan
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Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga
khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.
Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan
kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian
dalam proses pembinaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga
yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku
tertentu kepada masyarakat.

. Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap
Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Pemberdayaan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat selama
ini sudah dijalankan, diantaranya pembinaan generasi muda penghayat
kepercayaan, pembinaan perempuan penghayat kepercayaan, pembinaan
kelembagaan penghayat kepercayaan, layanan pendidikan kepercayaan,
maupun layanan Pendidikan masyarakat adat. Melalui serangkaian pembinaan
tersebut, terlihat potensi-potensi yang ada pada komunitas penghayat maupun
komunitas adat tersebut. Potensi dimaksud adalah potensi Sumber Daya
Manusia yang beragam dengan kecakapan yang bervariasi dan bisa
dikembangkan sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.

Selama ini potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan
dan masyarakat adat belum tergali dengan optimal sejalan dengan perlakuan
dan persepsi “negatif” yang ada di masyarakat tentang penghayat kepercayaan,
juga masyarakat adat yang dianggap primitif dan tertutup, sehingga mereka
kurang memiliki cukup akses terhadap masyarakat luas terkait pengembangan
potensinya. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengembangan potensi dan
kompetensi yang dimiliki penghayat kepercayaan dan masyarakat adat terutama
para perempuannya dengan melakukan fasilitasi pengembangan tata kelola
organisasi bagi perempuan penghayat dan penguatan kemitraan ekonomi kreatif
bagi perempuan adat dengan cara membekali mereka dengan wawasan
manajerial organisasi dan penggalian potensi-potensi pengembangan sumber
daya manusia. Hal ini penting dikembangkan guna memberdayakannya,
sehingga para perempuan penghayat maupun perempuan adat memiliki
kemampuan berorganisasi dan bermitra yang dapat mengembangkan potensi
dan kompetensinya
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5. Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan

terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Tingkat Terampil mempunyai maksud dan tujuan antara
lain menyiapkan para penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai
upaya untuk melestarikan dan mengembangkan aspek-aspek kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Metode yang diterapkan adalah belajar dalam kelas yang dipadu dengan diskusi,
tugas individu dan kelompok, serta pretest dan posttest, dan praktik menyuluh.
Diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini akan lahir penyuluh-penyuluh
bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME yang tidak hanya memiliki kecakapan
pada aspek pengetahuan, keahlian dan sikap saja, tetapi juga mampu
memberikan peran dan kontribusi yang nyata dalam upaya pelestarian budaya
spiritual di Indonesia, serta dapat lebih mencintai dan menjaga kekayaan
budaya yang mereka miliki demi kebesaran nama Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan ikhtiar bersama untuk membangun
sinergitas antara elemen-elemen bangsa untuk menghindari terjadinya
disharmoni diantara sesama anak bangsa. Selama ini masyarakat adat masih
menghadapi berbagai permasalahan dalam memenuhi hajat hidupnya serta
belum terpenuhi, terfasilitasi, dan terlayani dengan baik khususnya yang
mengangkut hak-hak sipil mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan sarasehan
yang mengundang masyarakat adat agar kita dapat mengetahui hal- hal apa saja
yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat adat sekarang ini. Sarasehan ini
akan diikuti oleh perwakilan komunitas adat dari seluruh Indonesia. Tujuannya
untuk menggali potensi sekaligus permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
selama ini.

Faktor Penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja.

1.

2.

Kurangnya publikasi terkait informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan
ketidakpastian para peserta untuk mengikuti pertunjukan seni.

Jaringan Internet tidak merata dan tidak stabil di berbagai daerah sehingga
masyarakat yang ingin terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
tidak dapat terlibat.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

1.

_ a2

Pemberlakuan pembatasan PPKM selama terjadi lonjakan kasus Covid-19
menyebabkan masih adanya pembatasan ruang publik terhadap pelaksanaan
pertunjukan seni di berbagai daerah.

Belum adanya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan
kegiatan-kegiatan pertunjukan seni melalui mekanisme daring.




Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan
permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja:

1. Berkoordinasi dengan satgas Covid-19 terkait pelaksanaan pertunjukan seni di
daerah.

2. Waktu pelaksanaaan perlu ditinjau ulang karena banyak praktik yang harus
diimplementasikan terkait dengan pelaksanaan pertunjukan seni di daerah.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Penjadwalan ulang kegiatan pertunjukan seni di daerah setelah pelonggaran
PPKM dan dengan melakukan prokes kesehatan yang ketat.

2. Perlu dibuat model publikasi pelaksanaan kegiatan seni yang dapat menjangkau
peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta melakukan perbaikan kualitas
pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni, optimalisasi publikasi, dan memperluas
keterlibatan masyarakat.

Indikator Kinerja Program 3.2
Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Selain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni, pelindungan pemerintah untuk
menjamin kebudayaan yang inklusif juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat
dalam menjalankan adat istiadatnya. Ritus dan adat istiadat merupakan Objek
Pemajuan Kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia. Oleh karena itu aspek adat
istiadat ini masuk ke dalam salah satu indicator Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Pada Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan, terdapat indikator
rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Indicator inilah yang dijadikan
dasar dalam salah satu indicator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam definisi operasional rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Rumah
Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh
bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
Upacara Adat atau ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang
didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus
menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan,
peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan
beserta perlengkapannya - (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Metode Perhitungan indikator Nilai Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan
upacara adat mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei
Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik. Data yang digunaan dalam perhitungan nilai Indeks Pembangunan
Kebudayaan tahun ini merupakan data hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021.




2021 2022 2024

Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra

22,33% | 22,22% 99,51% 22,58% | 15,63% 69,22% 23,06%*
*target non akumulatif
(target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja
program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat sebesar
69,22% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi indicator kinerja ini sebesar 15,63%
dari target sebesar 22,58%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini
tampak menurun 6,59 poin dimana pada tahun 2021 realisasi indicator kinerja sebesar
22,22% dengan capaian sebesar 99,51%.

Indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara
adat diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang diampu oleh
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. IKP
Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat pada tahun 2022
didukung oleh dua IKK yaitu:

a. Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan
kebudayaan

Indikator ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan Pemberdayaan
Masyarakat Adat dalam rangka pengembangan wilayah adat menjadi ruang
interaksi bersama masyarakat adat, Penyediaan ruang kultural ekspresi budaya
tradisional masyarakat adat dan penghayat kepercayaan yang dikembangkan
menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan kebudayaan, serta
Pengembangan model sekolah adat dalam rangka pelindungan dan pemanfaatan
objek pemajuan kebudayaan.

b. Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

Indikator ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan setiap satuan kerja
yakni Penyediaan ruang kultural ekspresi budaya tradisional yang mendukung
penyelenggaraan upacara adat dalam lingkup rumah tangga dan Penyediaan
layanan advokasi bagi tersedianya ruang kultural masyarakat adat dan penghayat
kepercayaan yang dikembangkan menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan
kebudayaan.

Pada tahun 2022 IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal
Kebudayaan. Hal ini terjadi dikarenakan perhitungan dan capaian nilai IKP ini
didasarkan pada perhitungan yang datanya mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dimana survei
dilakukan secara random sampling yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu
terdapat potensi bahwa objek sampling dalam survei merupakan rumah tangga yang
tidak atau belum terdampak oleh kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini menjadi poin perhatian untuk perbaikan pada
periode tahun berikutnya.
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Hambatan atau permasalahan yang dihadapi:

a.

b.

Kebijakan penanganan pandemi Covid 19 yang masih relatif ketat di awal tahun
2022

Koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam kegiatan khususnya terkait
pemberdayaan masyarakat adat untuk keberlanjutan dalam pemberdayaan
masyarakat adat

Pemahaman peserta yang berbeda-beda karena latar belakang pedidikan yang
berbeda

Dalam kegiatan dengan metode daring, sinyal beberapa peserta khususnya di
wilayah adat tertentu tidak stabil sehingga materi yang diterima oleh peserta
kurang maksimal

Perlu ada pemutakhiran instrumen-instrumen/borang pelaksanaan Sekolah
Lapang; Perlunya penyusunan instrumen pandu sekolah lapang yang lebih
fleksibel mengikuti karakteristik dan latar belakang dari Pandu Budaya

Langkah antisipasi yang dilakukan:

a.

Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan hingga pendemi covid-19 dinyatakan
aman

Melakukan koordinasi yang intensif baik secara daring maupun luring
Meminta bantuan Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk membantu koordinasi
dengan para pihak yang terlibat dalam Kegiatan

Diselenggarakan rapat penyusunan instrumen /borang Sekolah Lapang Kearifan
Lokal dan penyesuaian instrumen temukenali agar lebih fleksibel kriteria dan
penggunaannya lebih mudah bagi para pandu budaya

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

a.

Kegiatan dilaksanakan dengan optimalisasi SDM

b. Pemanfaatan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebudayaan

Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dilaksanakan
dengan berbagai cara dan berbagai media

Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dilaksanakan
dengan berbagai cara dan berbagai media

Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas adat dalam
pelaksanaan kegiatan

Melakukan sosialisasi secara intens kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk menjangkau sasaran yang lebih luas




Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut serta mendukung pencapaian target
indicator kinerja program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara
adat, beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Kebudayaan antara lain:

e Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat

e Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat
di Kawasan Borobudur

e Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat

e Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

e Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat "Pendataan
Spiritual di Kawasan Candi Borobudur"

e Pemberdayaan Masyarakat Adat

e Pemanfaatan Ruang Kultural Pojok Dokar Borobudur

e Sekolah Lapang Kearifan Lokal

e Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

e Penyusunan Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan
Masyarakat Adat

Workshop Penguatan Lembaga Adat Ekspresi budaya spiritual dan kearifan lokal kepercayaan
dan masyarakat adat

Layanan pendidikan masyarakat adat

T




Sasaran Program 4

Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi

Keberhasilan dari Sasaran Program Meningkatnya akuntabilitas layanan dan
pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi didukung oleh satu
indikator kinerja program, yaitu Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan. Ketercapaian dari
Sasaran Program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan
capaian indikator program sebesar 100%. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal
Kebudayaan mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 81,40. Adapun tingkat
ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Program 4.1
Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib
dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja
pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian,
unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan
mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Tujuan dari evaluasi ini adalah wuntuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam
rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
govermnment.




Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88
tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana nilai
yang dihasilkan dikategorikan dalam beberapa kategori seperti dalam tabel berikut.

Predikat Interpretasi

>90 - 100 AA Sangat Memuaskan
>80-90 A Memuaskan

> 70 - 80 BB Sangat Baik
>60-"70 B Baik

> 50 - 60 CcC Cukup (memadai)
>30-50 C Kurang

0-30 D Sangat Kurang

Bobot Nilai

Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja .
Interpretasi Predikat
Pelaporan Kinerja d
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di
n - r - selurub unit kerfa. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adapif, dan efisicn
Evaluasi Akuntabilitas 25 s || (Reform). Pengukuran kineia telah dilakukan sampai sampai ke level individu.
Kinerja Internal s

Terdapat gambaran bahwa intansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
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dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan,
serta sangal akuntabel pada selurub unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 4/Pengawasfsubkoordinator.

Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit
kerja utama, maupun unit kerja pendukung, Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapal kinerfa, memiliki
sistem manajemen kineifa yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.

BB

Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya
pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta
kemitmen dalam ji kinerja. kinerja baru dil sampai ke level
eselon 2/unit kerja.

Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas Kinerja cukup baik. Namun demikian, masi perlu
banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja

s
| 6070
ok

%
3
&
s

sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum
terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga mash perlu banyak perbakan
mendasar dilevel pusat.

27

Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama
sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikanjperubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal
Kemdikbudristek dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik
SPASIKITA.

Nilai SAKIP merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dalam komponen evaluasi
SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi
Kinerja.

_ | as ]




2021 2022 2024

Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian | Target renstra

- - - A A 100% A

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja
program “Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan” sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan dengan predikat A. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan
mendapatkan total nilai SAKIP sebesar 81,40 yang dapat dikategorikan dalam predikat
A dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja
tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

Target akhir renstra tahun 2024 untuk IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan adalah
mendapatkan predikat A. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka target
akhir renstra sudah tercapai. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab
Direktorat Jenderal Kebudayaan selanjutnya adalah mempertahankan capaian
predikat SAKIP ini.

Indikator Kinerja Program (IKP) ini berbeda dengan IKP tahun sebelumnya (2021)
sehingga tidak dapat dibandingkan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan
rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun
2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021. IKP Predikat SAKIP Ditjen
Kebudayaan ditetapkan dalam perubahan tersebut sesuai dengan Permendikbudristek
No 13 Tahun 2022.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP, Direktorat Jenderal Kebudayaan
melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha untuk melakukan
pendampingan kepada satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Ini merupakan faktor keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja terkait
predikat SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pendampingan
dilakukan khususnya pada penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan
melalui aplikasi SPASIKITA yang mengalami banyak pengembangan di tahun 2022.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi:

a. Mundurnya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menunggu terbitnya
Permendikbudristek tentang Perubahan Rencana Strategis 2022-2024

b. Metode penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berbeda dengan
tahun sebelumnya

c. Beberapa data dukung yang diperlukan untuk evaluasi mandiri SAKIP belum
tersedia

d. Terdapat perubahan metode, tata cara, dan daftar data dukung evaluasi mandiri
dari tahun sebelumnya




Langkah antisipasi yang dilakukan:

a.

b.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan arahan
dari Biro Perencanaan sambil menunggu terbitnya Renstra Revisi 2022-2024
Melaksanakan asistensi penyusunan RKT Tahun 2023 kepada UPT di
lingkungan Ditjenbud

Mendorong satker/UPT untuk melakukan percepatan dalam melengkapi data
dukung

Mempelajari metode evaluasi mandiri yang baru dan melengkapi data dukung
yang diperlukan dalam evaluasi mandiri SAKIP 2022 serta selalu melakukan
koordinasi dengan Biro Perencanaan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

a.

b.

Menyiapkan draft Perjanjian Kinerja tahun 2022 di awal tahun sesuai dengan
Indikator Kinerja yang telah diusulkan pada revisi Rencana Strategis 2022-2024
Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Ditjen Kebudayaan

Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan khususnya mengenai
peraturan terbaru terkait implementasi dan evaluasi SAKIP

Menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku Eselon I
untuk menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dan Unit
Pelaksana Teknis

Koordinasi dan pendampingan dalam setiap tahap penyusunan dokumen
pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam implementasi SAKIP selama tahun 2022
adalah sebagai berikut:

U S L A

=h

h.

Reviu Renstra Ditjen Kebudayaan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Melakukan pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja secara Triwulanan (tiga
bulan sekali)

Pengumpulan dan rekapitulasi data dukung evaluasi SAKIP

Melakukan evaluasi SAKIP mandiri didampingi Biro Perencanaan
Kemdikbudristek

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

Beberapa kegiatan pendampingan kepada satker/UPT yang dilakukan selama tahun
2022 adalah sebagai berikut:

a.

1%
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Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Maret 2022

Pendampingan penyusunan PK dilakukan secara daring pada Maret 2022
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK Tahun 2022

Sosialisasi Perjanjian Kinerja Dirjen Kebudayaan Th 2022 kepada seluruh UPT
di lingkungan Ditjen Kebudayaan




e. Pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri dilakukan secara daring pada
Agustus s.d. September 2022 bersama Biro Perencanaan

f. Sosialisasi PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Juni 2022

g. Pendampingan penyusunan PK revisi pada Desember 2022

h. Evaluasi program dan kegiatan internal Triwulanan bersama seluruh
satker/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan

i. Melaksanakan pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022
bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dan seluruh satker/UPT di
lingkungan Ditjen Kebudayaan

Sasaran Program 5

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sasaran program Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
didukung oleh satu indikator kinerja program, yaitu Jumlah satker di Ditjen
Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Ketercapaian dari Sasaran
program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang baik yang ditandai dengan
persentase capaian indikator program yang tidak mencapai target. Pada tahun 2022,
tidak ada satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-
WBK/WBBM. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Program 5.1

Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani merupakan salah satu elemen pendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
Untuk mewujudkannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Kebudayaan
mendukung program pembangunan Zona Integritas dengan mengusulkan satuan kerja
di bawah Ditjen Kebudayaan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.




Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut

Syarat Menuju WBK Menuju WBBM

Nilai Total 75 85 dan
Telah mendapatkan
predikat menuju WBK

Nilai Minimal Pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75%

Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” 18,25 19,50

minimal

- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 15,75
(survey 3,60) (survey 3,60)

Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,50 3,75

Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 15,75

(survey 3,20) (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

a. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi
kriteria unit berpredikat Menuju WBK

b. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar
unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses
bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

a. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;

b. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi
kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;

c. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar
unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses
bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sehingga penentuan satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dimana hasilnya diumumkan pada bulan Desember setiap tahun.
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Indeks capaian reformasi birokrasi merupakan hasil akumulasi dari komponen
pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%.

Penilaian Bobot

A. Komponen Pengungkit 60%
1. Manajemen Perubahan 8%
2. Penataan Tata Laksana 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5. Penguatan Pengawasan 15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
B. Hasil 40%
1. Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)
a. Survei Persepsi Anti Korupsi 17,50%
b. Capaian Kinerja 5%
2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)
a. Survey Persepsi Pelayanan Publik 17,50%
2021 2022 2024
Target Realisasi | % capaian Target Realisasi | % Capaian Target renstra
- - - 2 0 0% 2%
*target non akumulatif
(target per tahun)

Indikator Kinerja Program (IKP) ini berbeda dengan IKP tahun sebelumnya (2021)
sehingga tidak dapat dibandingkan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan
rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun
2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021. IKP Jumlah satker di Ditjen
Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM ditetapkan dalam perubahan
tersebut sesuai dengan Permendikbudristek No 13 Tahun 2022.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 indikator kinerja program
“‘Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM” tidak
mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 tidak
ada satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.




Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat
Jenderal Kebudayaan mengusulkan 15 satuan kerja untuk mendapatkan predikat
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 2 satuan kerja untuk
mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-
WBBM) dengan diterbitkannya surat Nomor 3165/F1/0T.01.03/2022.

Usulan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK):

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali;

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat;
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi;

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku,;

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat;

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat;
Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat;
Balai Konservasi Borobudur;

Museum Kebangkitan Nasional,

Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti; dan
Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Usulan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM):

1.
2.

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Program Penguatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022
berupa sosialisasi dan pendampingan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

_ | s ]

Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan Januari - Februari 2022
di BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB
Manado, BPNB Maluku Utara.

Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan April 2022 di BPNB
Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sumatera Barat, BPCB
Sumatera Barat, BPCB Jawa Timur, BPCB Jawa Tengah, BK Borobudur,
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, BPCB Jambi, BPNB Kalimantan
Barat, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah
Proklamasi.

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan
Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022, bertempat
di Museum Benteng Benteng Vredeburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa
Tengah, Balai Konservasi Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB
Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB
Sumatera Barat.




- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan
Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 18 April 2022 di Museum
Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah
Proklamasi.

- Penilaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 6 Juni 2022.

- Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 21
September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian Lembar
Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)
melalui Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek (SIAZIK).

Faktor Penyebab kegagalan

Perubahan organisasi yang terjadi pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi efektifitas dalam penguatan
organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam
pencanangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal karena belum dapat
dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan
organisasi yang terjadi. Faktor psikologis karena mutasi sumber daya manusia pada
satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang mengalami perubahan organisasi juga
menjadi salah satu alasan ketidaktercapaian indikator kinerja ini. Selain itu, penilaian
awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek tanggal 6 Juni 2022, nilai
untuk total komponen pemenuhan sebesar 12,82 dari bobot nilai 14,6. Hal ini perlu
adanya peningkatan kualitas layanan publik, kemudian untuk total nilai komponen
reformasi sebesar 18,53 dari bobot nilai 21,7.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi:

a. Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai

b. Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikasi SIAZIK menjadi
acuan pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM, pada Ditjen Kebudayaan belum
memenuhi minimal jumlah responden

c. Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi
Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam pencanangan pelaksanaan
RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas
dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

Langkah antisipasi yang dilakukan:

a. Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan

b. Melakukan koordinasi dalam pengisian LKE PMPRB ZI WBK WBBM dan
melengkapi dokumen pendukungnya.

c. Penyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan
Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan, serta
penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan
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Strategi yang dilakukan:

a. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

b. Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk
mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM

c. Mendorong Satuan Kerja untuk memperbaiki system reformasi birokrasi di
masing-masing unit

d. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja
Satker kepada seluruh pegawai

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Ditjen Kebudayaan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp.
1.619.268.896.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp
1.597.760.980.487 dengan persentase daya serap sebesar 98,67%. Pagu sebesar
tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 9
(sembilan) indikator kinerja.

Realisasi Anggaran periode 2019-2022

1.597.760.980.487

‘

2022 1.619.268.896.000
.341.521.266.138
2021 1.387.034.085.000

1.239.607.365.702

2020 1.327.431.152.000

1.662.457.831.321
2019

1.795.283.807.000

M Realisasi ®Pagu
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Tren Realisasi Anggaran

2019 2020 2021 2022
l 98,67%
96,72%
92,60% 93,38%

Berikut merupakan alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan Direktorat Jenderal

Kebudayaan

Kode Nama Kegiatan

4274 Pengembangan Film, Musik dan Media

4275 | Pelindungan Cagar Budaya dan Objek
Pemajuan Kebudayaan

4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar
Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

4277 | Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan

5172 Pengembangan Galeri Nasional

5178 | Pengelolaan Permuseuman

5179  Pelestarian Nilai Budaya

5180 @ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan

5181 @ Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan
Purbakala

5184 | Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

6562 | Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film

TOTAL

Sumber: molk.kemdikbud.go.id per 4 Februari 2023

1.619.268.896

Pagu Realisasi
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)

336.725.000 336.620.196
36.147.665 35.944.888
111.539.998 111.139.067
36.631.172 36.166.604
4.615.444 4.605.408
39.863.362 39.471.729
46.138.906 45.190.171
653.206.684 640.431.272
318.922.640 312.989.870
27.512.800 27.255.465
7.965.225 7.946.311

1.597.760.980

Y%
99,97
99,44

99,64

98,73

99,78
99,02
97,94
98,04

98,14

99,06

99,76
98,67

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Jenis Belanja Pagu Realisasi (SP2D) ‘ %
1 B. Pegawai Rp 345.942.325 Rp 339.906.050 98,26
2 B. Barang Rp 1.030.766.115 Rp 1.017.977.729 98,76
3 B. Modal Rp 242.560.456 Rp 239.877.202 98,89
Total Rp 1.619.268.896 Rp 1.597.760.980 98,67

Dalam ribuan
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2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Ditjen Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar
Rp 54.933.571.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari realokasi/pergeseran
anggaran, refocussing belanja, maupun sisa anggaran hasil penghematan anggaran
kegiatan dari satuan kerja di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih
prioritas seperti Penyelenggaraan G20, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Persiapan Qatar
Year of Culture, Mega Event Kebudayaan dan yang lainnya.

C. Inovasi, Penghargaan, dan
ProgramCrosscutting/Collaborative

Inovasi

1. Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui DAK Pendidikan mendistribusikan
melalui mekanime alokasi transfer khusus ke daerah yaitu 118 museum dan 24
taman budaya untuk mendapatkan DAK NF BOP MTB. Hal ini dilakukan sesuai
agenda strategis kebudayaan yaitu mengoptimalkan ruang publik sebagai ruang
kultural dan ruang edukasi bagi masyarakat luas. Selain itu, hal ini dilakukan
untuk meningkatkan nilai IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) khususnya
Dimensi Warisan Budaya dalam hal “Meningkatkan Jumlah Pengunjung Museum,
Galeri dan Cagar Budaya”. Adapun alokasi anggaran DAK NF BOP Museum dan
Taman Budaya digunakan untuk:

a. Program publik;
b. Pengelolaan Koleksi dan;
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

2. Perubahan struktur organisasi baru

Perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal
Kebudayaan yang sesuai dengan amanat UU No S tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan. Perubahan struktur organisasi dilakukan pada unit pelaksana teknis
dimana sebelumnya terdiri dari 14 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), 11 Balai
Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), serta 7 museum di bawah naungan Direktorat
Jenderal Kebudayaan berganti menjadi 23 Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), 1
Balai Media Kebudayaan, dan 1 BLU Museum Cagar Budaya.
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3. Dana Abadi Kebudayaan (Dana Indonesiana)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan
Kementerian Keuangan meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka
Belajar Episode Kedelapan Belas: “Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana”.
Melalui Dana Indonesiana pemerintah menghadirkan sistem pemanfaatan
anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi
budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun.
Dana abadi kebudayaan merupakan suatu pendanaan kebudayaan yang ditujukan
sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan sebagai pendamping
APBN dan APBD yang langsung dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan
penerima sebagai pelaksanaan dari amanat UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan. Dana hasil kelolaan dari Dana Abadi Kebudayaan ini diakumulasikan
dan digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

Penghargaan

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan penghargaan dari
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Direktorat Jenderal

Kebudayaan sebagai Unit Eselon I terbaik ke III Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun
Anggaran 2021.

: 7/‘//7///// . 7%7/7/}/7//4//
L Kebudayaan, Riset, 4 /

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
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Program Crosscutting / Collaborative

1. Kerja sama pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dengan LPDP Kementerian

Keuangan

W lpdp &

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
REPUBLIK

DAN

RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONEGIA
TENTANG

PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA
DANA ABADI KEBUDAYAAN

NOMOR:  PRJ- 77 /LPDP/2022
NOMOR:  7/F/VIN/PKS/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal sepulub, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh dua (10-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini
L ANDIN HADIYANTO : Pelaksana Tugas (pit.) Direktur Utama Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang
berkedudukan di Cedung Danadyiksa, JL
Cikini Raya No. 91A-D, Menteny, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai HAK KESATU.

h......."'t]

alaman | dari 22

Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong
peningkatan kapasitas tata kelola dan
keberlanjutan organisasi masyarakat di
bidang kebudayaan melalui pemanfaatan
Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),
Kementerian Keuangan RI. Dana Abadi
Kebudayaan  merupakan dana yang
diakumulasikan dalam bentuk dana abadi
yang hasil kelolaannya digunakan untuk
mendukung kegiatan terkait pemajuan
kebudayaan. Dalam kerja sama ini LPDP
berkewajiban untuk mengalokasikan dan
menyalurkan dana kepada penerima
manfaat Dana Abadi Kebudayaan dimana
manajemen pelaksanaannya dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Kebudayaan.

2. Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

*
%
PERJANJIAN KERLIA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

& %ﬁ%
Nomor; 1 1iF/XII

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM JARINGAN INTERPOL |- il-'.l
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAS
TINDAK FIDANA WARISAN BUDAYA

Pada hiri ini Betaga, tanggal ligs béles, butan Desember, tahun dua ribu dis puluh dus,
bariempat di Jakarta, yang beriendatangan di bawsh il

1 INSPENTUR JENDERAL POLISI KRISHNA MURT, LI, MUSI. selaky KEPALA
DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOUISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (KADIVHUBINTER POLRI), dalam naf ini berindak dan gles nama
KENusun NEGARA REPU!UK INDONESIA (POLRI], berdesarkan Sural

Kagals  Kepalsia 3 Ropublk Indoncsla  Momor

&MBS-HMUK.E 12022 \!W\ 12 Dessmber 2022, tlentang Panunjukan

wewenang Perenjan Kera Ssma.

bcrkndwukm ol Jalan Trunsioy 3, Kebayoran Bery Jukarts Selatan 12110
selanuinya doabut PIHAK PERTAMA,

2. HLMAR FARID, PhD, selsku DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
daiam hal ini berindak Ll dan alas nama KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (KEMENDIKBUDRISTEX)
bekeduduan di Homploks Kemendlkbudristek, Jaian Jenderal Sudirman Sensyan,
Jakarts Pusat 10270, sslaryutrya dissbut PIHAK KEOUA
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Tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan menyelenggarakan pertemuan
dengan Divisi Hubungan Internasional POLRI
untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama
antara Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar
Farid dengan Inspektur Jenderal Polisi
Krishna Murti selaku Kepala Divisi Hubungan
Internasional Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Kerja sama ini bertujuan untuk pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencurian
warisan budaya kebendaan dengan
memanfaatkan akses salah satu jenis database
Interpol yaitu Stolen Works of Art dan Purple
Notices yang memungkinkan dapat
memperoleh informasi dan data barang
temuan warisan budaya kebendaan tersebut di
seluruh negara anggota Interpol.




3. Pemanfaatan Candi untuk kepentingan agama umat Hindu dan umat Buddha

KEMENTERIAN AGA!
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
NDONESIA,

EGARA REPUBLIK INDONESIA
¥

TENTANG
PEMANFAATAN CANDI PRAMBANAN, CANDI BOR!
CANDI PAWON UNTUK KEPEN
[ Y

Pada tahun 2022, Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah menandatangani nota
kesepakatan untuk mendukung pemanfaatan
Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi
Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan
agama umat Hindu dan wumat Buddha
Indonesia dan dunia. Kesepakatan ini
bertujuan untuk memberikan arah dan
panduan dalam pelasksanaan pemanfaatan
candi yang meliputi:

a. pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi
Pawon sebagai tempat peribadatan umat Hindu dan umat Buddha, pusat
wisata religi keagamaan Hindu dan keagamaan Buddha, pusat edukasi dan
pengkajian di bidang agama, sejarah, seni dan budaya, serta ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta pusat pengembangan seni dan budaya;

b. Perizinan dan fasilitasi pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur,
Candi Mendut, dan Candi Pawon,;

c. Dukungan, fasilitasi, promosi, dan pemberdayaan ekonomi kreatif, seni dan

budaya; dan

d. Pelestarian Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi
Pawon sebagai cagar budaya peringkat nasional dan warisan dunia.

4. Sinergi Pelaksanaan Pelestarian Kawasan Candi Dieng

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PEL

ARIAN KAWASAN CANDI DIENG
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 3/F/1/NK/2022
NOMOR: 019.6/02/NK/1/2022

Direktorat Jenderal Kebudayaan dan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
menandatangani nota kesepakatan dalam
rangka sinergi pelaksanaan pelestarian
Kawasan Candi Dieng di Kabupaten
Banjarnegara. Sinergi pelaksanaan pelestarian
kawasan Candi Dieng meliputi pelestarian
kawasan candi, promosi dan pengembangan
kepariwisataan daerah, pengembangan sarana
dan prasarana pendukung pariwisata serta
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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Selama tahun 2022, Ditjen Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan
untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian
indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran

Rp1.619.268.896.000 Rp1.597.760.980.487

3,00 IKP

9 IKP
(87,41%) 5,00 IKP

1,00 iKP

B Capaian IKP <100%
H Capaian IKP =100% WPagu W Realisasi
u Capaian IKP >100%

Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022, secara keseluruhan dapat
dinyatakan kurang optimal karena capaian rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja
Program hanya sebesar 87,41% dari sembilan indikator kinerja program yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut didukung oleh
kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.597.760.980.487 atau
98,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.619.268.896.000.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara
lain :

1. Koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder lainnya dalam
perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan

2. Percepatan pengelolaan reorganisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk yang berkaitan dengan sumber daya
manusia, implementasi reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, pelaksanaan
tugas dan fungsi serta yang lainnya

3. Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya
yang masih perlu untuk ditindaklanjuti




Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan
dilakukan ke depan antara lain :

_ | 64 ]

. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress

capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber
data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumya untuk
perbaikan implementasi SAKIP unit kerja

Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan
kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja

. Melakukan pendampingan kepada unit kerja/satker dalam rangka implementasi

SAKIP serta penyusunan dokumen pendukungnya yang dilakukan melalui
aplikasi SPASIKITA

. Penyelesaian reorganisasi satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup pemutakhiran informasi kinerja,
penataan pegawai, dan penataan Aset BMN.

. Supervisi sumber daya manusia di satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis baru di

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan guna peningkatan kompetensi
pegawai




1.

Lampiran :

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022 Awal
. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022 Akhir

. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022

. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022

. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

. Matriks Cascading Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan
. Tabel Referensi Dimensi dan Indikator IPK

. Nilai Indikator IPK Provinsi dan Nasional
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Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Jenderal Kebudayaan
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,17 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim Hilmar Farid, Ph.D

Balai Catatan:

gle;;;frg‘:lsl: 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE



Target Kinerja

# Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
Perjanjian
Kinerja 2021
1 [SP 1] Terwujudnya pengelolaan [IKP 1.1] Persentase penduduk yang 0.31
kekayaan budaya yang memiliki sumber penghasilan sebagai
meningkatkan kesejahteraan pelaku/pendukung kegiatan seni
masyarakat
2 [SP 2] Terwujudnya pelindungan [IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan 55.76
Warisan Budaya yang Warisan Budaya Takbenda yang
memperkaya kebudayaan dilestarikan
nasional
[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan 0.14
yang melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan
[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 12
tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah
[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 36
tahun ke atas yang menonton secara
langsung pertunjukan kesenian
3 [SP 3] Terwujudnya Keragaman [IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke 1.99
Ekspresi Budaya untuk atas yang pernah terlibat sebagai
Memperkuat Kebudayaan Inklusif | pelaku/pendukung pertunjukan seni
[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang 22.58
menyelenggarakan upacara adat
4 [SP 4] Meningkatnya [IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan A
akuntabilitas layanan dan
pengelolaan anggaran
pendidikan, kebudayaan, riset,
dan teknologi
5 [SP 5] Meningkatnya [IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen 2
pelaksanaan reformasi birokrasi Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-
Kemendikbudristek WBK/WBBM

Balai Catatan:

o

glee';;frl(:‘:lskl 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




No | Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4274 Pengembangan Film, Musik dan Media Rp. 167.575.000.000
2 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Rp. 48.147.665.000
Kebudayaan

3 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Rp. 122.702.855.000
Pemajuan Kebudayaan

4 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Rp. 34.648.542.000
5 5172 Pengembangan Galeri Nasional Rp. 4.615.444.000

6 5178 Pengelolaan Permuseuman Rp. 38.274.366.000
7 5179 Pelestarian Nilai Budaya Rp. 46.476.271.000
8 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 688.626.315.000

Lainnya Ditjen Kebudayaan

9 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp. 87.187.898.000

10 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp. 27.512.800.000
dan Masyarakat Adat

11 6562 Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Rp. 7.965.225.000

TOTAL Rp. 1.273.732.381.000

Jakarta,17 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim Hilmar Farid, Ph.D

Balai Catatan:

o

gle;;;frg‘:lskl 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Jenderal Kebudayaan
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,30 Desember 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim Hilmar Farid

Balai Catatan:

gle;;;frg‘:lsl: 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE



Target Kinerja

# Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
Perjanjian
Kinerja 2022
1 [SP 1] Terwujudnya pengelolaan [IKP 1.1] Persentase penduduk yang 0.31
kekayaan budaya yang memiliki sumber penghasilan sebagai
meningkatkan kesejahteraan pelaku/pendukung kegiatan seni
masyarakat
2 [SP 2] Terwujudnya pelindungan [IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan 55.76
Warisan Budaya yang Warisan Budaya Takbenda yang
memperkaya kebudayaan dilestarikan
nasional
[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan 0.14
yang melaksanakan pengarusutamaan
kebudayaan
[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 12
tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah
[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 36
tahun ke atas yang menonton secara
langsung pertunjukan kesenian
3 [SP 3] Terwujudnya Keragaman [IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke 1.99
Ekspresi Budaya untuk atas yang pernah terlibat sebagai
Memperkuat Kebudayaan Inklusif | pelaku/pendukung pertunjukan seni
[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang 22.58
menyelenggarakan upacara adat
4 [SP 4] Meningkatnya [IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan A
akuntabilitas layanan dan
pengelolaan anggaran
pendidikan, kebudayaan, riset,
dan teknologi
5 [SP 5] Meningkatnya [IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen 2
pelaksanaan reformasi birokrasi Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-
Kemendikbudristek WBK/WBBM

Balai Catatan:

o

glee';;frl(:‘:lskl 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




No | Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4274 Pengembangan Film Musik dan Media Rp. 336.725.000.000
2 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Rp. 36.147.665.000
Kebudayaan

3 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Rp. 111.539.998.000
Pemajuan Kebudayaan

4 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Rp. 36.631.172.000
5 5172 Pengembangan Galeri Nasional Rp. 4.615.444.000

6 5178 Pengelolaan Permuseuman Rp. 39.863.362.000
7 5179 Pelestarian Nilai Budaya Rp. 46.138.906.000
8 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 653.206.684.000

Lainnya Ditjen Kebudayaan

9 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp. 318.922.640.000

10 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp. 27.512.800.000
dan Masyarakat Adat

11 6562 Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Rp. 7.965.225.000

TOTAL Rp. 1.619.268.896.000

Jakarta,30 Desember 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim Hilmar Farid

Balai Catatan:

o

gle;;;frg‘:lskl 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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Rencana Aksi
DITJEN KEBUDAYAAN

Tahun 2022
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Target Triwulan
Perjanjian
Kinerja . | rw | yw | Tw | TWa
2022 1 2 3
1 [SP 1] Terwujudnya [IKP 1.1] Persentase 0.31 0 0 0 0.31
pengelolaan kekayaan penduduk yang memiliki
budaya yang meningkatkan sumber penghasilan sebagai
kesejahteraan masyarakat pelaku/pendukung kegiatan
seni
2 [SP 2] Terwujudnya [IKP 2.1] Persentase Cagar 55.76 0 0 0 55.76
pelindungan Warisan Budaya Budaya dan Warisan Budaya
yang memperkaya Takbenda yang dilestarikan
kebudayaan nasional
[IKP 2.2] Persentase satuan 0.14 0 0 0 0.14
pendidikan yang
melaksanakan
pengarusutamaan
kebudayaan
[IKP 2.3] Persentase 12 0 0 0 12
penduduk usia 10 tahun ke
atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah
[IKP 2.4] Persentase 36 0 0 0 36
penduduk usia 10 tahun ke
atas yang menonton secara
langsung pertunjukan
kesenian
3 [SP 3] Terwujudnya [IKP 3.1] Persentase 1.99 0 0 0 1.99
Keragaman Ekspresi Budaya penduduk 10 tahun ke atas
untuk Memperkuat yang pernah terlibat sebagai
Kebudayaan Inklusif pelaku/pendukung
pertunjukan seni
[IKP 3.2] Persentase rumah 22.58 0 0 0 22.58
tangga yang
menyelenggarakan upacara
adat
4 [SP 4] Meningkatnya [IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen - A
akuntabilitas layanan dan Kebudayaan
pengelolaan anggaran
pendidikan, kebudayaan,
riset, dan teknologi
5 [SP 5] Meningkatnya [IKP 5.1] Jumlah satker di 2 0 0 0 2
pelaksanaan reformasi Ditjen Kebudayaan
birokrasi Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-
WBK/WBBM

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

Jakarta,19 April 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid, Ph.D

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




Pengukuran Indikator Kinerja Program

Pengukuran Indikator Kinerja Program
DITJEN KEBUDAYAAN
Tahun 2022

No an Program Indikator Kinerj Satuan | Target Target Capaian
ograi PK Renaksi | Triwulanan
Triwulanan
1| [SP L Terwujudnya [IKP 1.1] Persentase % 031 TW1:0 1:
pengelolaan kekayaan penduduk yang menilki Progress / Ke
budaya yang sumber penghasil ™W2:0 1.Gta Bahana | Nusamara Rapat prsizpan dengen istana danarasumber,Rapat Koordinas! dengan 34 rovinsi 2. Rapat intenal pendukungan Hari Kesaktian Pancaia. 3. Rapat persiapan penentuan konsep pergelaran aubade paca
meningkatkan Sehaga) pelaxupencukung k terkait, pelatihan aubade dan orkestra. 4. SangiRUN Night Trail: survei | untuk cek lokasi dan koordinasi dengan pemda terkait dan BUMD, rapat lanjutan dengan pemda terkait untuk
kesejahteraan masyarakat | kegiatan seni TW3:0 TW3:021 | memastikan keqa sama keglatan dan gharing pemmayaan.Aaa perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tgl 16-18 sept 2022 (evert lomba lari) dan tgl 12-24 sept 2022 (pameran prasejarah) karena di jadwal sebelumnya ada event G20.
5 Festival Panji: Rapat Persiapan dalam merancang program penguatan budaya di setiap daerah (Jatim, Yogyakarta, Jateng, Sumsel, Kalsel, Sulsel) dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing. 6. Pemajuan Kebudayaan Desa:
TW4:031 | TW4:021 | rapat persiapan, rapat review dan revisi pedoman, koordinasi serta penetapan desa. 7. Pemajuan Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: sosialisasi ke camat, kades, dan kadus di borobudur serta lokakarya penguatan kapasitas fasilitator dan

daya desa. 8. pemutaran bioskop keliling di 7 lokasi di wilayah kerja BPNB Kalbar. 9. Festival Tarawangsa pada bulan Februari 2022. 10, Festival Warisan Indonesia 3 Episode di Karawang, Pangandaran dan Citorek pada bulan Februari-Maret. 11.
Persiapan Pameran Budaya dan Penayangan Film dan Diskusi Nilai Budaya yang akan dilaksanakan Juni 2022. 12. Persiapan teknis keberangkatan tim pendukungan kegiatan Gebyar Budaya dan Seni i Lombok. 13. Sinergitas Pelestarian Nilai
Budaya. 14. Dialog BPNB Menyapa Nagari.

Kendala / Permasalahan :

1. SangiRUN Night Trail: Adanya pergantian pimpinan BUMD dan mispersepsi dinas dalam membaca disposisi pimpinan di kab karanganyar, membuat pembahasan kerja sama sharing pembiayaan belum bisa dibahas lebih lanjut. 2 Terdapat
perubahan jadwal dan beberapa lokasi untuk kegiatan Festival Warisan Indonesia karena lokasi yang telah ditentukan di awal tidak memungkinkan untuk tetap dijadikan lokasi Festival Warisan Indonesia. 3. Terbatasnya maskapai penerbangan
detbandara sen slandar me -banda aceh

Strategi/ Tindak Lanjut

L.Sangirun Mgm T o Up dengan pihak-pihak yang belum rapat, termasuk follow up kerja sama sharing pembiayaan hal-hal yang perlu dicek dalam survei I. 2. Kegiatan
diusahakan akan selesa sesua dengan ekt yang teah dtetapkan dengan 0kas! ang bar yang memungiinkan urtuk diaksanakan Kegatan eahal Warian indonesa Mempercepat proses pemesanan tiket perjalanan,

™w2:
Progress / Kegiatan
1 G Bahana Nisantara telah terselenggaranya proses audisidiProvinsi Kalbr, Kalteng, Papua dan Maluku Utara serta oordinasi dengan 4 provisi ainrya yang belum melaksankan audsi abar, Bal aluku, Kepr): 2 Pendukungan Hari
Kesaktian Pancasila: masih dalam tahap persiapan, rapat internal pokja; 3. Pendukungan Hari Pendidikan Nasional: Kegiatan sudah terlaksana, proses latihan orkestra dilakukan pada bulan RUN Night Trail: Sudah dilaksanakan
Tapatrapat Koordns! Secara g aupan danng dengan UPT Dejenbud, ik pemada, kemunits,direktora an dan penyedia asa ainnys 5. Festval Pai: Melaksanakan Konsoidas dan Rapa( Gaiom menyus«n program-program untuk
menguatkan budaya di setiap daerah(jawa timur, Yogyakarta, Jawa tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan) dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing:; 6. Pemajuan Kebudayaan Desa: telah
dilaksanakan Rapat-rapat persiapan, Survey dan Koordinasi, Review & penyempurnaan Pedoman, Penetapan Desa dan Pendamping Budaya Desa, Lokakarya Penguatan Kapasitas Daya Desa, Sosialisasi Optimalisasi Pengembangan Potensi
Budaya, dan Pembuatan Film Dokumenter Sadeka Ponan; 7. Pemajuan Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: Telah dilaksanakan Rapat-rapat persiapan, Survey dan Koordinasi, Lokakarya Penguatan Kapasitas Fasiltator dan Daya Desa,
Lokakarya Pengembangan Ekosistem Produksi Sendal Upanat. Pendampingan Optimalisasi Pendampingan selama 2 bulan, Sosialisasi pendukungan G20 terhadap 20 Kepala Desa sekitar Borobudur, Persiapan Kirab Budaya dan Rapat Raksasa
Pendukungan G20; 8. Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Budaya dan Pameran Budaya di NTB; 9. Pemutaran Film Bioling di Kalbar, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang; 10. Sinergitas Pelestarian Nilai Budaya; 11. Dialog BPN Me:
Nagari; 12. Festival Warisan Indonesia di Kepulauan Seribu dan Provinsi Lampung pada bulan Juni; 13. Diskusi Nilai Budaya di Museum Kebangkitan Nasional pada bulan Juni; 14, Kegiatan Kenali Budayamu Cintai Negerimu di wilayah kerja BPNB
Jabar elah dlsanaken dalam bentuk Podcast d bulan el
‘masalahan
1 Sanq\RUN Night Trail: Adanya pergantian pimpinan BUMD dan mispersepsi dinas dalam membaca disposisi pimpinan di kab karanganyar, membuat pembahasan kerja sama shafing pembiayaan belum bisa dibahas lebih lanjut; 2. Terdapat
perubatian Jechal dan bibesapa ks unvk kegltan Festual Warsan e karena okas yarg tash diterukan o aveal tidak remunginken ok tetap dadian ks Festual Warksan bonest.

trategi/ Tindal :
H Sangiun Night Tralt Follow Up dengan ihak-ihak yang belum rapt,termasuk follow up kerfa sama saring peribiayaan dengan phak yang sudah brhasil diemul, Mempersiapkan hal-halyang el dicek dalam surve ;2. Keglatan
diusahakan akan selesai tepat waktu pada bulan Juli dengan lokasi yang baru untuk diiaksanakan kegiatan Festival Warisan Indonesia yakni Kabupaten Ciamis, Cianjur dan Suba

3:
Progress / Ke
1 o Bahane Nusantara 5.0, bulan September kegatan Gita Bahana Nusartara telah selesal diaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022, yang mellbatkan 220 orang (199 peserta, teknis 9, pelatih 7, narsum 4, konduktor 1) Peserta GBN
tampil sebanyak 2 kali di Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR. Berita GBN juga sempat menjadi trending topic di twitter. 2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK a.) Pendukungan Hari Kesaktian Pancasila: s.d. bulan
September Kegiatan HAPSAK yakni sampai perihal pelaksanaan aubade dan orkestra dengan SMK 2 Gibinong untuk pergelaran pada Upacara HAPSAK. Pada tanggal 1 Oktober 2022, bertempat di Monumen
Pancasila Sakti kegiatan HAPSAK telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan 79 orang. b.) Pendukungan Hari Pendidikan Nasional: s.d. Kegiatan selesai di bulan Mei 2022 dengan melibatkan
siswa siswi SMKN 2 Cibinong sebanyak 20 siswa dan melibatkan vocalis alumni gita bahanan nusantara tahun 2021. ¢.) SangiRUN Night Trail: 5.d. bulan september kegiatan SangiRUN Night Rail telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 September
2022 yang melibatkan 250 peserta hasil kerjasama antara Dit. PPK, BKP Sangirun dengan pemda setempat d.) Festival Panji:.d. bulan September Kegiatan Festival Panji sudah sampai tahap pengumuman lomba viog panji dan webinar lomba
Panji. 3. Pemajuan Kebudayaan Desa: a.) Pemajuan Kebudayaan Desa: s.d. Bulan September kegiatan Pemajuan Kebudayaan Desa yakni telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Penetapan desa dan pendamping budaya desa,
Lokakarya Penguatan Kapasitas Daya Desa, Sosialisasi Optimalisasi Pengembangan Potensi Budaya di 50 desa. b.) Pemajuan Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: 5.d. bulan September Pelaksanaan Pasar Budaya telah dilaksanakan di 20
Desa di sekitar Borobudur. 4. Festival Matriiineal; 5. Festival Danau Maninjau; 6. Workshop Kriya dan Wastra di Prov. Bengkulu; 7. Workshop Kriya dan Wastra di Prov. Sumatera Selatan 8. Sampai bulan September Telah dilaksanakan 9 kegiatan
yang terdiri dari Festival Budaya, Penanyangan Film, Penguatan Karakter dan Dialog Budaya di wilayah Kerja BPNB Sulawesi Utara (Sulut, Sulteng dan Gorontalo) 9. festival fim pendek dan gau maraja

Kendala / Permasalahan :

1. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target. 2. Belum bisa secara maksimal menghadirkan penampil dan
pengunjung karena kondisi pandemi yang relatif belum pulih seratus persen. 3. Belum bisa mewujudkan kegiatan yang cukup gebyar karena pemda belum bisa mendukung kegiatan yang dibiayai dengan anggaran daerah (apbd) karena fokus
anggaran masih penanganan dampak covid-19 4. Kendala utama adalah luasnya wilayah kerja BPNB Sulut sehingga komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan selalu terkendala karena keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas 5. Kurangnya
SDM akibat perpindahan Peneliti ke BRIN 6. Peserta kegiatan pada festival film pendek mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena media sosial tama satker untuk promosi dikendalikan oleh orang lain menjelang kegiatan

berlangsun

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Memaksimalkan publikasi kegiatan melalui media sosial, agar kegiatan diketahu lebin luas 3. Memaksimalkan pendanaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh BPNB Prov.
Sumatera Barat 4. mengoptimalkan komunikasi via Telepon dan Zoom 5. Melakukan optimalisasi terkait SDM yang dimiliki untuk pencapaian tujuan 6. Membuat akun media sosial yang baru sehingga memudahkan peserta atau masyarakat
untuk mengetahui informasi kegiatan satker. Selain itu satker juga berikian pada beberapa kegiatan penting

wa:
Progress / Kegiatan :

1. Gita Bahana Nusantara dilaksanakan pada tanggal 17 Aqustus 2022 melibatkan 220 orang (199 peserta, teknis 9, pelatih 7, narsum 4, konduktor 1) Peserta GBN tampil sebanyak 2 kali i Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR ; 2.
Pendukungan Hari Kesaktian Pancasila: Pada tanggal 1 Oktober 2022, bertempat di Monumen Pancasila Sakti 3. Pendukungan Hari Pendidikan Nasional: Kegiatan Hardiknas di bulan Mei 2022 4. SangiRUN Night Rail telah dilaksanakan pada
tanggal 17-18 September 2022 yang melibatkan 250 peserta hasil kerjasama antara Dit. PPK, BKP Sangirun dengan pemda setempat ; 5. Kegiatan Festival Panji telah selesai dilaksanakan.; 6. Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Desa telah selesai
dilaksanakan dengan melibatkan 100 desa dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Desa di sekitar Borobudur telah selesai dilaksanakan dan melibatkan 20 desa.; 7. Dialog Pelestarian Nilai Budaya.; 8. Sinergitas Penguatan Pendidikan Karakter.; 9
Festival Hari Angklung Dunia pada bulan November.; 10. 8 episode Festival Warisan Indonesia.; 1. Festival Tarawangsa.; 12. Pameran di Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Naskah Proklamasi; 13. Penayangan Film dan Diskusi Nilai
Budaya di Tasikmalaya, Kabu paten Bandung dan Lampung pada bulan September; 14. Kegiatan Kenali Budayamu Cintai Negerimu 15. Internalisasi Nilai Budaya 16. Penyebarluasan Informasi Niiai Budaya 17. Penguatan Pendidikan Karakter 1.
Jalur Rempah 19, Pendukungan Panji Interaction 2022 (Lokakarya Topeng dan Storytelling Panji untuk Siswa SD Se-Eks Karesidenan Kediri) pada bulan Oktober 2022; 20. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Televisi pada bulan Oktober 2022
21. Diskusi/Seminar dalam rangka Memperingati Hari Besar Nasional yaitu Hari Dongeng Nasional 2022 pada bulan November 2022; 22. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Radio pada bulan Oktober dan November 2022. 23, Pemutaran
Bioskop Keliling di ... Yogyakarta pada bulan November 2022.

Kendala / Permasalahan :

1. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target.; 2. Sering kali kegiatan tertunda seiring dengan kondisi daerah
Yong ok kandusi ata s event i yong menglbatkan d araah urtuk dtund.; 3. Texdapat perubahan adia dan tempat kegiatan paca kegiatan pamean dn penyangan dim dandisusi sl budaya

Strategi/ Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan keg\atan sesuai jadwal yang telah ditentukan.; 2. Melalukan Koordinasi dengan Pihak terkait khususnya para kmunitas yang akan mengikuti kegiatan pergelaran, Koordinasi dilakukan juga dengan lembaga pemerintah daerah
tentang ijin pelaksanaan kegiatan.; 3. melakukan penjadwalan ulang dan melakukan surve ulang lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan.

/ Balai

Elektronik

\

Sertifikasi

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




[5P 2] Terwujudnya [IKP2.1] Persentase Cagar | % 5576 | TW1:0

pelindungan Warisan Budaya dan Warisan

Budayayang memperkaya | Budaya Takbenda yang TW2:0

kebudayaan nasional dilestarikan

TW3:0

TWa:55.76

W10

™2:0

™W3:0

142 66.29

Progress / Kegiatan :

1. Pengelolaan Warisan Budaya: Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Lanskap Budaya Provinsi Bali dan Tindak Lanjut Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) untuk Kompleks Candi Borobudur. 2. Pelindungan Cagar Budaya
Nasional: Survel dan koordinasi dalam rangka sosialisasi rencana pembebasan lahan pada Situs CB Gunung Padang dan pembahasan narasumber dalam Kajian Pengelolaan. 3. Zorasi Cagar Budaya: Rapat kajian Lapangan Zonasi KCBN
Muarajambi dan diskusi kelompok terpumpun berdasarkan draft kajian dan peta zonasi sementara. 4. Penanganan Kasus: Tindaklanjut dan membahas perkembangan kasus CB yang masih berjalan (Repatriasi Kerangka Tentara Jepang, situs
sejarah yang rusak di Sulawiesi Selatan, kebakaran SMA 1 Tidore yang termasuk Bangunan Cagar Budaya, pembongkaran masjid yang termasuk Cagar Budaya oleh PT. KAI). 5. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air: Penyusunan Kertas Posisi
kegiatan penyelamatan CBBA di Bangka belitung dan Perairan Demak. 6. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Koordinasi oendaftaran dan pendataan Cagar Budaya. 7. Dokumentasi karya seni rupa sebanyak 13 karya. 8. Konservasi Preventif dan
kuratif, Pendataan dan Reinventarisasi Koleksi, konservasi, serta akuisisi koleksi museum. 9. Inventarisasi, dokumentasi dan visualisasi WBTB dan OPK. 10. Pemugaran, Exskavasi, Zonasi, Konservasi, dan Rehabiltasi CB di beberapa wilayah
kerja BPCB. 11. Studi pengembangan dan penyelamatan C8

Kendala / Permasalahan :

1. Pelindungan Cagar Budaya Nasional: Pada pembebasan [ahan di Situs CB Gunung Padang ada satu bidang lahan yang pengukurannya tidak sesuai karena jauh lebih besar dari yang diusulkan. 2. Zonasi Cagar Budaya: Terlambatnya updating
data survei kanal dari BPCB Jambi pada zonasi Muarajambi. 3. Penanganan Kasus: Beberapa kasus Cagar Budaya belum selesai ditangani. 4. Inventarisasi Data Warisan Budaya: Perbedaan konsep kegiatan inventarisasi cagar budaya dengan
tahun sebelumnya, Kebutuhan anggaran dalam pembangunan sistem MAD di atas dari pagu anggaran yang tersedia. 5. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang cukup tinggi berpengaruh pada kelembaban udara di ruang pamer, sehingga
timbuljomur dan lumut yang akan merusak koleks, 6 Prosedur potokoler pada pinak pemberi koleks wapres Jusu Kala yang bertingkat sehingga terdapat perubahan adval. 7. Kondis cuaca yang kurang baik menghambat peridanan im dan
pekerjankegatan dlokas karena saa eskavs] kondisiinghungan benteng menjadi cebakan rawa ar. . Terdapat programianggaran dengan sasaan yang sama yang akan diskkan oleh Dinas PU Provins Gorontalodan Karen 133 an
Wartabone di Tahun 2022 di Situs Pendaratan Soekarr

Strategi/ Tindak Lanjut :

1. Pelindungan Cagar Budaya Nasional: Melakukan pengukuran ulang tethadap satu bidang lahan yang berbeda dari usulan dan mengusahakan agar peta bidang lahan segera diterima oleh Ditlinbud untuk ditindaklanjuti ke tahap appraisal
ulang. 2. Zonasi Cagar Budaya: Finaliasasi Hasil Kajian Zonasi dan mengintensifkan komunikasi dengan BPCB Jambi. 3. Penanganan Kasus: Melakukan pendekatan efektif dengan pihak terkait terkait kasus CB. 4. Inventarisasi Data Warisan
Budaya: Curah pendapat dengan kapokja dan sub-pokia terkait konsep kegiatan inventarisasi cagar budaya tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi. 5. Ketersediaan peralatan pemeliharan koleksi di museum (AC , Exhaus Fan, Dehumidifier, dan
celica gel). Hal ini cukup membantu mengurangi kelembaban. 6. penerusan pembangunan bronjong di area bantaran sungai kayeli disebelah timur benteng untuk mencegah luapan sungai ke benteng 7. Menyesuaikan keberangkatan dengan
jadwal transportasi laut 8. anggaran dan program dengan PU provinsi Gorontalo dan Korem 133 Nani Wartabone

™w2:
Progress /
1" penetapan Cagar Budaya - Rapat Prasidang Iternal Penetapan Cagar Budaya peringkat Nesional -Tiga el sidang Kafn Penetapan Cagr Budaya Peringiat Nasional menghesilkan ekomendasi penetapan CB sebanyak 30 rekomendasi; 2
Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Rapat Pleno Hasil Penilaian Usulan WBTb rbaikan revisi hasil penilaian usulan warisan budaya takbenda - Rapat Revisi Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang WBTb Indonesia - Kordinasi
dengan Dinas kebudayaan DIY terkait Sidang Penetapan WETb yang akan diakensian o Yogyakarta; 3. Pengelolaan Warisan Budaya - Tindak Lanjut Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur - Pengelolaan 5 Museum di
bawah Kemendkbudristek; 4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Survei penghitungan tanaman keras yang berada di atas Iahan yang akan dibebaskan pada Situs CBN Gunung Padang dan dilakukan negosiasi kesepakatan harga tanah
dengan pemili; 5. Zonasi Cagar Budaya - Terselesaikannya kajian Zonasi KCBN Muarajambi; 6. Penanganan Kasus - Penanganan kasus terhadap permasalahan Museum Natuna dan KCBN Lasem gtelah diselesaikan; 7. Penyelamatan CBBA -
Pelaksanaan kegiatan penyelamatan CBBA di eraian Rembang: 8. Inventarisasi Data Werisan Budaya - Pendampingan inventarisasi 6 dan OPK- Worksop Penggunaan Sistemn Harajemen Aset Digal diPusdidat - Pembafiasan

Sistem Registrasi Etspedsi Sungai Batanahri berdasarian hasiseelsi dan rekomendas., Workshop Peserta Ekspedisi Suna Batanghari dan Surve dan Koordiasi
Ekapetist Sungal Batanghar Ke Sumatera Barat dan ambi: o, KonservasiTolan menyelesaikan 7 karya foatorst Kefya sen keras: Hork Nantung (Melamur). O esman Efnd!(Dva Penar), Afond (Greuve Darite), fiban (Wanita DuG),
Kandinsky. Wassiy tanpa judl. | W Rainbourt (Borobudur), Oesman ffendi (Kapal 2)dan 3 karya bl Hibah krya sen nstalsiEntang Wiharso Crush e 2 (ntalation view). Sorderiess Floating Isand dan Edi Sunaryo karya sen grafs
Garuda; 10. Dokumentasi : Prosespelksanaan kegiatan Reproduksi Karya S Rupa sebanyak 12 arya seri upa Diko Peldiciengoanggu, (1965), Saya GraharTar Kelaa, (1996) 5. Prinka-Anak Burung dan P 1979), Kuntorningrt.
Ariuna Cakil, (1987),Jeihan-Wanita Duduk, (1978), | Gusti Nyoman Lemp: . Srihadi Paris, (1977), JW. - (1984), 5. Sudjojono-Lembaga Indonesia-Amerika, (1970), S. Sudjojono-Gadis, (1970), Chusin
Setiadikara-Santai, (1998), Rusi-Pasar, (1972), RusliKampung, (1973); 11. konservasi 28 koleksi foto dan 50 koleksi uang di museum naskah proklamasi 12. konservasi preventif dan konservasi kuratif restorasi patung dome dioram; 13
Konservasi 1 Patung Kayu Jatayu dan 6 Patung Presiden setengah dada berbahan logam.; 14. Penginventarisasi karya budaya (Wbtb) di Kab.Sambas Kalbar, Kab.Sekadau Kalbar, Prov. Jawa Barat, Bnten, DKI Jakarta, dan Lampung
Dokumentasi dan visualisasi OPK i Prov. Banten dan Jawa Barat, permainan kalkfoo di sorong, buah sagu hitam di wondama, yanung yarma di keerom dan tarian akhoikoy di jayapura; 16. penyiapan Skenario dan proses penunjiukan Pinak
ketiga untuk konten kanal budaya di BPNB Papua; 17. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Cut Nyak Dhin; 18. Rehab CB Masjid Gunong Kieng; 19. Rehab CB Masjid Mugo; 20, Rehab CB Masjid Bugeng; 21, Pemeliharaan Pagar CB Mereuhon Daya dan;
22, Pemeliharaan Lingkungan Kompleks Tamansari Gunongan; 23, Pemugaran Kanal Benteng Indrapatra Tahap Il.; 24. Zonasi Cagar Budaya di Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau; 25.
Deliniasi Situs Kota Kara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; 26. Ekskavasi Penyelamatan di KCBN Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; 27. Pengontrolan keamanan Situs Lokomotif Uap di Kabupaten Sjunjung,
Keb. Sumbr; 26, Surve penyelamatan 0DCB dan Cagar Budaya di Kabupaten Tanah Dtar: 29, Surve penyelamatan Objk Diduga Cagar Budaya (ODCB): 30 tudi Kelayakan KonservasiObservasi Keterawatan Cagar Budayadi Kepulauan
Riau; 31. Studi Kelayakan Konservasi/Observasi Keterawatan Cagar Budaya di Riau; 32. studi adaptasiistana engku bilik penyengat tanjung pinang.; 33. Rehabllitasi Bangunan CB Villa Yuliana Kab.Soppeng dan Penataan Lingkungan
Pemugaran Kompleks Rumah Adat Satanetean Kab.Mamasa Prov.Sulawesi Barat telah dilakukan penandatanganan kontrak di bulan Juni 2022; 34. Zonasi Situs Benteng Wolio Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Telah d\\sksanakan di bulan
Mei; 35. Konservasi Situs KM.Sultan Hasanuddin,KM Aru Palakka dan Masjid Tua Katangka Kab.Gowa dilaksanakan di bulan Juni; 36. Perbaikan sarana dan prasarana situs (insidentil) i Benteng Wolio Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggar
dilaksanakan di bulan Mei;
Kendala / Permasalahan
1. Penetapan Cagar Budaya- Adanya keerbatasan anggaren dalom pelaksanaan Sidang Kajian secaralurig (atap muke); 2 Penetapan Warison Budaya Takbenda - Tidk semua usulan WETb yang akan diverfiasi dapa diakomodir Dirktoret
karena keterbatasan anggaran - Belum semua pengust sl perbaikan revisi T faren helum selesaltengmat wakts yorg ltarikan sekretariat WSTh ysitu tonqgel 17 und 2022
adanya ketentuan hukum yang mengatur mekanisme, o o penetspar\ maupun pembentukan Tim Ahli e Buday Tokbenda tingkat cacran; 3. Plintongen Cagar Budaya Nesioral  Terkat pemibebasdn fahan S\tusGur\g
Padang dar 5 orang pemillk hanya L oang peilk yang mau menjua tanahnya diarenakan harga appraisaltelau rendah 4. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Terdapat perbedazn jumlah penetapan ‘antara Sstem dan data manual
sehingga perlu dilakukan langkah aktual untuk menyelaraskan data - Adanya error pada Sistem MAD di Setditienbud. Sistem MAD.; 5. Struktur lukisan, khususnya lapisan gambar rusak
Karena kelembaban relatif yang tidak stabil; 6. Proses konservasi foto tidak hanya enkapsulasi, masih ada proses konservasi sece\ahnya Sehingga konservasi foto butuh waktu lebih lama; 7. Kondisi cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi
menyebatkan kelembaban yang berpatesi menimbulkan ferusakan koleksi museum . Proses pencamptran pewarna cat agar i sesuai dengan wama asinya pada kegiatan Restoasi Faturg Dome Diarama mengalam kendala. Komposis
warna yang dimaksud susah untuk diday 9. Sulit menentukan jadwal narasumber ahii (konservator); 10. Kegiatan Perekaman data kesejarahan dan Nilai Buday: Visualisasi Objek Daerah) di Kab.
Landak Kalbar tidak dapat dilaksanakan i Trwlon K62 S5 rencana ok Karens narasumiber sedang berhalangan: 11 Kondis 13pangan saat urvey can menuia okast Kus yang agar berat sehingga memen kan waktu yang i ari
perencanaan waktu pelaksanaan;
Strategi/ Tindak Lanjut :
1. Penetapan Cagar Budaya - Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi D.1. Yogyakarta untuk sharing anggaran terkalt pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat
Nasional secara luring di Yogyakarta; 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Kesepakatan dan keputusan Tim Ahli untuk meniadakan verifikasi karena tidak adil dengan usulan yang diverifikassi namun tidak terakomodir, oleh karenanya
usulan yang diverifikassi dirubah menjadi usulan yag harus diperbaiki dan menjadi prioritas untuk dicermati lebih dalam saat rapat penilaian usulan W8Tb selany utnya - Mengirimkan surat untuk mengingatkan kepada para pengusul untuk
segera mengirimkan perbaikan usulannya - Perlu adanya acuan di Permendikbud yang menjembatani dibuatnya ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemeringkatan WETb tingkat daerah; 3. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Terkait
pembebasan lahan Situs Gung Padang akan mendiskusikan kembali dengan pihak terkait untuk tindaklanjut pembebasan tanah ini.; 4. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Pendampingan inventarisasi cagar budaya yang ditujukan kepada
pemerintah mengurai dan data cagar budaya - Melakukan koordinasi dengan pihak IT Setditjenbud terkait error pada storage penyimpanan server MAD untuk dicarikan solusi dan
dilakukan perbaikan.; 5. Alat pengontrol kelembaban ruangan (Dehumidifier) yang bekeria secara otomatis sudah ada; 6. Mengundang narasumber khusus konservator madya yang dapat membantu konservasi bahan foto, koin, kain dan kertas,
Langkah konservasi harus dilakukan secara tertib guna merawat koleksi bahan yang rentan; 7 sarana prasarana (AC, dehurmidifier, Exhaust Fan, dan Cillica Gel) yang ada untuk mengurangi kelembaban.; 8. Dilakukan percobaan
beberapa kali untuk menemukan warna yang sesuai. 9. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait agenda konservator; 10. Menjadwal ulang pelaksanaan Kegiatan Perekaman data kesejarahan dan Nilai Budaya (Dokumentasi
dan Visualisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah) di Kab. Landak Kalbar , pada Triwulan ke-3 Tahun 2022; 11. terus melakukan koordinasi dengan PIC pendamping pusat tentang waktu pelaksanaan dan berkoordinasi intens dengan pihak
daerah sehingga Moment pengambilan Gambar dapat disesuaikan dengan kondisi riil Moment upacara adat di daerah; 12. Mengaloksikan waktu lebih sesuai laporan kegiatan untuk tahun berikutnya;

™W3:
Progress /
1 Penetapan Cagar Budaya - Empat kel sidzng Kajlan Penetapan Cagar Bucaya Peringkat Nasional menghasilan rekomendas!penetzpan CB sebaryak 46 rekomendasi - Kalian Lapangan dalam rangka Penetapan Situs Cagar Budaya Berteng
Pendem sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasiona 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Penilaian Usulan Warisan Budaya Takbenda Ke-2 - Tindak lanjut Penetapan hasil Penilaian Ke-2 Usulan WBTb - Sidang Penetapan Warisan Budaya
Takbenda Indonesia 3. Pengelolaan Warisan Budaya - Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Kompleks Candi Borobudur dan Persiapan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Subak Bali. - Tindak Lanjut Pengumpulan Data Awal Bahan
Penyusunan Laporan Berkala 3 Genre Tari Bali. - Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbucristek 4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi selama 14 hari. - Telah diserahkan beberapa
berkas susulan termasuk surat riwayat tanah kepada notaris untuk SPH terkait di Gunung Padang. - Survei Lapangan pelindungan Trowulan. - Dilaksanakan Kajian Pengelolaan Situs CB Liyangan dan
rapat hasil kajian 5. Zonasi Cagar Budaya - Kajian Lapangan Zonasi KCBN Sangiran dan Zonasi Sawahlunto 6. Penanganan Kasus - Penanganan kasus terhadap permasalahan Museum Natuna dan KCBN Lasem gtelah diselesaikan 7.

CBBA- kegiatan data ODCB bawah air dan OPK di Kab Demak dan penyelamatan bawah air di Kabupaten Kendal Jawa Tengah 8. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Pengolahan dan analisis data
Cagar Buteys, Revt Peroma videoaros Inventaions Caga Budaya. - Poakeanan Pendampingan Inentarsasl O - pengerbancan dan bereliraraan Sitem Reciaro Nagonal Muscum, Pengaaha data museu. - Pendinputan dan
pengolahan data aset digital Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada Sistem MAD Kebudayaan. - Pelaksanaan Ekspedisi Sungai Batanghari dan Seminar (Dulu, Kini dan Nanti) 9. Kegiatan registrasi, inventarisasi dan konservasi koleksi Museum
Kebangkitan Nasional 10 Pelaksanaan konservasi preventif dan konservasi kuratif (koleksi Realia dan restorasi patung dome diorama) dengan total capaian 1.948 unit koleksi yang berhasil dikonservasi selama Triwulan il Tahun 2022 11
perawatan koleksi naskah, konservasi koleksi relief, katalogisasi koleksi Museum Sumpah Pemuda Inventarisasi Nilai Budaya di BPNB Sulut sudah dan dalam tahap 12 dan Visualisasi sudah
dilaksanakan dengan 5 output (4 Gorontalo, dan 1 Sulut ) dan tersisa 1 yg sementara dalam proses perekaman. 13. Konten kanal budaya BPNB Sulut sudah dilakukan proses perekaman sebanyak 3 Konten. tersisa 1 konten yang sementara
dalam proses pengerjaan 14, perekaman warisan budaya dan pencatatan WETb di wilayah kerja BPNB Sulsel 15. Studi pengembangan cagar budaya di mansinam 16. Studi pengembangan di Kab. Fak-fak 17. monitoring dan evaluasi
keterawatan stus cagar budaya di Sorong 18. Studi pengembangan cagar budaya di kab. raja ampat 19. Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemugaran Masiid Kasimuddin yang telah masuk ke Tahap Pembongkaran Tegel di sekitar Tiang Masjid; 20.
Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Masiid Adji Amir Hasanoeddin yang sudah sampai pembongkaran Tegel Sisi Timur. 21. Identifikasi Tinggalan Sejarah Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi Kebijakan). 22. Pengadaan papan nama, papan
petunjuk, dan papan peringatan yang dipasang di beberapa situs di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 23. Konservasi Bangunan CB di Benteng Rotterdam Makassar Gedung E,O,H.G,M.N dan Kompleks Makam Raja-Raja Tallo Kota
Makassar 24. Penataan lingkungan/pemugaran Rumah Adat Satanatean Kab.Mamasa Sulawesi Barat 25. Zonasi Tinggalan Bangunan Kolonial di Kota Palopo Sulawesi Selatan 26. Pemugaran di 4 (empat) lokasi KCBN Muara Jambi yaitu Candi
Kotomahligai, Candi Paritduku, Candi Gedong I, dan Candi Teluk I, masih dalam progress memasuki bulan ke-4
Kendala / Permasalahan :
1. Penetapan Cagar Budaya - Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Sidang Kajian secara luring (tatap muka) 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Tidak adanya verifikasi lapangan menyebabkan substansi dan kevalidan data
beberpa usulan WBTb yang harusnya dilihat dan dikaji di lapangan menjadi sulit untuk dinilai secara mendalam pada penilaian ke-2 - Hilangnya rangkaian penetapan (penilaian ke-3 dan verifikasi lapangan berdampak pada penilaian usulan
yang kuantitas dan kualitas usulan yang lolos tahap selanjutnya) 3. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Terkait kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi, penyepakatan tema program kegiatan dengan universitas, agar kegiatan Sekolah
Lapangan masuk dalam sistem penilaian kampus. 4. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Koordinasi pendaftaran nasional museum kepada dinas yang membidangi kebudayaan dan Sosialisasi pendaftaran nasional museum kepada museum
yang belum memiliki nomor pendaftaran nasional akan efekf dilaksanakan setelah koordinasi dengan Kemendagri. - Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, beserta Panduan Penggunaan oleh pengembang MAD PT Microvac indonesia perlu
dilakukan koreksi. 5. Peralatan kedokteran di storage banyak yang belum dapat teridentifikasi, Karat pada krib asrama stovia yang sudah parah, keterbatasan fasilitas meja dan tempat penyimpanan di ruang storage sehingga kurator kesuitan
menempatkan koleksi yang sedang dalam proses reinventarisasi (in transit). 6. Kondisi Cuaca cukup kering dengan intensitas debu yang cukup tinggi dan Fluktuasi suhu dan PH relatif tinggi. Korosi dan polutan pada koleksi cukup tebal sehingga
sulit dibersinkan. 7. Beberapa nama deskripsi koleksi tidak sesuai dengan koleksi, Beberapa deskripsi koleksi kosong, Kegiatan registrasi ulang berdampak penyusunan ulang katalog museum, berkaitan dengan nomor koleksi dan beberapa
koleksi yang harus dihapus Karena hilang dan status berganda. 8. Masih terbatasnya Production House (PH) yang ada di daerah yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan film. 9. Regulasi keuangan terkat dengan
prokuksi film seperti pembayaran honor pelaksana ( sutradara, editor dan lainnya) belum diatur dengan rinci. 10. Kurangnya SDM akibat perpindahan Peneliti ke BRIN 11. saat kegiatan di mansinam terjadi hujan dan angin sehingga tim tidak
bisa menyeberang ke lokasi tersebut 12. Proses Lelang Pemilihan Penyedia Kegiatan Pemugaran Masiid Kasimuddin mengalami 2 kali kegagalan, dikarenakan tidak ada peserta lelang/penyedia yang mampu dan bemninat melaksanakan
Kegatansera erdapat beberapa syara eknis yang tdak dapat terpenuhioleh penyedia. 13. Memaskd musim e Iokasi pekerjaan menjadi tergenang air sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan dilapangan
Strategi
1 enetapan Cagsr Sutaya - Sdang Kaflan Penetapan Cagar Budaya Peingkat Nasianal diaksanakan melalu metode caring 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Mengembalkan rangkaian penetapan mulai tahun 2023 dan seterusrya
sesuai dengan Peraturan Menteri 106 tahun 2013 tentang WBT (ada verifikasi) 3. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Terkait kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi, Program kegiatan Sekolah Lapangan di tahun mendatang perlu
eatangan rencana teks kagotan sata mempertizs ko kegntand ehagal Kivizsn Cager Budaya dan mellattan itk rahisisea ke yong e lama 4. nventaisas Data Warisn Buye - oordina] Percaran
Nasional Museum dengan Kemendagri - Mengadakan pertemuan secara luring dengan pihak pengembang Sistem MAD PT Microvac Indonesia ntuk secara khusus membahas koreksi pada laporan dan panduan sebagai bentuk pertanggung
Jawaban pengemkengan siste. 5. Partataon ksl pada kil ek, penggunae asam skt dengan konseniras 3% dengan mencobs bbagal media seprtl epas, skt s, kan maun, rervertarisa besiat sk dhentkan
Sementala dan besTokus pada perambahan ata pada desipei KDEksi 6. MemakAMalkan sarana prasarana (AC, dehumifer, Exhaust Fan, dan Cila Gel, dam penimpanan dalam Storage dilapisi dengan kain penuhup sehingga
enghalanglcebu lange.sng manempel pach pertnukasn kleksl. pengapiKasian asam strat barang dan penggasokan berdang Supaya karadapat teranghat 7. Femyusuna Kaalog museu tesher, hasl carl evakias) erhadap data koleks!
yang sudah diperbarukan melalui registrasi dan inventarisasi ulang. 8. Menunjuk production house yang ada di Jakarta dan kota ainnya untuk melaksanakan pembuatan film 9. Pembayaran dikuatkan dengan panduan dari direktorat PMM dan
portofolio yang dimiliki oleh pelaksana 10. Melakukan optimalisasi terkait SOM yang dimiliki untuk pencapaian tujuan 1. Tim harus menunggu hingga hujan badai reda yan kegiatan kurang maksimal
12. dilakukan dengan metode penunjukkan langsung penyedia yang akan dilaksanakan oleh panitia pengadaan 13. Bekerjasama dengan para pekerja dengan cara membuat saluran i untuk mengalirkan air yang tergenang sehingga pekerjaan
bisa berjalan dengan lancar

™wa:
Progress / Kegiatan :
1. Penetapan Cagar Budaya - Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional - Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pabrik Semen Indarung | sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional - Rapat Akhir Tahun
Tim Ahii Cagar Budaya Nasional Tahun 2022 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda - Pembahasan Naskah Urgensi perubahan naskan permen no 106 tahun 2013 - Pelaksanaan Malam Apresiasi Kebudayaan Tahun 2022 bersinergi dengan
Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indanesia (AKI) oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 3. Pengelolaan Warisan Budaya - Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Cuttural
Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy dan Finalisasi Laporan Keadaan Pelestarian (State of Conservation Report) Kompleks Candi Borobudur - Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Aksi
Pelestarian Tari Saman sebagai Persiapan Penyusunan Laporan Berkala Status of the Element Saman Dance Periode 2019-2023 - Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbudristek 4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - FGD Draft Hasil
Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Liyangan dan finalisasi ajian - FGD Kepmen Zonasi KCBN Trowulan dan finalisasi Kepmen - FGD Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Gunung dan finalisasi kajian 5. Zonasi Cagar Budaya - Kajian Zonasi
Kawasan Cagar Budaya Sangiran telah dilaksanakan Finalisasi Naskah Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran dan Pembahasan Draf Keputusan Menteri tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran - FGD kajian zonasi KCBN
Sawahlunto dan finalisasi kajian 6. Penanganan Kasus - Rapat kerja Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda 7. Penyelamatan CBBA - Penyampaian hasil kegiatan Pelestarian CBBA kepada Dirjen Kebudayaan, Rapat koordinasi dengan
UPT dim rangka konsolidasi kegiatan pelestarian di bawah air, Koordinasi dengan Pemprov Bali dan Sulawesi Utara dim rangka penetapan cagar budaya di air 8. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Pengolahan dan analisis data Cagar Budaya
dan merekap hasil migrasi dapobud - Verifkasi Pencatatan Budaya Takbenda - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum, Pengolahan data museum - Penginputan dan pengolahan data aset digital Direktorat
Pelindungan Kebudayaan pada Sistem MAD Kebudayaan. - Evaluasi dan Persiapan Penerbitan Hasil Ekspedisi Sungai Batanghari 9. Proses pembersihan dan pengawetan terhadap koleksi 10. Inventarisasi Wbtb dan Objek Pemajuan Kebudayaan
11. Dokumentasi dan Visualisasi Objek Pemajuan Kebudayaan 12. Pembuatan Konten Kanal Budaya 13. Visualisasi OPK pada bulan September dan Oktober 15. Pembuatan Video Konten Kanal Budaya di bulan Oktober 2022 16. Penulisan Naskah
Cerita Bergambar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di jawa Timur dan Jawa Tengah 18. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah dan Budaya di bulan November 2022. 19. belajar seni budaya
Kendala  Permasalahan :

etapan Cagar Budaya - Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan pelaksanaan Kajian Lapangan - Jumlah Usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah
Snera i banyak.bercanding el dengan jurmish capsian targe yang tinggl 2 Penctzban Warsan Gudayo Takberda - Daf bim ersisun dengan bai ke msih tahip awl - Cukup menjad! tantagan urkuk menyatukan dus konsep
acara yang berbeda, terutama karena sasaran AKi bag (pelaku sementara WBTh bagi instansi pengusul (Pemerintah Daerah). 3. Pengelolaan Warisan Budaya - Berbagai dokumen
finalisas laporan Borobudur yang akan dikinkan sebagailampiran belom et Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Rentang wakiu pelaksanaan rapat terlalu lama, karena ada kesultan memilih waktu, mengingat kesibukan
paranarasumber. 5. Zonasi Cagar Budaya - Terdapat perbedaan data terkait luasan dan aktifitas masyarakat pada kegiatan Zonasi Sangiran 6. Penanganan Kasus - Sedikiti sulit menentukan tanggal rapat yang disepakati seluruh anggota tim
repatriasi mengingat kesibukan masing-masing anggota tim 7. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Beberapa operator MAD pada satuan kerja dan UPT di lingkungan Ditjen Kebuday aan tidak melanjutkan proses upload aset digitalnya di luar
waktu Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital. 8. Suhu ruangan berubah-ubah karena pemadaman listrik secara tiba-tiba membuat koleksi rentan dan amplop/piastik pelindung cepat menguning. 9. Untuk visualisasi karya budaya
harus menyesuaikan waktu dengan gelaran yang terjadi dimasyarakat dimana Lokus itu dilaksanakan, terkadang juga kendala dengan transportasi menju ke lokas dikarenakan tidak setiap waktu ada penerbangan atau kapal yang menuju
lokasi 10. Masih terbatasnya Production House (PH) yang ada di daerah yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan film. 11. Regulasi keuangan terkait dengan prokuksi film seperti pembayaran honor pelaksana (
sutradara, editor dan lainnya) belum diatur dengan rinci
Strategi / Tindak Lanj

enetapan Cagar Budaya - Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dilaksanakan melalui metode daring - Untuk memenuhi capaian target tersebut, terdapat 57 objek yang diusulkan oleh Direktorat Pelindungan

Kebudayaan, leh arens . Penyeuan arget capaian Penetapan Cagar Budaya Peringiat Nasiona yan dissuaikan dengan quantiy-tren uslan Penetapan Cagar Bucaya Perngia Nasional dariPemerintah Doeran setap tahun. Rata-ata
usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah dalam satu tahun sejumiah 30-55 objek. Rata-rata objek yang dikaii dalam satu tahun sejumiah 65-70 objek. Rata-rata Rekomendasi Penetapan Cagar Buday
Peringkat Nasional dalam satu tahun sejumiah 15-25 rekomendasi. Sehingga target capaian Penetapan Cagar Budaya Tahun 2023 perlu ka rata-rata tersebut. 2 Budaya Takbenda . Penyusunan draf
akan melibatkan narasumber - Membuat model pengelompokkan peserta baik dari warna undangan, kurs, hingga penanda penerima AKI maupun WETD Untuk memudahkan pengidentiikasian peserta saat acara berlangsung. 3. Pengelolaan
Warisan Budaya - Diperlukan alih bahasa dokumen HIA dari Indonesia ke Inggris dan akan dipersiapkan segera surat pengantar untuk pengiriman dokumen ke KNIU 4. Pelindungan Cagar Budaya Nasional - Koordinasi intens dengan para
narasumber terkait jadwal 5. Zonasi Cagar Budaya - Tim penyusun akan melakukan pemutakhiran data terkait dengan mengecek kembali ke lapangan untuk menghitung kembali Iuasan masing-masing Zona (Inti, Penyangga dan
Pengembangan) dan batas masing-masing zona berdasarkan hasil keputusan rapat finalisasi serta memperbaharui aktifitas kegiatan masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan dimasing-masing zona. 6. Penanganan Kasus - Selalu
berkomunikasi dengan tim repatriasi 7. Inventarisasi Data Warisan Budaya - Monitoring progres rekapitulasi Aset Digital Kebudayaan dari Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan. - Mengirimkan surat edaran
mengenai pelaporan Progres Rekapitulasi Data Aset Digital di Sistem MAD kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 8. Cek suhu ruangan secara berkala, dan kondisi koleksi secara teratur
sehingga meminimalisir kerusakan dan penanganan secara tepat 9. Untuk visualisasi harus direncanakan secara matang agar bisa sesuai dengan proses administrasi dan pelaksanaan sehingga momen yang ingin dicari dapat terlaksana dengan
baik, tenty melakukan koordinasi intens dengan masyarakat dan pemerintah setempat 10. Menunjuk production house yang ada di Jakarta dan kota lainnya untuk melaksanakan pembuatan film 11. Pembayaran dikuatkan dengan panduan dari
direktorat PMM dan portofolio yang dimiliki oleh pelaksana
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Progress / Kegiatan :

enyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Rapat persiapan, Penyusunan petunjuk teknis, Sosialisasi kegiatan dan Workshop seniman. 2. Penguatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Satuan Pendidikan: Rapat
persiapan, Penyusunan petunjuk teknis, Sosialisasi kegiatan. 3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Rapat persiapan, Pembahasan Tema Animasi dengan tim Indonesiana TV, Pebahasan konsep dan ide cerita e-
komik. 4. Penyusunan Materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam rangka Merdeka Belajar: Rapat persiapan penualisan ajaran kepercayaan.
Kendala / Permasalahan :
1. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Jaringan internet di daerah tidak stabil dan eniman dalam ang telah disiapkan untuk pelaporan kegiatan GSMS. 2. Pengenalan Budaya
Husantara Animas eriPengenalan Budaya: Kegiaten anmasi dikelarkan dariproduser pendamping indonesiana. harga produksianimasi 30 tinogi per disesuaikan dengan pagu. 3. Penyusunan Mater Pembelajaran Kepercayaan terhadap
Tuhan YHE dan Masyaralat Adat dalam rangka Merdeka Belajr: apat yang disksanakan daring terkendal aringan
Strategi / Tindak Lar
1. Penyelenggaraan Getakan Senimen Mastk Seklah Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas untuk memantau pelaksanaan GSMS 2. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: mencar pilihan tim produksi animasi lain
yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 3. Penyusunan Materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam rangka Merdeka Belajar: menjelaskan kembali tujuan rapat melalui telepon.

w2:
Progress /
1 Gerakan Senman Masuk Sekolah:Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Mulai Blan Juni - Blan Agusts 2022; 2. anggung Siswa Bercerita koordinasi Panggung Siswa Bercerita dengan Sriwedari, Surakarta dan Blet Ramayara,
Yogyakarta, Palaksanaan latihan bulan Juli - Agustus dengan melibatkan 120 siswa; 3. PRESISI: telah diselenggarakan Workshop Kepala Sekolah, Workshop ToT Fasiltator, Workshop Guru; 4. Borobudur Student Festival: telah dilaksanakan
tanggal 27 Junis.d 2)uli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. BSF menampilkan karya hasil dari Program Presisi 2021 dan melibatkan fasilitator daerah Magelang untuk dalam arya; 5.
Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Pemilihan 3 cerita yang akan diangkat menjadi animasi, Pembahasan redesain karakter Panca, Pitching rencana produksi animasi dengan 3 rumah produksi; 6. Penyusunan materi
Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar: Koordinasi lapangan dalam rangka pemetaan awal penulisan ajaran, dan FGD Pencarian data lapangan di Minahasa (LAROMA) dan di Bangka Belitung (Lembaga
Adat MAPUR)

Kendala / Permasalahan :

1. Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Jadwal pembelajaran terhenti dengan adanya libur sekolah. Jaringan intemet di daerah menghambat seniman/asisten seniman dalam mengupload laporan kegiatan GSMS; 2. PRESISI: Waktu penyelenggaraan
workshop yang tidak bisa dilaksanakan secara berbarengan di 10 wilayah peserta dikarenakan jadwal akademik di masing-masing sekolah yang berbeda satu dengan yang lain. Workshop diagendakan secara daring, namun ada beberapa
wilayah yang tidak dapat mengikuti secara daring karena permasalahan sinyaljaringan internet yg kurang bagus; 3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Perubahan desain karakter Panca diperiukan untuk produksi
animasi 3D; 4. Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar. Waktu pencarian data yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan waktu beriebih pada saat pelaksanaan
koordinasi lapangan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas untuk memantau pelaksanaan GSMS terhadap seniman; 2. PRESISI: Sekolah menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan workshop secara luring dan disesuaikan
dengan jadwal kalender akademik sekolah agar guru dan kepala sekolah tetap bisa mengikuti workshop.; 3. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Berkoordinasi dengan penulis dan ilustrator terkat rencana redesain
tersebut; 4. Penyusunan Materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam rangka Merdeka Belajar: Tim lapangan berangkat menuju lokasi dari Manado lebih cepat dari penjadwalan awal, dan melakukan
proses wawancara mendalam dengan beberapa narasumber saja.

Progress / Ke
1 penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah:.d. ulan September kegiatan penyelenggaraan GSMS telah diaksanakan di 300 sekolah: 270 sekolah berasaldarl APBN atas keriasoma antara Direkorat PPK dengon Dinas dan 30 sefaah
telah melaksanakan kegiatan panggung Siswa Bercerita yang merupakan bagian ari rangkaian kegiatan GSMS. 2. Penguatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Satuan Pendidikan: s.d. bulan September kegiatan Penguatan Nilai
Budaya dan Objek Pemaluan Kehubeyaan d Satuan Pendidikan diaksanakan dalam bentok kegatan Pres, dalam tahap penerapan pragram presiic Sekolah dan pendampingan gur leh fahfato seak buian i Ringge bulan ORober
Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Ser Pengenalan Budaya: Produks! Animasi Seri Pengenalan Budaya Patung Palindo dan Naik Ayun telah selesai 4. Peny usunan it tuisan ajaran Kepercayaan LAROMA dan Lembaga Adat MAPU
Kendala / Permasalahan

Kegiatan ini harus melalui beherapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target.

Strategi/ Tindak Lai

Melaksanakan kegiatan sesueuadwa\ yang telah ditentukan.

™W4:
Progress / Kegiatan :

1. Pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan dalam bentuk: - FGD GSMS dengan Disdikbud Provinsi Jawa Barat, Disdikbud Kota Bandung, Disdikbud Kab.Sumedang secara luring di Bala Pelestarian
Kebudayaan Wilayah IX, Jawa Barat, Tgl 14-16 Desember 2022. - Evaluasi Pelaksanaan GSMS 2022 di Hotel Kristal, 21-23 Desember 2022, - Kegiatan Presisi di 29 sekolah yang telah melaksanakan juga di tahun 2021 (pendalaman}
Penyelesaian Laporan Kegiatan. 2. Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri Pengenalan Budaya: Produksi Animasi Seri Pengenalan Budaya Ngarot Telah Selesai 3. Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam
rangka Merdeka Belajar: Reviu Draft dan Finalisasi Penulisan Ajaran MAPUR dan LAROMA

Kendala / Permasalahan

1. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target. 2. Pengurus Organisasi Laroma Belum Vaksinasi Booster Sehingga
Tidak Bisa Hadir ke Jakarta Untuk Mereviu Draf Tulisan Ajaran

Strategi/ Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Tim Penulis Dit KMA ke Manado Untuk Mereviu Draf Tulisan Ajaran dengan Pengurus Organisasi Laroma
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Progress / an
1. Telah dilakukan standarisasi terhadap 58 lembaga kebudayaan (museum) yang tersebar di wilayah NKRI. 2. Proses konsolidasi terkait pemberian Lokakarya bagi lembaga kebudayaan yang lolos FBK. 3. Telah dilakukan “Profiling" terhadap 7
lembaga kebudayaan, dan sedang dilakukan pendataan lembaga kebudayaan di Provinsi Jambi dan Dharmasraya (sekitar DAS Batanghari). 4. Terlaksananya Pameran Tetap dan Pameran Temporer di Galeri Nasional Indonesia diantaranya:
Pameran Para Sekutu yang Tidak Bisa Berkata Tidak; Solo Exhibition Otty Widasari “Partisan”; Indonesian Women Artists #3: Infusions Into Contemporary Art; Pajang Karya KamiSketsa GalNas: "Gores Hitam Putih Iwan Widodo”; Pameran Tetap
Karya Koleksi Galeri Nasional Indonesia. 5. Pameran temporer SO 1 maret, Sepeda jelajah wisata sejarah, Jelajah Museum, Vredeburg in frame, Seminar virtual sejarah, Bincang publik daring sebanyak 32.418 orang. 6. Diskusi Sejarah dan
Permuseuman “Workshop dan Pembekalan Persiapan Produksi Film Pendek”. 7. Belajar Bersama Museum Kebangkitan Nasional. 8. koordinasi Muhibah Budaya dan Festival Jalur rempah tanggal 18-20 maret di jakarta. 9. Persiapan dan
Koordinasi Kegiatan Jelajah Cagar Budaya. 10. Pameran PIM di Kab. Jombang sebesar 1672 orang dan Sosialisasi Museum Masuk Sekolah dengan Bioling di SMU Gedeg sebesar 266 orang. 11. Sosialisasi Undang - undang Cagar Budaya di Kab.
Bone Bolango. 12. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya bagi Saka Widya Budaya Bakti Prov. Gorontalo. 13. Program kanal Budaya Indonesiana TV, Riset Produksi Film Dokumenter Pendaratan Soekamo. 14, Pendampingan Riset kanal Budaya
Indonesiana TV, Riset Produksi Film Dokumenter Pendaratan Soekamo.
Kendala / Permasalahan :
1.Penggalian informasi ke pihak lembaga masih kurang Karena hanya staf yang menemui tim penilai tanpa didampingi kabid maupun kepala museum dan ada beberapa poin yang dirasa kurang tepat pada pedoman yang sudah disusun. 2
Penyusunan konsep terkait dukungan lokakarya bagi lembaga kebudayaan yang lolos FBK. 3. Pelaksanaan pendataan melalui mekanisme data dukung yang disampaikan baik oleh dinas maupun penggiat budaya, data yang kurang lengkap
menyebabkan kesulitan informasi bagi tim yang melakukan pendataan. 4. Kesulitan dalam memadukan konsep antara seniman dengan koleksi yang ada di museum. 5. Sulitnya membuat konten publikasi yang menarik sehingga mendatangkan
pengunjung. & Kendala ek terkat dlt musik bermasdla, jadwal acaa yang tdek bealan bk 7. Pubiasi kegltan yang mepet karena narasumber belum konfimas kesedizan. & Jadwal keglatan berilan bersamaan namun terdapat
Belum ada jalur rempah di RKAKL. 10. Peningkatkan kasus Covid-19 di kalimantan timur menyebabkan tertundanya kegiatan jelajah cagar budaya yang direncanakan akan terlaksana di Bulan
Febrom 2082 Bebelapa arsip yang ditargetkan belum didapatkan berupa foto - foto Ir. Soekamo di Gorontalo 12, Belum dapat mewawancarai pemilik Ex. bioskop ideal (Lokasi penyelenggaraaan rapat umum Ir. Soekamo di Gorontalo)
Strategi/ Tindak Lanj
1. Mengirimkan surat pemhenlahuan dan meminta kefadran kabid atay kepala museum qura penggalan informs dan melakukan rviu pedoman sebelu diikukan standarisasidalam persiapan tm penlal. 2 Ters berkcorines dengan
para stakeholder guna mencapai hasil yang maksimal terkait konsep pelaksanaan. 3. Iapangan guna informasi yang tepat guna serta meminta daerah selaku pemilik data untuk urun daya
dalam mengelompokkan lembaga kebudayaan yang akif. 4. Membuat WAG dengan seniman utk rendiskisian e dan workshop pembuatan karya. 5. Perlu tim pembuat konten dan pengelola media sosial yang terlatih agar publikasi
berhasil sesuai segmen pengunjung yang ditergetkan. 6. Adanya peralatan cadangan sebagai pengganti jika ada masalah, panitia mengingatkan pembawa acara agar acara dan waktu bisa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, panitia selalu
mengingatkan mematuhi protokol kesehatan. 7. Menyiapkan narasumber cadangan dan Secara terus menerus dilakukan publikasi di media sosial, WAG, dil agar masyarakat dapat mengingat dan mengikuti kegiatan. 8. Menjalin kerjasama
dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan sdm. 9. Berkoordinasi dengan pimpinan untk segera melakukan pengajuan revisi ke DJA. 10. Melakukan penyusunan ulang jadwal terkait kegiatan Jelajah Cagar Budaya. 11. Tetap melakukan
penelusuran tehadap arsip-arsip yang berkaitan dengan kedatangan Ir. Soekarno di Gorontalo pada sumber lainnya. 12. Menelusuri kontak dari keturunan pemilik Ex. Bioskop ideal.

™w2:
Progress /
1 Poda buian April teeh tereaisasi 25 emtaga yang trdi dari estandardisasi sebanyok 18 embaga yaitu di museum museum diwiayeh akata, jbar, i, semarang,kudus, embang,tuban, malang, kedir sedanglan kegjatan pendataan
lembaga kebudayaan terealisasi sebanyak 7 lembaga; 2. Pada bulan juni terealisasi 87 Lembaga yang terdiri dari pendataan dan visitasi lembaga kebudayaan sebanyak 49 lembaga di Provinsi Jambi yang bertangsung di Tuul
(Kota jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, dan Kab. Bungo dan 38 lembaga dari 4 Kota/Kabupaten (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, o
Kabupaten Sarolangun); 3. Terlaksananya rangkaian kegiatan Pajang Karya KamiSketsa Galnas; 4. Telah dilaksanakan pameran museum di salatiga dan 3 lokus di Jakarta; 5. Webinar sejarah dan permuseuman dan Penyuluhan Sekolah secara
Virtual masih berlangsung hingga TW 3; 6. Pelaksanaan kegiatan Sepeda Jelajah, Vredeburg in Frame, Talkshow TV, Talkshow Radio, Seminar Virtual Sejarah, Bincang Publk Daring, Merdeka Belajar Bersama Pak Pandu, dan Podcast di Museum
selama Triwulan Il Tahun 2022; 7. Pelaksanaan Museurn Kefling ke 4 kabupaten Bogor; 8. Penyebarluasan informasi berupa publikasi mengenai Sila Wapres dan konten website yang selesai bulan juli; 9. Rangkaian Bulan Kebangkitan (Museum
Kebangkitan Nasional); 10. Belajar Bersama di Museum; 11. Diskusi Sejarah dan Permuseuman dan Dukungan Publik; 12. Diskusi peran perempuan pada masa kolonial sampa era milenial; 13. Penyuiuhan Permuseuman untuk Pelajar SD, SP,
SMA di Jabodetabek; 14. Pembuatan Film Lada Sicupak di Provinsi Aceh; 15. Pameran CB di Kota Makassar dilaksanakan bulan juni 2022 ; 16. Pameran CB di Kota Bau-Bau Prov.Sulawesi Tenggara dilaksanakan bulan Juni 2022; 17. Publikasi CB
Via Bioskop Kelling di Kab. Enrekang Sulawesi Selatan dilaksanakan bulan Juni 2022; 18. Sebagian kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan seperti dialog interaktf, kegiatan mendongeng, dan ekspresi budaya; 19. Jelajah Cagar Budaya di
Kabupaten Kutai Kartanegara; 20. Cakrawala - Percepatan Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur di Platform RRI Pro 1 Samarinda; 21. Pameran Cagar Budaya di B5CC Dome, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada
Bulan juni.
Kendala / Permasalahan :
1. Data sekunder yang tersedia di Pemda belum baik. dan beberapa Penggiat Budaya kurang aktif dalam melakukan komunikasi dengan pelaku dan komunitas di wilayah kerjanya; 2. Kordinasi yang lambat untuk pembuatan konten kanal
budaya; 3. Publikasi kegiatan belum maksimal karena terlalu mepet dengan pelaksanaan kegiatan karena narasumber terlambat memberikan konfimasi; 4. Kurangnya sosialisasi kegiatan ke sekolah 5. Penyuluhan Permuseuman untuk Pelajar
D, SMP, SMA di Jabodetabek tidak terlaksana di bulan Juni karena kegiatan tidak sesuai dengan kalender pendidikan; 6. Hambatan karena adanya Covid_19 sehingga masih kurang masyarakat mengunjungi Pameran CB; 7. Terdapat percepatan
Jadwal kegiatan dari pinak penyelenggara pameran; 8. Tidak ada koordinator dari phak penyelenggaran ketika tim sampai dilokasi pameran yang membantu tim terkait lokasistand untuk pibak BPCB Kalimantan Timur.
Strategi/ Tindak Lanjut

1. Penguaten koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan pembinaan dan database lembaga kebudayaan melalui penggiat - penggiat budaya yang ada di wilayah kerjanya masing-masing; 2. Melakukan pendataan di
Kab. Kerinci, Kota Sungaipenun, Kab. Merangin, dan Kab. Sarolangun pada Minggu IV Juni, dengan cara mengumpulkan tenaga dan lembaga kebudayaan di dinas yang menangani kebudayaan, dan lebih memberdayakan para penggiat budaya
yang telah mendapatkan pelatihan beberapa waktu lalu; 3. Sudah diadakan rapat lanjutan dan konten kanal buidaya sedang dalam proses pembuatan video nya; 4. Ke depannya narasumber harus diberian tenggat waktu untuk memberikan
konfirmasi kehadiran. Jika melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan, maka permohonan akan dialihkan ke narasumber berikutnya (cadangan); 5. Koordinasi dengan asosiasi atau forum guru seperti AGSI (Asosiasi Guru Sejarah Indonesia); 6.
Berkomunikasi dengan MGMP dan melakukan reschedule untuk kegiatan penyuluhan; 7. Dilakukan promosi melalui media sosial seperti FB, IG dan media lainnya; 8. Mempercepat persiapan pameran setelah mendapatkan informasi terkait
percepatan jadwal pameran; 9. Mencari dan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara terkaittitk batas lokasi pameran dan penempatan panel BPCB Provinsi Kalimantan Timur.

™ws
Progress /
1 Proses Pembuatan kontel kanal budaya: - Pembuatan Video Tokoh S Ruga Indonesia Katika Afandi - Pembuatan Video Tokoh Seni Rupa Indonesia Nurung WS, - Pembuatan Fim Seies GN Suka Sembunyi-sembury Episode 1 -
Pembuatan Video Tokoh Seni Rupa Indonesia Sudjojono 2. Pameran tematik (Sakura di Katulistivia) kolaborasi dengan komunitas sejarah Historia.id berisikan hubungan diplomatik Indonesia Jepang dilanjutkan dengan Tapak Tilas Proklamasi
kolaborasi dengan berbagai instansi serta diskusi koleborasi dengan komunitas budaya jepang dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Ditutup dengan kegiatan launching 3 film Kanal Budaya dan penyuluhan sekolah secara virtual di beberapa
sekolah di wilayah Lebak Banten. 3. Kegiatan Pameran Vredeburg Fair, Ngobrol Pintar di Museum dan Belajar Bersama di Museum. 4. Pelaksan aan kegiatan Museum Masuk Desa, Vredeburg Fair, Sepeda Jelajah, Jelajah Museum, Vredeburg in
Frame, Talkshow TV, Talkshow Radio, Seminar Museumn, 5. Publikasi Media Sosial dengan mengikiankan konten atau kegiatan yang dilaksanakan; Penyuluhan Permuseuman untuk Pelajar SD, SMP, SMA di Jabodetabek; Sosialisasi tentai
Permuseuman di Baiikpapan Provinsi Kalimantan Timur: Konten Kanal Budaya 6. sosialisasi pelestarian cagar budaya di Ambon, dan pameran bersama di Sangirun 7. Sosialisasi CB melalui Pemutaran Film i UNMUL 8. Pameran Kampung Purba
diSangiran. 9. Pendampingan Produks Film River (Sungai Nafas Kehidupan di Kalimantan Selatan); 10. Proses Surat Tanda Lulus Sensor Film Petualangan Nara, River Sungai Kehidupan, dan Pulang; 11. Persiapan Produksi Film Yupa Aksara
Pertam:

/ Permasalahan :
1. Komunikasi yang kurang dan tidak sesuai di beberapa kegiatan sehingga terdapat perubahan jadwial acara, PIC narasumber dan Pendukungan Kegiatan. 2. Proses pengiriman koleksi yang rawan dengan menggunakan maskapai pesawat yang
perlu penanganan khusus. 3. Video Hasil Live Streaming putus-putus, keterbatasan stand mic pada kegiatan podcast, kesalahan teknis dalam produksi (narasumber tidak terbiasa menggunaan mic, tablet mati saat proses tapping), target
peserta tidak maksimal pada kegiatan petualangan vredeburg, pada Talkshow Radio Penyiar terlalu fokus bertanya kepada salahsatu narasumber

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Untuk kegiatan besar momentum Hari kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dengan matang dan terencana dengan jadwial yang lebih panjang dan menjaring serta kolaborasi dengan komunitas dan instansi yang bervariatif, Untuk kegiatan
kolaborasi sebaiknya di tentukan secara lebih teliti untuk publikasi i museum termasuk alur kegiatan, PIC dan jadwal yang past dan tetap. 2. Perlu adanya pengiriman secara khusus untuk koleksi ke tempat tujuan. 3. Memaksimalkan jaringan
interet, menambahkan stand mic di ruang podcast, melakukan brefing ke pada narasumber, pengecekan ulang peralatan sebelum digunakan, memaksimalkan pubiikasi jaujaun hari pelaksanakan, melakukan breifing terkait jumiah
kesempatan berbicara narasumber

™Wa:
Progress /
1. kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan, yang terdiri dari 4 lembaga yang dibina dalam pendukungan pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan melalui Pelatihan Tenaga Museum bagi Museum SEMEDO,
Museum Batik, Museum Islam Indonesia K H. Hasyim Asyari, dan Museum Song Terus 2. Seminar Nasional di bulan November 3. Bintang Cerah (Bincang tentang Cerita Sejarah) eps 20 dan 21 Intemalisasi dan aktualisasi Nilai CB berupa Publikasi
CB di media massa saran TV dan radio 4. pemutaran film Rempah-rempah Cinta 5. pembuatan film Dewi Hariti, Zoekeer & Steller, Tapak Rasa Mataram Kuno, Jejak Manusia Purba di Sungai Oya, dan film Sanggar Playon 6. peliputan kegiatan
Festival Beselang Tauh di Kab. Muaro Bungo, dan Festival laik Semendo di Kab. Sarolangun 7. Penyuluhan Sekolah di Jakarta dan Pameran Hari Museum Indonesia kolaborasi dengan Museum KAA dan museum dinas dari berbagai daerah
Kendala / Permasalahan
- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pelatinan sehingga hasil kurang optimal - Potensi Kanal Youtube yang masih bisa di optimalkan sehingga dapat lebih dijangkau oleh masyarakat lokal dan nasional

Strategi/ Tindak Lanjut :

- Periunya dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait koordinasi dan konsep kegiatan - Pengoptimalan sosial media seperti instagram, facebook dan whatsapp sehingga informasi dapat lebih banyak diterima oleh masyarakan lokal
maupun nasional.

/ Balai
Sertifikasi
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Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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Progress / Kegiatan :

1. Film Mega Event: Sudah ada Tim dan Konsep, Draft desain layout panggung sudah dipetakan, Proses kurasi pengisi acara sudah selesai. RAB pengajuan tim masih dalam tahap review. Masih terus berkoordinasi dengan tim intur dan tim G20
terkait beberapa kegiatan yang akan mendukung G20. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Indonesian Music Expo (IMEX) dimulai tanggal 24-27 Maret 2022 di Ubud, Bali diikuti oleh 18 grup musik dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya.
Festival Musikal Indonesia: Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksanan (EKI Dance). 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Persiapan Pelaksanaan Roadshow FMTI TOBA (20-21 Mei 2022) 4. Festival Film Indonesia: Launching
FFI dan FFWI pada 30 Maret secara daring, webinar Selaras Sineas dengan tema, FFWI telah memulai penjurian awal dengan 31 juri Awal. Sudah ada 70 film yang dinilai oleh tim penjurian awal. 5. Festival Seni Komunitas Media: a. Survey dalam
rangka koordinasi awal dengan instansi dan seniman setempat dalam membentuk rencana kolaborasi ntuk melaksanakan pameran, Penyusunan Daur Subur: FGD sudah dilaksanakan dan narasi sudah tersusun, Bincang Knmumtas Senl:sudzh
dilakukan di Padang dan Maluku dengan melibatkan kurang lebih 200 pelaku kebudayaan. 6. Indonesiana TV: Kurasi proposal, RAB dan timeline; Membuat alur/skema proses administrasi Indonesiana TV - PMM; Proses kontrak kerj

produle dengan pelakeana pekeriaan baru berjalan 305 pergerakan pontak belum rassive. 7. Karavan Budaya Berbags WHTB dan Oblek Prajuan Kebudayaan: koo dinas]dengan pemerintah dserah dan UPT a1 6 lokas Kegiatan{ Surabaya,
Makassar, Bau-bau dan Buton, Temate tidore dan Kupang); Rapat persiapan dengan phak TNI AL untuk kebutuhan pelayaran Kapal dewa ruci; Rapat persiapan dengan pihak Benline untuk kebutuhan bersandamya Kapal dewa ruci
Mempersiapkan laskar rempah untuk melakukan pelayaran khususnya dalam publikasian baik video, foto, maupun artikel; 8. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: telah dilaksanakannya: Rapat persiapan untuk residensi budayawan
dalam rangka pendukungan Festival Qatar tahun 2023; Rapat koordinasi dengan Direktorat SMK, Direktorat Vokasi, dan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya untuk menyusun Materi Workshop dan Persiapan pelaksanaan Workshop serta
Melaksanakan workshop perkapalan di lamongan dan surabaya.

Kendala / Permasalahan :

1. Film Mega Event: Beberapa anggota tim belum terbiasa bekerjasama dengan pemerintah sehingga perlu beberapa kali untuk pertemuan terkait aturan dan persyaratan yang dibutuhkan. Ada kegiatan Intur menjadi bagian dari kegiatan G20,
sehingga ada hal teknis yang harus disesuaikan. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Kurangnya koordinasi dari pihak pelaksana IMEX sehingga banyak terjadi missed komunikasi. 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Masih perlu kepastian
pelaksanaan Sail tidore (perkiraan di bulan November). 4. Festival Seni Komunitas Media: Lokasi pameran yang jauh membutuhkan cost yang lebin; 5. Indonesiana TV: Proses administrasi yang cukup kompleks utk pendanaan RAB produksi
konten di atas 200 juta, 6. Karavan Budaya Berbasis WBTB dan Objek Pemajuan Di beberapa titik masih Pemerintah Daerah terhadap program yang mengangkat budaya Rempah; Kurangnya respon balik dari
pemerintah daerah terhadap kegiatan JR; masih kurangnya inisiatif dari laskar rempah untuk melakukan gerakan sosial di masyarakat dalam kaitannya dengan budaya rempah 7. Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: banyaknya
stakeholder yang teibat menyebabkan koordinasi beralan ambat

Strategi / Tindak Lanj

1. Film Mega Event: Koordinasi secara berkela dengan tim G20, menanyakan progress pekerjaan tim Intur. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Peru sosialisasikepada para pelaku seni music tradis. 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia
Percepatan kordinasi dan penyerapan anggaran di bulan Mei 2022 dan selanjutnya. 4. Festival Seri Komunitas Media: Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pelaksana untuk menekan harga dan mengajak sponsor|jika dibutuhkan. 5.
Indonesiana TV: Timeline produksi internal Indonesiana. TV tahun depan harus mempertimbangkan 4 bulan pertama yang terfokus pada masa audit BPK. Produksi di lapangan baru bisa berlangsung di Mei; Mengawal proses perancangan web
pustaka konten yang terintegrasi dan user frendl berut ke\engkapannya Membuka akses yang lebih luas dan transparan kepada publik untuk ikut terlibat dalam pembuatan konten Indonesiana.TV. 6. Karavan Budaya Berbasis WETB dan
Objek Pemajuan Kebudayaan: potensi Budaya rempah di setiap daerah; mendorong laskar rempah untuk melakukan gerakan-gerakan sosial di masyarakat. 7. Penguatan Misi
Diplomasi Budaya Indonesia: :hasil workshop perkapa\an nantinya san tampion di 620 Borobudr.

2:
Progress /
1. Film Mega Event (indonesia Bertutur): Rencana Penyelenggaran Indonesia Bertutur telah diperesentasikan di hadapan Dirjen Kebudayaan, meliputi site plan, tone & mood festival, Desain Panggung, rencana komunikasi, logo, jadwal acara,
seniman yang tampil; 2. Festival Musikal Indonesia: masih dalam proses Latihan; 3. Pembuatan E-Book Bens Leo: masih dalam proses editing; 4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: telah teriaksana Festival musik Tradisi di Sidikalang,
Festival Musik Tradis di Berastagi, Canang World Music Festival, dan Festival Musik Tradisi Marasante di Tidore; 5. Festival Film Indonesia: dalam tahap pendaftaran film panjang dan pendek hingga bulan September, Survey ke Borobudur telah
dilakukan untuk persiapan Malam Nominasi di bulan Oktober oleh Komite dan tim acara; 6. Pameran Komunitas Seni Media: tahap praproduksi, visitasi karya dan fasilitasi produksi karya; 7. Penyusunan Daur Subur FGD sudah dilaksanakan dan
narasi sudah tersusun; 8. Produksi Konten Program Budaya Indonesiana TV: layanan, masuk pada tahap produksi dan pascaproduksi; pararel dengan pengurusan administrasi (masuk dalam kerangka perencanaan semester 1; 9. Muhibah jalur
rempah: telah dilaksanakan dari tanggal 1 juni - 1 juli yang mana kegiatan ini dilaksanakan di 6 titik persinggahan diantaranya Surabaya, Makassar, Baubau dan Buton, Terate dan Tidore, Banda Naira, Kupang dan Surabaya dengan
bekerjasama dengan TNI AL Kementrian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah dan UPT Kemendikbudristek: 10. Festival Qatar: telah dilaksanakan rapat persiapan residensi budayawan dalam rangka pendukungan Festival Qatar tahun 2023; 11
Workshop Perkapalan Berbasis Warisan Budaya: rapat koordinasi tindak lanjut Workshop Perkapalan Tradisional di Lamongan dan Surabaya dalam mempersiapkan dukungan pada kegiatan G20 di Borobudur dan persiapan pembahasan desain
gambar pembuatan kapal dengan melibatkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam workshop tersebut; 12. Jagad Lengger Festival: telah dilaksanakan event penguatan diplomasi kerja sama antara Direktorat Pengembangan dan
Bemantastan Kebudayaan dengan seniman/budayawan/kormunias sach satunya adaah Jagad Lngoer Festvl pada tanaga) 24 un .. 27 i 2022 ol Bamyumas.

dala / Permasalahan

1.Belum ada penjelasan detail terkait Karya baru yang dibuat khusus untuk Indonesia Bertutur oleh para seniman. Lambatnya proses penetapan seniman, sehingga berdampak pada lambatnya penyusunan kontrak; 2. Festival Film Indonesia:
lamanya revisi pertanggungiawaban dan penyesuaian RAB ke pokia; 3. Pameran Komunitas Seni Media: Lokasi pameran yang diluar jawa membutuhkan cost yang lebih dari pekiraan, membutuhkan koordinasi lebih lanjut dalam memenuhi
segala kebutuhan pameran; 4. Produks Konten Program Budaya Indonesiana TV: Pemahaman administrasifalur tahapan proses antara pola administrasi i kementerian dengan pemahaman dan kebiasaan dari penerima/ pelaksana pekerjaan
yang berbeda membutuhkan waktu yang agak panjang agar tahapan proses berjalan sebagaimana mestinya (sinkron antara pola administrasi di kementerian dengan pola penerima pekerjaar/pelaksana pekerjaan. Guna menghindari cacat
administrasi dan aman secara proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 5. Muhibah Jalur Rempah: Masih kurang optimalnya publikasi kegiatan, sehingga informasi terkait karavan budaya jalur rempah yang
dilaksanakan pada tanggal 1 Juni s,d 1 Juli 2022 belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Strategi / Tindak Lai

1. Pelaksanaan temu seni i Papus, al, dan Makasar, Penyusunan kanirak dengan para senimar, menalanken fancangan pramosi dan pubi s, Review HPS dan KA Lelang, Fenetapan farga dengan seluruh seniman; 2 memberican
pengeuan tiap bian setdekyo 2 ingq seelanny; 3. melskukan wneistop kapaa ssndmen dan komunitas sk supervisLarya dolam rangia persisgen pencietasn prduisi kenya; 4. Asisters), mesdis! dan memastian disetiep taapan
Proses (perencanaan peaksanaan - pelaporan) berlan sebagaimana mestinya don terul adminisras dan Sesua Inimash ersama; 5. erjasama dengan media nasional dan lokal

3:
Progress / Kegiatan :

L. Film Mega Even: Indonesia Bertutur: A. Temu Seni Papua, bali, dan makassar telah dilakukan, Terlaksananya Taklimat Media Indonesia Bertutu, Pemenang lelang telah diumumkan, dan segera bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah
disepakati, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis atau technical meeting dengan semua pihak yang terlibat, Loading dan set up telah mulai dilaksanakan di lokasi Borobudur, Pembentukan panitia internal untuk membantu pelaksanaan di
lapangan, Pelaksanaan survey dengan protokol Kemenlu, protokol Kemendikbud, dan staf khusus Menteri. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Telah dilaksanakan kegiatan Festival Musikal Indonesia di Ciputra Artpreneur pada 20-21 Agustus 2022
Telah dilakukan Rapat Pembahasan Reviu Prosiding Kongres Musik Tradisi NusantaraTahun 2021 dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara di Bogor pada tanggal 10-12 Agustus 2022. 3. Pengembangan
Musik Tradisi Indonesia: Pelaksanaan Puncak Lake Toba Traditional Music Festival dengan jumiah penonton lebi dari 2000 orang. 4. Festival Film Indonesia: A, Pendaftaran film dan pengkurasian film sudah ditutup dan sedang mermasuki tahap
peniurian awal untuk menentukan karya yang akan masuk nominasi. 5. Festival Komunitas Seni Media: A. Event utama 5 - 11 Oktober Taman Budaya Bengkulu. Proses saat ini sudah sampai persiapan festival utama dan menyusun rundown
acara. mengundang jajaran K/L untuk meramaikan acara. 6. Produksi Konten Program Indonesiana TV: Pada Program Indonesiana TV pada bulan Juii- September dapat peningkatan followers, Followers terbanyak ada di bulan September

Followers Indonesiana TV banyak dari kota Jakarta, Tangerang, Depok Jogjakarta dan Bekasi. Konten yang sudan ditayangkan sebanyak 325 konten. 7. Kegiatan Pelayaran Muhibah dan FestivalJalur Rempah telah selesai dilaksanakan di bulan
Juniuli 2022, saat ini dalam proses penyusunan dan penyelesaian administrasi dan pelaporan kegiatan. 8. kegiatan program jalur Rempah melalui Program GBBI telah sampai tahap berikutini: 9. Pendukungan video jinggle #semangat Sulbar
sdh ditayangkan pada somlaunching Gemas BBI i Mamuju, 29 Juli 2022. Pendukungan video ttg warisan budaya Sulbar sedang dalam proses, akan ditayangkan pada puncak Geras BBI pertengahan Oktober 2022. 10, Pendukungan Siswa on
Sandeq belajar budaya Sandeq oleh 20 Siswa siswi SMA dan SMK di Kabupten Majene pada etape 1 Majene - Palipi Festival Sandeq Race 11. Seminar dan workshop budaya Sandeq, Lomba Sandeq segitiga, Lomba mewarnai perahu Sandeq sisva
SD dan Play group, Festival Kuliner berbasis WBTB telah dilaksanakan pada tgl 24 -26 Sept 2022 12. Persiapan Festival Qatar: survei dan koordinasi residenai seniman Qatar ke Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta dan Rapat koordinasi dengan
perwakilan Qatar, bertempat di Salihara Jakarta 13. Seminar Internasional Melayu dalam jaringan Perdagangan Rempah Dunia dan Penyusunan Progress Kegiatan Rencana Induk Pelestarian KCBN Muara jambi 14. Kegiatan Workshop perkapalan
Warisan Budaya telah selesai sampai tahap pembuatan maket kapal. 15. telah dilaksanakan event penguatan diplomasi kerjasama antara Direktorat salah
satunya adalahJagad Lengger Festival pada tanggal 24 unis.d. 27 Ju 2022 i Banyumas

Permasalahan

TFim Mega Even: Indonesia Bertutur: Terjadi perubahan jadwal taklimat media karena ada bentrok waktu dengan jadwal narasumber, Perubahan alur mastk tamu VVIP dan VIP pada ruwatan bumi berdasarkan arahan pihak Pengamanan,
Perubahan kebutuhan alat terkait agenda acara sambutan saat ruwatan bumi, Penambahan atau perubahan peralatan atau sarana dan prasarana terkait lelang karena situasi di lapangan, Kebutuhan honor dan anggaran untuk seniman pengisi
acara Ruwatan Bumi yang belum disertakan dengan data dukung atau acuan. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Tidak terdapat kendala, pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran berjalan sesuai rencana. 3. Pengembangan Musik Tradisi
Indonesia: Karena dilaksanakan di tempat terbuka sehingga cuaca yang mulai memasuki musim penghujan menjadi tantangan dalam pelaksanaan event ini. 4. Festival Film Indonesia: Penyedia suiit melakukan komunikasi untuk mempersiapkan
administrasi pembayaran, sehingga target pembayaran belum tercapai. Koordinasi untuk persiapan malam nominasi kurang intensif, sehingga perkembangannya masih belum jelas. 5. Festival Komunitas Seni Media: A Pameran Komunitas Seni
Media: Lokasi pameran yang diluar jawa membutuhkan cost yang lebih dari pekiraan. Perubahan struktur di tamanbudaya sedikit mempengaruhi koordinasi dengan pemerintah daerah. B. b. Penyusunan Daur Subur: Hasil narasi dalam proses
koreksi dan pematangan. C. Bincang Komunitas Seni : Tidak ada kendala untuk kegiatan tersebut. 6. Produksi Konten Program Indonesiana TV: Untuk Saat ini tidak ada Kendala

Strategi/ Tindak Lanjut :

L. Film Mega Even: Merubah jadwal taklimat media dengan menyesuaikan jadwal para narasumber, protocol Menteri, dengan kebutuhan terbaru, Bernegosiasi langsung dengan pihak seniman Ruwatan
Bumi, menjelaskan aturan keuangan, serta meminta data dukung terkait ajuan mereka. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Musik Tradisi masih dalam tahap pendataan anggota perkumpulan musik tradisi, diusahakan selesai pada bulan November.
3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Rencana kedepan adalah melibatkan lebih banyak lagi sponsor dan stakeholder dalam event agar dari segi semakin berkurang. Festival Film
Indonesia: A. terus melakukan upaya komunikasi kepada penyedia untuk segera melengkapi administrasi PL. 8. apat koordinasi terkait Nominasi FFI. 4. Festival Komunitas Seni Media: A.
Pameran Komunitas Seni Media: Persiapan pelaksanaan festival komunitas seni media, Pembayaran produksi vittual gallery pameran dan dokumentasi festival komunitas seni media. Melaksanakan pameran sesuai dengan rencana yang sudah
dirancang. B, Penyusunan Daur Subur: Mempelajari teks dan mematangkan dalam beberapa rapat daring lalu penggandaan narasi dalam bentuk fisik. C. Bincang Komunitas Seni : Telah terlaksana dan Menyusun notulansi dan laporan keigatan.
5. Produksi Konten Program Indonesiaria TV: Eksplorasi ide dan perbanyak konten yang relevan dengan audience kalangan anak muda 18-24 dan 25-34 tahun sebagai 2 kelompok usia yang mendominasi akun media sosial Instagram
Indonesiana TV. Untuk terus meningkatkan interaksi dan engagement dengan followers media sosial Indonesiana TV, perlu dipertimbangkan untuk mengaktifkan activity/ giveaway dengan hadiah merchandise Indonesiana TV atau hadiah-hadiah
lainnya. Memperbanyak kolaborasi (collab content) dengan konten creator yang memiliki materi konten budaya yang selaras dengan materi IndonesianaTV dan Persiapan activity dan campaign event akhir tahun

a:
Progress / Ke
T Mega Even: Infonesia Bertutur 1 Teraksananya festivalIndonesia Brtutur pada tanggal 7-13 Septermber 2022. 2 dministrasi dan 3Laporan diterima dari panitia pelaksana, - Penguatan
Ekosistem Musik: 1.Kelengkapan persyaratan pembentukan LMK Musik Tradisi sudah terpenuhi. 2 Pembentukan LMK Musik Tradisi Nusantara masih menunggu terbitnya ijin operasional dari Kemenkumham. - Pengembangan Musik Tradisi
Indonesia: Semua kegiatan produksi dan pendukungan dalam rangka Pengembangan Musik Tradisi sudah selesai. - Festival Film Indonesia: Terselenggaranya Malam Anugerah FFl 2022 di JCC. - Festival Komunitas Seni Media: Event utama 5 - 11
Oktober Taman Budaya Bengkulu. Even sudah selesai dengan melibatkan 15 karya yang terdiri dari karya seni media dan karya pertunjukan media baru. Dengan total pendatang pameran kurang lebih 10.000 pengunjung. FGD sudah
dilaksanakan dan draft narasi sudah tersusun dalam proses evaluasi. Bincang komunitas seni sudah dilakukan di 3 daerah yaitu Padang, Ternate dan Balikpapan dengan melibatkan kurang lebih 500 pelaku Kebudayaan output dari bincang seni
yaitu masukan pendapat dalam bentuk notulan pendapat seniman dan komunitas lokal. - Indonesiana TV: Kegiatan Indonesia semua sudah terlaksana kecuali satu karena masih menunggu BAST dan revis. - Kegiatan karavan Berbasis WBTE
dan OPK telah silaksanakan dalam bentuk: Kegiatan Pelayaran Muhibah dan Festival Jalur Rempah telah selesai di laksanakan di bulan Juni-ul 2022. - Kegiatan program jalur Rempah melalui Program GBBI telah selesai dilaksanakan: 1
Pendukungan video jinggle semangat Sulbar sdh ditayangkan pada soflaunching Gemas BBI di Mamuju, 29 Juli 2022. Pendukungan video ttg warisan budaya Sulbar sudah selesai dan ditayangkan pada puncak Geras BBI pertengahan Oktober
2022. 2. Pendukungan Siswa on Sandeq belajar budaya Sandeq oleh 20 Siswa siswi SMA dan SMK di Kabupten Majene pada etape 1 Majene - Palipi Festival Sandeq Race IKN 2022. 3. Seminar dan workshop budaya Sandeq, Lomba Sande
segitiga, Lomba mewarnai perahu Sandeq siswa SD dan Play group, Festival Kuliner berbasis WBTB telah dilaksanakan pada tgl 24 -26 Sept 2022 - Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia: s.d bulan Desember -kegiatan Misi Diplomasi telah
dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, diantaranya: - Persiapan Festival Qatar: survei dan koordinasi residena seniman Qatar ke Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta dan Rapat koordinasi dengan perwakilan Qatar telah selesai
dilaksanakan yang bertempat di Salihara Jakarta - Seminar Internasional Melayu dalam Jaringan Perdagangan Rempah Duria dan Penyusunan Progress Kegiatan Rencana Induk Pelestarian KCBN Muara Jambi - Kegiatan Workshop perkapalan
Warisan Budaya telah selesai sampai tahap pembuatan maket kapal. - Telah dilaksanakan event penguatan diplomasi kerjasama antara Direktorat dan Kebudayaan dengan salah
satunya adalah Jagad Lengger Festival pada tanggal 24 Juni s.d. 27 Juni 2022 di Banyumas.
Kendal salahan :
- ilm Mega Even: Banyak ketidaksesuaian data administrasi dari panitia yang harus diteliti kembali. - Penguatan Ekosistem Musik: Tidak ada kendala, hanya tinggal menunggu terbitnya ijin dari Kemenkumham. - Festival Film Indonesia:
Keterbatasan informasi terkait para tamu undangan VIP. Keterlambatan data penerima honor yang akan dibayarkan. Pencairan TUP yang tidak sesuai dengan jadwal kegiatan, sehingga ada keterlambatan pembayaran. - Festival Komunitas Seni
Media Lokasipameran yang diar jawa membututkan cost yang lein dari pkraan Perutafan strlaur i tamariudaya sedit mempengarufi koordinasi dengan pemerintah dasran. Hasirarasi dalom prase kot dan pematangan.
Indonesiana TV: -Perkiraan waktu produksi dan wakiy administrasi menjadi salah satu konsen; agar tidak berdampak pada waktu delivery dan kebutuhan konten tayang di IndonesianaTV Kendala dari Event Diplomasi Cagar Budaya Dan Objek
Pemajun elndayaan araah Waktu.Salah satu keglatan Event il baru diaksanakan d rwulan ke 4 yaf Gerokan Bangga Bustan ndonesia yang diakGanakan puncak Keatamaya  Suiawes! Bart.

Strategi/ Tindak Lanj
- Film Mega Even: oordiasi terkai administrasi berkas yang sudah diterima, Menyusun dan mengarsipkan semua data administrasi yang belum dan sudah dibayarkan. - Pengembangan
Musik Tradisi Indonesia: Target kegiatan sudah tercapai. - Festal i ndones Persiapan data-data penerima honor harus lebih awal atau setidaknya satu minggu sebelum kegiatan, Perly memberi pemahaman ulang untuk proses pencairan
dana yang diajukan, Diperlukan rapat koordinasi khusus h-30 atau h-20 sebelum acara agar segala hambatan atau komunikasi bisa lebih jelas. - Festival Komunitas Seni Media: Laporan dan evaluasi untuk membahas garis besar event FKSM
tahun 2023, Mempelajari teks dan mematangkan dalam beberapa rapat daring lalu penggandaan narasi dalam bentuk fisik. - Indonesiana TV: Review ulang SOP Produksi, Membuat sistem/mekanisme dan alur proses administrasi yang sesuai
dengan kebutuhan IndonesianaTV dan tetap sesuasi dengan aturan yang berlaku. - Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

/ Balai
Sertifikasi

N\

Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




Bud

[P 3] Terwujudnya
Keraqaman Eespresi

Rebutayaan Inkust

[IKP 3.1] Persentase % 199 TW1:0
penduduk 10 tahun ke
untuk Memperkuat | atas yang pernah terlibat TW2:0
sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni TW3:0

TWa:199

W10

™2:0

W3:1

™Wa:12

1:
Progress / Kegiatan :

1 teah disksonalan lokakoryo ldmesiana Secara Daring 2. kegiatan KK ko, tertsgree dengon pelsksanaan PEKAT dl G20 indonesis Borcbicue 3. Proses perufshan Permendiid tekelt AK 4 Keglatan KBKM skon teigros uge

dengan pelaksanaan G20 Indonesia di Borobudur 5. telah disusun Petunjuk Teknis serta dipilih lokasi yang akan menyelenggarakan BBM termasuk pendukungan BBM di Muara Jambi dan G20 6. Penyusunan GrandDesign MTN bidang Seni dan
Butaya 7. Pelaksanaan Workshop berbasis Kompetins untuk tanaga butlaya telah diaksanake bagl insan perfiman, den skan disusul bidang aiveya 8. tlah laksanakan ceriikas)tenaga perfiman, untuk kemudian Hdang lainya akon
menyusul 9. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Rapat persiapan, penyusunan pedoman, FGD pemetaan peserta 10, Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Rapat
persiapan, penyusunan pedoman, FGD pemetaan peserta 1. Sarasehan Masyarakat Adat : Rapat koordinasi dengan OPD Kabupaten Kayong Utara 12. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhian YME dan Perempuan
Adat: Penyusunan Juknis dan Instrumen pemberdayaan, Sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan penyebaran borang asesmen, seleksi peserta workshop pemberdayaan perempuan 13. BPNB Kalbar: Pada Triwulan 1 tahun 2022 sudah
dilaksanakan 3 kegiatan fasilitasi dan kemitraan nilai budaya 14. BPNB Aceh: Dialog Budaya Religi telah dilaksanakan pada 15 April 2022 15. BPNB Sumbar: Sudah dilaksanakan koordinasi dan verifikasi terhadap komunitas yang mengajukan
proposal

Kendala / Permasalahan :

1. Kendala sinyal pada keglatan okakarya daing Indonesia: 2. Konsep dan pelaksanaan G20 diasa masih terlal dinamis. 3 Lamanya proses revisipermendikbud AKL 4 Konsep KEKWM belum fina. 5. Beberapa narasumber dak bisa mengut
kegiatan karena sudah berusia lanjut dan minimnya informas terhadap daerah yang akan ditunjuk melaksanakan BBM. 6. Belum ada finalisasi Cetak Biru terkait MTN bidang Seni dan Budaya. 7. Sarasehan Masyarakat Adat: OPD Kabups

Kayong Utara belum siap merencanakan kegiotan. & Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan erhadap Tuhan YWE dan Perempuan Adat: Beberapa Stake halder kurang ki dalem penycharan informasidan borang asemen. o,
Belum Banyak yarg mengajukan propusa fsiltas dan kemirazn il budaya. 0. Aran pencaian dana scara klekti agak menghambat 3 daya serap kegiatan yang
mengajukan

Stratesi Tindak unm :

1 Pelaksanaan workshop danlokakarya akan menggunaken metode hrid guna mengakomodirkendala sinallost 2 Menetapkan imeline dan arget unuk memastikan kegitan berjln sesual dengan waku pelaksanaznnya, berkomurikesi
dengan stakeholder guna mendapatkan konsep yang final. 3. Survei lapangan, serta mencari informasi terkait *murid* dari narasumber guna membantu pelaksanaan BB! oordinasi dan pihak Bappenas
mengenai finalisasi konsep dan pelaksnaan MTN Bidang Seni dan Budaya 7. Sarasehan Masyarakat Adat: Mendesak agar OPD Kabupaten Kayong Utara segera memanlapkan rencana keglatan. & Pemberdayaan Perempuan endnapat
Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat: membuat grup whatshap untuk dapat berkomuniasi lebih intens dan memantau perkembangan penyebaran borang asesmen. 9. Memberikan Informasi-informasi kepada orang /
kelompok masyarakat untuk mengajukan proposal fasilitasi dan kemitraan nilai budaya 10. Mengatur pencairan dana untuk komunitas dalam dua tahap.

™w2:
Progress /

ioksananya kegiatan okakarya di Kab, Baru, Kab. Belim, Kab. Lampung Utara Kab, Lampung Barat, Kab. Kayong Utara, Kab. Temang ung, Kab.ajene, Pro. Sumatera Barat dan SetfikasiTenaga Perfiman; 2 Kegaten Peningkatan
Literasi Digital Bagi Pelaku Budaya, Garut, 30 Mei 2022; 3. Kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda pada Webinar Quo Vadis Industri Hijau Suara Harapan Untuk Kaum Muda Rabu, 25 Mei 2022; 4. Kegiatan Iokakarya tata kelola festival di provinsi
jambi; 5. Untuk kegiatan Belajar Bersama Maestro terlaksana Webinar Tari Topeng, Webinar Kethoprak, Tari Topeng, Belajar Bersama Maestro Ketoprak, Webinar Silek Pangian; 6. Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya yang dilaksanakan pada
tanggal 7-10 Juni 2022 dan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juni 2022; 7. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat: Workshop Pemberdayaan perempuan
kepercayaan dan masyarakat Adat, Seleksi proposal hasil assesmen, Workshop luring peserta hasil seleksi, Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perempuan Adat, Monitoring dan Evaluasi dalam kegiatan Membangun
Kemandirian Ekonomi Melalui Penguatan Kelembagaan Perempuan Adat; 8. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh kepercayaan; 9. Uji
Kompetensi Tenaga Kepercayaan tethadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Rapat Persiapan dan koordinasi pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kepercayaan di Makassar; 10, Sarasehan Masyarakat Adat: Koordinasi pelaksanaan Sarasehan
Masyarakat Adat @ Karnata, Kayorg Utara Pelaksanaan Sarasehan Masyarakat Adat Semah Laut Karimata f Keyong Utra Kalimantan Barat

fala / Permasalahan
il Sangat sedit Karera kurangnya publiasi 2, Kendala yang terjadi adala b peserta dan partisipasi peserta, sertificasi sudah disiapkan. Begitupun saat pelaksanaan terjadi peserta
yang tiba-tiba mngundurkan diri; 3. Jaringan Internet tidak merata dan tidak stabil; 4. Kendala yang terjadi adalah peserta, sementara berkas sertfikasi sudah disiapkan. Selain itu, beberapa daerah karena Keterbatasan tenaga
yang mengelola museum mengakibatkan yang dikirimkan menjadi peserta dianggap kurang memenuhi kriteria; 5. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat: Sinyal peserta tidak semua stabil
sehingga materi kurang maksimal diterima oleh peserta, pemahaman peserta yang berbeda-beda karena latar belakang pedidikan yang berbeda, dan waktu pelaksanaan workshop terlalu singkat, sehingga PKS tidak dapat diselesaikan pada
szatkegatan; 6 Uj Kompetens Tenaga Kepercayaan tehadap Tunan YME dan Masyarakat Ada: Terkendala waktu sehingga penyusunan bank soauf Kompetensi penyuluh kepercayaan idak terselesakan
Strategi / Tindak Lai
1. Publikasi dilakukan Aauh dari waktu pelaksanaan; 2. Melakukan pembatasan dan deadline pada daerah-daerah yang masih ragu-ragu ataupun mengundurkan diri agar dapat memberikan daeraf-daerah yang belum memilici Tenaga Ahli Cagar
Budaya untuk dapat mengikuti uji kompetensi; 3. Melakukan pemisahan antara peserta yang sudah tetap dan berganti. Menyusun berdasarkan daerah asal. Terkait peserta yang tidak memenuh kriteria, tetap diikutkan sertfikasi; 4. Rencana di
Uidn I akan i lksanakannyo Bimbngan Tekos Tenaga Searah. Bimbingan Tenis Plestari Cagar Bulaya can Museum, Bimbingantekns Tenaga Kesenian i Bandung, Bmbingan Teknis Tenag Tradis diBengluly dan Malong, Bimbingan
Teknis Tenaga Ahli WETB dan kegiatan G20 di Magelang dengan pendukungan dari kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia, Platform Indonesiana, Kemah Budaya Kaum Muda dan Belajar Bersama Maestro;
Ferempuan benghayat Kepercayaan trhadap Tuhan THE don Pefempuan Adat: Intk mengantisipati matei dapa diserap oleh peserta dengam bk, mak dilkukan pencampingan oleh fasiater melaul Breakeut Room, dan PKS dikicikan
kepada peserta dan dikirm kembali ke Direktorat KA setelah di TTD oleh yang bersangkutan; 6.Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Penyusunan bank soal dilanjutkan oleh masing-masing peserta
dan akan dikumpulkan melalui MIKI bidang pendidikan.

Progress / Kegiatan :

Tolah teiaksans kedietan,diantaranyas 1. Anugerah kebudayaan 2. Patform Indonesians 3. Kerah Budaya Kaum Muda 4. Belajar Bersama Maestro 5. Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan 6. Bimbingan Teknis Pelestai Cagar
Budaya dan Museum 7. Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah 8. Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi 9. Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian 10. Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah 11, Sertifikasi Tenaga Perfilman 12. Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian
13. Sertifikasi Tenaga Bidang Museum 14. Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian 15. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia 16. Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya 17. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap
Tuhan YME dan Perempuan Adat: Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi atas Rencana Aksi perempuan penghayat kepercayaan Bandung Barat, puanhayati Kulonprogo, perempuan penghayat dan perempuan adat di Banyumas, Balassuka-
Sulsel, Kota Yogyakarta, dan Mamasa-Sulbar. 18. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan thd Tuhan YME Tingkat Terampil di Makassar; Peningkatan
Kompetensi penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (Marapu) Tingkat Terampil di Sumba Timur NTT. Menyusun juknis dan penjadwalan untuk Peningkatan Kompetensi yang terintegrasi dengan Merdeka Belajar (CP, TP, ATP dan MA).
Pelaksanaan peningkatan kompetensi Kompetensi Penyuluh Kepercayaan thd Tuhan YME Tingkat Al di Yogyakarta 19. U Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Pelaksanaan Uji Kompetensi di Makassar
dan Sumba, pelaksanaan uji kompetensi di Sumba bekerjasama dengan Marungga Foundation. Pembahasan juknis peningkatan kompetensi penyuluh ahli, metode pelatihan, penyusunan jadwal kegiatan, dan identifikasi calon pesert,
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Kepercayaan thterhadap Tuhan YME Tingkat Ahi di Yogyakarta 20. Sarasehan Masyarakat Adat: Koordinasi Sarasehan Masyarakat Adat di Sigi dan Kongres Masyarakat Adat di Papua

Kendala / Permasalahan :

1. Recruitment peserta Platform Indonesiana di Sragen harus melalui kepala desa sehingga sulit mendapat peserta yang sesuai materi yang diajarkan 2. Belum matangnya penyusunan grand design Manajemen Talenta Nasional bidang
Kebudayaan bersama Bappenas dan Puspresnas. Bidang kebudayaan yang masih cukup baru, membutuhkan riset yang cukup mendalam dalam penyusunan grand design tersebut 3. Kendala dalam menentukan sasaran peserta Bimbi

Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum, dikarenakan cakupan pekerjaan dan wawasan yang luas terkait pelaksanaan zonasi cagar budaya 4. Perlengkapan bahan praktek kurang memadai pada kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi di
Bengkulu dan Malang, untuk kegiatan bimbingan teknis membutuhkan tempat yang luas khususnya di Malang, praktek canting juga kurang memadai karena tidak diawali pembekalan bimtek 5. Pada kegiatan Sertifikasi Bidang Kesenian
terkendala daribeberapa kema yang diksanafan, skema pematung belum bia dikutian serficasi Karena sesor beum RCC 6. Untuk Kegiatan Sertifkas Kendal yang tefad:adalah bergantgantiya pesera dan ketidakpastion partispasi
peserta, sementara berkas sertifikasi sudah disiapkan. Begitupun saat pelaksanaan terjadi peserta Tenaga Pelestari Cagar Budaya terkendala pada capaian output dan anggaran tersedia
tidak seimbang. sefinggajumizh peseta belum maksimal demi kualtas pembebiara 8. Fringkatan Kompetens Penyiuh Keper(ayaantemadap Tuhan YME: Komputer/laptop merupakan perangkat utama yang digunakan dalam kegiatan
peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan, digunakan di dalam proses penyusunan tugas-tugas dan presentasi peserta. Namun terdapat sebagian peserta belum bisa mengoperasikan laptop dengan lancar, sementara beberapa perangkat
Komputer yang dlbawa peserta dalam Konee| kirang siap pakal. . Uj Kampetens! Tenaga Kepercayaan taadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Pesta masih bekim menge i perangkat teknolog urkuk menaukung peringlatan

kompetensi 10. Sarasehan Masyarakat Adat: Konsep kegiatan masih tentatif

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Perlunya sosialisasi terlebih dahulu ke kepala desa di sekitar situs sangiran serta melakukan publikasi melalui berbagai media, baik media sosial, instagram dan whatsapp grup. 2. Memperkuat pemahaman grand design Bidang Kebudayaan
lintas K/L'3. Rancangan anggaran Bimbingan Teknis akan disusun lebih etail dan sesuai kebutuhan di lapangan kedepannya 4. Untuk menunjang kegiatan sertfikasi kedepannya akan melibatkan Asesor yang telah mengikuti kegiatan RCC dan
penambahan asesor Skema bidang kesenian untuk dilkutkan dalam Pelatihan asesor 5. Mencari pengganti berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh asesor penyeleksi berkas peserta 6. Untuk merjaga kualitas layanan pelaksanaa
sertikasinarus ada s dan standar yang mengatur terkat propors umah asesor dan peserta yang deal, metode pelaksanaan, dan ainan, sefingga anogaran dapat menyesuakan acuan tersebut. 7. Pemberdayaan perempuan Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat: pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Banyumas: Dibuat pointer rekomendasi untuk ditindaklanjuti bersama; Balassuka-Sulsel dan Kota Yogyakarta: diskusi dilaksanakan secara
panel untuk mengoptimalkan waktu; Mamasa-Sulbar: menambah waktu diskusi untuk mengakomodir pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Akan dilakasanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kulonprogo. 8. Peningkatan Kompetensi
Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Fasilitator dan panitia secara aktif mendampingi peserta pada proses penyusunan tugas-tugas, membantu peserta ketika kesulitan mengoperasikan Iaptop, dan meminjamkan perangkat laptop
kepada beberapa peserta yang laptopnya tidak berfungsi dengan baik. 9. Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Diberikan bimbingan kepada peserta terkait pengenalan perangkat teknologi satu hari
sebelum pelaksanaan kegiatan. 10. Sarasehan Masyarakat Adat: Koordinasi lanjutan dengan AMAN dan Masyarakat adat di Sigi dan Papua

™wa:
Progress / Kegiatan :

1. Pemberdayaan Perempuan Penghayat Kepercayaan dan Perempuan Adat: Evaluasi dan Pembelajaran Silang; Rapat internal Perencanaan Pemberdayaan Perempuan Penghayat dan Perempuan adat 2023; Penyusunan Juknis Pemberdayaan
Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Perempuan Adat. 2. Peningkatan Kompetensi Penyuiuh Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Rapat Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap
Tuhan YME Tingkat Terampll; Rapat Intemal Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Calon Penyuluh yang Sudah Mengajar di Kabupaten Mamasa dan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebelum Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Uji Kompetensi Penyuluh Tingkat Terampil; Penyusunan Laporan Peningkatan Kompetensi Peny uluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME. 3. Uji Kompetensi Tenaga
Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat; Input Data Asesi Hasil Uji Kompetensi Penyuluh Ali; Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. 4. Sarasehan Masyarakat Adat: Pelaksanaan Sarasehan Masyarakat Adat dalam Rangka Peringatan Hari HIMAS di Hobong Jayapura;
Pelaksanaan Sarasehan Masyarakat Adat di Sigi, Sulteng; Rapat Evaluasi Kegiatan Sarasehan Masyarakat Adat; Capaian Output merupakan Output Kegiatan Sarasehan Masyarakat Adat di Jayapura dan Sigi yang Belum Terakomodi pada Bulan
Oktober. 5. Pada bulan Oktober terealisasi sebanyak 989 orang yang terdiri dari Platform Indonesiana sebanyak 210 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 500 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 120 orang, , Bimbingan Teknis
Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 38 orang, Bimbingan Teknis Tenaga ahli WBTB sebanyak 60 orang, Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 1 orang dan Sertifkasi Tenaga Al WBTB sebanyak 60 orang. 6. Pada bulan
November telah terealisasi 587 orang yang terdir dari: Anugerah Kebudayaan sebanyak 28 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 299 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 190 orangSertifikasi Tenaga Bidang Tradisi sebanyak 70
orang 7. Pada bulan Desember terealisas 144 orang yang terdiri dari: Anugerah Kebudayaan sebanyak 29 Orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 107 orang dan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 8
orang yang di Papua. Total Capaian Output pada triwulan 4 di IKK *Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi" terealisasi sebanyak 1.720 orang. 8. Penyaluran dana Fasiltasi dan Kemitraan Nilai Budaya
9. Koordinasi dan sosialisasi berupa sosialisasi Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya tahun 2022 10. Verifikasi berupa verifikasi dokumen dan pengecekan lokasi; 1. Pelaksanaan berupa pemberian bantuan dan fasilitasi pelestarian ilai budaya;
12. Monitoring berupa kegiatan pemantauan.

Kendala / Permasalahan :

1. Terdapat Tiga Lembaga Belum Menyerafkan Laporan dan Rencana Tindak Lanjut. 2. Anggaran yang Tersedia Hanya Cukup untuk Fullboard Meeting dan Uang Harian Peserta 3. Informasi Terkait Data Asesi Tidak Diisi Secara Lengkap Oleh
Beberapa Peserta Uji Kompetensi 4. lokasi pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah 5. Capaian output dan anggaran yang tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal demi kualitas pembelajaran untuk kegiatan
Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan dan Sertifkasi Tenaga Kebudayaan 6. Skema untuk WBTD belum tervalidasi BNSP, sehingga belum dapat dilaksanakan bimtek berbasis kompetensi 7. Lamanya Penetapan Menteri berdasarkan hasil
rekomendasi tim pernilai Anugerah Kebudayaan yang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang 8. Masyarakat masih belum paham aturan yang harus dipenuhi dan penggunaan anggaran fasiltasi sedangkan juknis sudah tersedia 9
Kelompok sering mengajukan usulan proposal yang nilainya lebih dai 150 juta, dengan anggapan fasitasi il disamakan dengan FBK atau bantuan lain dari pemerintah 10. Dalam peaksanaan fasiitasi sering kal kelompok terlambat dalam
penyampaian laporan dan jika membuat berbeda denga apa yang diusulkan 11. K masyarakat fasilitasi tidakjurang valid sehingga ditolak oleh sistem i aplikasi. Kondis ini
mengakiatkan ada ranalsiyang i retur

Strategi/ Tindak Lanjut :

1. Giminta Segera Menyampaikan Laporan dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) 2. Mencari Dukungan Pembiayaan Untuk Paitia dan Narasumber 3 Peserta yang dan dengan MLKI Untuk Merminta
Kekurangan Data. 4. Perlu dipastikan ke Pemerintah Daerah untuk memilih Iokasi yang lebin baik sebelum pelaksanaan kegiatan 5. Demi menjaga kualitas layanan pelaksanaan bimbingan teknis harus ada juknis dan standar yang mengatur
terkait kualifikasi peserta, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut 6. Percepatan penetapan skema untuk WBTB Oleh BNSP 7. Melakukan alur birokrasi yang lebih efekif terhadap proses
pengajuan draft Kepmen dan di jadikan agenda tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan sampai ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8. Memberi penjelasan Kembali tentang syarat untuk mengajukan proposal sert
penggunaan anggaran fasilitasi dan ini sangat mengatasi permasalahan dengan melakukan koordinasi atau melalui daring 9. Menjelaskan Kembali maksimal nilai yang bisa diajukan, serta memberi pemahaman tentang bentuk fasilitasi yang
berbeda dengan bantuan lainnya 10. Sering kali melakukan monev atau koordinasi melalui daring sehingga laporan bisa sesuai dengan aturan dan tepat waktu 11. Melakukan cros-cek ulang terhadap orang/kelompok masyarakat calon penerima
fasiltasi sehingga kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Perlu adanya tahapan berulang sebagai kontrol ntuk menghasilkan data yang valid dari komunitas calon penerima fasiltasi
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Progress / Kegia
R ooamet sesara ormal tekal perencanaan kegiatan dan mencari data/informasi ke pihak-pihak terkait; - Penyusunan instrumen ke Sosialisasi program kepercayaan, Seleksi Peserta workshop

pemberdayaan kepercayaan - Rapat koordinasi pelaksanaan ruwat nusantara menentukan lokasi dan penanggung jawab - Rapat Penyempurnaan Naskah Urgensi Perpres dan Draf Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
YME dan Masyarakat Adat - Advokasi Lapangan ke Nagekeo dan sumba, Koordinasi Forum komunikasi dengan NGO, Webinar adaptasi dan mitigasi masyarakat adat terhadap pandemi, Workshop Satgas Advokasi, Seminar Mitigasi Bencana dan
Adaptasi Masyarakat adat terhadap pandemi, Workshop admin website layanan advokasi - Koordinasi Kegiatan Pendirian Sekolah Adat di Kabupaten Maros, Pembahasan Kurikulum Sekolah Adat Batara Banyuwangi - Penyusunan Juknis
Pemberian Insentif bagi Penyuluh Kepercayaan, Validasi data Peserta didk kepercayaan, Lokakarya Perangkat Pembelajaran Penyuluh Kepercayaan, Monitoring Layanan Pendidikan Kepercayaan, Pembayaran Insentif 3 bulan Penyuluh
Kepercayaan - Penyusunan kesepakatan kegiatan dan Anggaran serta Mou Kegiatan antara it KMA dengan Eksotika Desa Lestari, Rekruitment dan bimtek Penggerak Desa dan Fasilitator Budaya Spiritual, Lokakarya dengan OPD, Penggerak
Desa, Fasilitator Eksotika Desa, Workshop Penguatan dan Pendampingan pembelajaran kontekstual muatan lokal budaya spritual dan membuat travel pattern Wisata Spiritual - Pelaksanaan Bimtek Desain Grafis bagi Pegawai KMA, Penyusunan
informasi dan publikasi kegiatan Dit KMA - Koordinasi Persiapan Festival Lingkar Tiong Kandang dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat - pemanfaatan ruang kultural melalui dialog dengan masyarakat adat Desa Mudakeputu Flores Timur
dan Kampung Adat Lewohale lle Ape - Review Modul Sekolah Lapang, Penyusunan Panduan Sekolah Lapang
Kendala / Permasalahan :
- Penguatan Lembaga Adat: Penentuan tanggal pelaksanaan kegiatan masih dalam pembahasan, Ada revisi terkait tema dan konsep kegiatan - Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: belum maksimalnya stakeholder yang
tersosialisasi untuk meneruskan informasi ke perangkat dibawahinya - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: masih memeriukan penyempurnaan - Pemberdayaan Masyarakat Adat: Masin
mencari konsep acara yang tepat dan waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan dari Pemdes dan Pemkab - Sekolah Lapang Kearifan Lokal: dinamika perspektif dan pendekatan dalam penyunan panduan
strmgl/ Tindak Lanjut

Perguatan embaga Adst: enyusun v konsedan rncans kegatan - Pengiatan g Keforcayasn arhadap Tuan YME: el mangingatian saksholderunuk menaruskan nforms! ko baah - Espre Budaya Sl dan

Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat i Kanasan Borobudur: - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan akan pat Masyarakat
Adat: Koordinasifanjota informal ma il telepon unfuk seiap progres keclatan dan menjaln Komunkas! dengan phak terkait Sskaiah Lopang Kearfan Lok akan dlakukar perbahasan anjutan

™w2:

Progress / Kegiatan :

1. Penguatan Lembaga Ada; Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Adst i Banyawangi Jawa Timur (Sekolah Adat Osing dan Kampung Batara); 2enguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tutan YME; workshop Rercana Aksi penguatan
lembaga kepercayaan, seleksi proposal hasil assesmen dan workshop luring peserta hasil seleksi; 3. Ekspresi Budaya Spiitual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan M: dat di Kawasan Borobudur. gan Ritual Tolak Bala Tu
Nawu Ndoka Laeng Suku Mulu dan Gunung Leepet Ele di Adonara; Bantuan Ruwat Nusantara di Minahasa (Laroma), Seba Baduy dan Banyuwangi Osing Kemiren; plralip deﬂgar\ PN DIY dan Dinas Kebudayaan Balf . Prpres Peminaan
Penghayat Kepercayaan tethadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: penyempurnaan Draf Perpres Hak Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Naskah Urgensi dan dalam pembahasan PAK
Tahap 1; 5. Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Koordinasi forum komunikasi layanan advokasi KMA dengan Rimbawan Muda Indonesia, Workshop Satgasadvukasw KMA untuk UPT Ditjen Kebudayaan;
Rapat koordinasi dengan BPH AMAN Sumbawa; Koordinasi Tikor layanan advokasi KMA dengan Kantor Staf Presiden, Rapat koordinasi dengan BPNB Papua terkait advokasi lapangan ke Papua dan kunjungan kerja ke Papua Barat, Rapat
koordinasi layanan advokasi KMA terkait kasus Lombok Barat, Rapat teknis dengan KLHK pembahasan usulan hutan adat Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cibedug, dan Kasepuhan Cisitu, Rapat layanan advokasi KMA terkait pembahasan
permasalahan ritual masyarakat adat Liae Sabu Raijua, Rapat koordinasi layanan advokasi KMA dengan BPH AMAN Sumbawa, Rapat pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PP MAN, Kermitraan dan Marungga, Advokasi lapangan
ke Papua, Nagekeo dan Sumbawa Besar, Rapat koordinasi permasalahan penghayat kepercayaan dalam pendaftaran calon ASN/TNI/POLRI di Kemenkopolhukam, Finalisasi draft buku saku layanan advokasi KMA, Audiensi Bupati Kuningan
dengan Diien Kebudayaan membahas masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), Rapat pembahasan kasus penchayal kepercayaan alesung Minahas; . Loyanan Pendidikan Masyarakat Adat:Persiapan, Keordnasi dan Pelaksanaan Keglaten
Pelatihan Pengembangan Kepasias Peserta Didik dan Tenaga Pendick i Jambi can Rias 7. Layaran Perdidikan Kepercayaan tehadap Tuhan Y dan rapat koordinasi dengan Dinas Bidang pendidikan yang di w\\ayahrwa rdapat
peserta didi ke perangkat gan Penngkatan Kompetensi dan Uiy Kompetensi penyuloh Kepetcayaan Terhadap Tunan YME (Morapu) Thakat Teramp 1 Sumba Timar NIT; 8. ion

Bencuaton dan bendammpingen Laalt pembelojaran kenteketual muatan okal bueya Sprtal dan péningkatan ekanom!lkal dengan mermbuat tavelpotter Wisat Spirital (aktek don Ujccba), Penanarma Pahondi 12 Desa dan rtual
penanaman pohon secara simbolis, Pementasan WayangJataka, Ujicoba dan prakiek Spiritual Food Heritage, Workshop Pendampingan Budaya Spiritual Pelaku Kebudayaan, Pemerintah Desa, Ibu-lbu PKK, Anak-anak, Juru kunci, dan Pelaku,
Jagongan Paguyuban Wedang Rasa, Festival Tembang Dolanan Laboratoritum Sariswara Tamansiswa, Narasumber Pengetahuan PROT, lbu-ibu PKK, Anak-anak dari 11 Desa dan 1 Dusun, dan Tim Penguatan Budaya Spiritual dan PROT

Kawasan Borobudur; 9. Pelaksanaan bimtek desain grafis untuk pegawai direktorat KMA, Publikasi informasi terkait kepercayaan dan masyarakat adat melalui media sosial; 10. Rapat persiapan pemberdayaan masyarakat adat Kalimantan Barat
yang diikuti oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Perwakilan 7 Desa Lingkar Tiong Kandang, Camat Balai Batang

Kendala / Permasalahan
1. Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Sinyal peserta tidak semua stabil sehingga materi kurang maksimal diterima oleh peserta, pemahaman peserta yang berbeda-beda karena latar belang pedidikan yang berbeda, waktu
pelaksanaan workshop terlalu singkat, sehingg PKS tidak dapat diselesaikan pada saat kegiatan; 2. Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur: Susunan acara belum detail; 3. Perpres
pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Msyarakat Adat: Masih merunggu Pembahasan PAK Tahap 2: . Layanan Pendidicn Kepe«cayaamemaaap Tuhan YME: Terkendala signal bagi peserta di daerah terpenil, Waktu
pelaksanaan terlalu singkat sehingga proses pembelajaran dilaksanakan hingga larut malam, peserta m; um fan uji kompetensi 5. Pemberdayaan Masyarakat
Raat Perts kortinaslebi ot Gengon OPD terka t agat erdapat Keberandan Gala permberdayaan masyarakat acat, hubusnys i Toe dan Sanaga, Pancs Budeya dan Pania Dosa Tae belum siap untuk menjelskan kepaca Drekiorat
dan OPD terkait jadwal kegiatan yang sudah disusun, Acara tidak berlangsung tepat waktu sesuai jadwal karena kesibukan masyarakat.
Strategi/ Tindak Lai
1. Penguatan Lembaga Adat: Pelaksanaan kegatan Penguatan Lembaga Adat direncanakan pada bulan Juni 2022 di Sekolah Adat Pesinauan Osing dan Sekolah Adat Kampoeng Batara, Pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Adat
direncanakan pada bulan 6 - 9 Juni 2022 di Sekolah Adat Pesinauan Osing dan Sekolah Adat Kampoeng Batara; 2. Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur: melakukan penyusunan
embali susunan acara secara detail; 3. Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: koordinasi dengan Layanan Hukum Setditjenbud untuk mempersiapkan pembahasan PAK Tahap 2; 4. Layanan
Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME: mengirimkan bahan paparan kepada para peserta untuk penyamaan pemahaman, dilakukan komunikasi kembali melalui telepon, Diberikan bimbingan kepada peserta terkait pengenalan
perangkat teknologi satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 5. Pemberdayaan Masyarakat Adat: Pandu Budaya bergerak menjaiin relasi dan berkoordinasi dengan OPD terkalt (Festival Lingkar Tiong Kandang), dan mulai menyiapkan kerangka
kegiatan serta ajuan RAB; Meminta waktu untuk dan diskusi terkait kegiatan dengan desa, camat dan dinas terkait; Program akan dituangkan dalam bentuk road map dan akan diimplementasikan
selama periode KKN.
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Progress / Kegiatan :

- Penguatan Lembaga Adat: Koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan FGD dan Seminar kelembagaan kampung naga dalam rangka penguatan lembaga adat di Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan tiga komunitas adat kampung naga,
kampung dukuh, dan kampung kuta - Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi atas Rencana Aksi Penguatan Lembaga Kepercayaan organisasi: Puan Hayati Sulawesi Utara di Kabupaten
Talaud, Paguyuban PPN Gunung Kidul (melibatkan organisasi Koalisi Lintas Issu Yogyakarta, Srikandi Lintas Iman Yogyakarta, Jarik Handayani), Puan Hayati Jawa Tengah, Puan Hayati Jakarta, Organisasi PRKIT, Aliran Kebatinan Perjalanan, MLKI
Yogyakarta, MLKI Mamasa, MLKI Malang dan Rencana Aksi Perempuan Simalungun. - Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokl Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borabudur: Pelaksanaan Ekspresi Budaya Spiritual dan kearifan
Iokal pada ritual Wor Fannanggi (Biak), Ngayu-Ayu (Sasak), Cing-Cing Goling (Yogyakarta), Gelar budaya Spiritual Talaud (Sulawesi utara) dan Serentaun (Cigugur, Sukabumi, dan Kuningan), Nuras Enceh (Yogyakarta), Lia Eeruk (Mentawai),
Larung Sesail (Cilacap), Purnomosidi onggosoro (Magelang), Festival Ngamumule Budaya Karuhun (Karawang) dan Ruwat Nusantara 2022 di Yogyakarta dan Magelang - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan
Masyarakat Adat: Telah dilaksanakan pembahasan Paritia Antar kementerian (PAK) Tahap 2 dan pembahasan Panitia Antar kementerian (PAK) Tahap 3. - Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat:
Penandatanagn PKS, Rapat Tim Koordinasi Layanan Advokal KMA, Ui keterbacaan draft buku saku layanan advokasi KMA, Sosialisasi layanan advokasi KMA di Minahasa Selatan dan Kotabaru, Pendampingan sekolah hukum pengayoman
bekerjasama dengan Universitas katholik Parahyangan, Koordinasi Forum Komunikasi Layanan Advokasi KMA, Advokasi lapang ke Minahasa Selatan, Maluku Tengah dan Sumbawa Besar. - Layanan Pendidikan Masyarakat Adat: Pelatinan
Kecakapan Hidup Peserta Didik Sekolah Adat di Jambi, Rapat Layanan Pendidikan Masyarakat Adat terkait SKK Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat, Rapat Pembahasan lanjutan SKK Fasilitator Pendidikan Adat, Penyempurnaan Kurikulum
Sekolah Adat - Layanan Pendidikan Kepercay aan terhadap Tuhan YME: FGD penambahan struktur dan sinkronisasi data peserta didik dan penyuluh di aplikasi Sidakerta, Evaluasi semester 1 layanan pendidikan keper cayaan, Pendukungan Pokja
Advokasi Sosialisasi Layanan Pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kotabaru Kalimantan Selatan, Koordinasi dengan BSKAP terkait dengan Kurikulum, Pendataan Peserta didik dan Penyuluh melalui borang, Koordinasi
dengan Puskurbuk terkait dengan Buku pendidikan kepercayaan, Identifikasi calon penerima insentif semester ganjil, Review Permendikbud 27/2016 bersama dengan MLKI dan Pakar Hukum. - Pendataan Kepercayaan terhadap Tufian YME dan
Masyarakat Adat Pendataan Spiritual di Kawasan Candi Borobudur: Pelaksanaan Workshop Pendampingan Budaya Spiritual, Travel Patten Budaya Spiritual, Jagongan Paguyuban Wedang Rasa, Festival Tresna Dolanan Wayang, Saparan di 7 Desa
- Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Penyusunan informasi dan publikasi kegiatan Dit. KMA, Publikasi kegiatan di media massa, Pendokumentasian kegiatan DitKMA

dala / Permasalahan :

- Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Untuk akses lokasi di Talaud cukup jauh dan susah signal sehingga menyulitkan koordinasi dalam mempersiapkan acara. Penjadwalan pelaksanaan renaksi AK Perjalanan kurang
terkomunikasi dengan baik - Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur: aturan Satgas Covid untuk masyarkat yang bisa melakukan perjalanan harus sudah booster; Gubernur DIY
tidak bisa menerima kehadiran para peserta ruwat nusantara - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Peserta perwakilan dari Kementerian Menkumham, Depdagri, Kemenko PMK dan Sekneg
selalu berbeda dari Pembahasan PAK Tahap 1 dan PAK Tahap 2 sehingga pembahasan menjadi berulang-ulang. Disamping itu tidak semua undangan dari Kementerian bisa datang langsung secara luring (Sekneg dan Menkumham).
Memaksakan undangan diluar kementerian yang tercantum dalam SK Presiden sehingga mengulang-ulang lagi pembahasan yang sudah dilakukan pada PAK sebelumnya - Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat
Adat: Sebagian besar masyarakat Minahasa Selatan belum menerima sepenuhnya tentang keberadaan para Penghayat Kepercayaan sehingga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak berialan dengan baik. Draft buku saku layanan advokasi
KMA masih belum lengkap - Layanan Pendidikan Masyarakat Adat: Narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tidak bisa hadir - Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap
Tuhan YME: Penyuluh tidak proaktif dalam pendataan peserta didik, Identifikasi calon penerima insentif masih dalam koordinasi dengan MLKI, masih adanya nama penyuluh tercatat ganda, terdapat NPSN tanpa nama sekolah, dan Pembahasan
draf usulan revisi belum selesa

Strategi/ Tindak Lanjut :

- Penguatan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Peningkatan komunikasi antara pelaksana dan panitia di Kemdikbudristek - Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan peserta kegiatan - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Akan dilangsungkan PAK ke-4 - Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan
Masyarakat Adat: Pemantauan dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait dalam penanganan persoalan organisasi kepercayaan Laroma. Finalisasi buku saku layanan advokasi KMA berdasarkan hasil masukan dari
ujiketerbacaan draft buku saku layanan advokasi KMA. - Layanan Pendidikan Masyarakat Adat: KKI Warsi akan melaporkan hasil kegiatan kepada Disperindag Provinsi Jambi urtuk tindak lanjut program berikutnya terkait penyediaan peralatan
menganyam dan pemasaran hasil anyaman, Dit PTLK, Dit KMA, dan AMAN melaksanakan Finalisasi SKK Fasiliatator Pendidikan Masyarakat Adat, adat membuat tiap mata pelajaran

™wa:

Progress / Kegiatan :

- Penguatan Lembaga Adat: Penyusunan laporan kegiatan penguatan lembaga adat; Koordinasi dan Perencanaan Program untuk Tahun 2023 dengan INSIST DIY. - Penguatan Lembaga Kepercayaan: Rencana Aksi Gemapakti Banyumas dan MLKI
Pusat; Dialog Pembumian Pancasila; Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Kepercayaan TA 2022. - Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur: Pendukungan
Ruwatan Museum Smedo; Penyusunan |aporan Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur. - Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat:
Pembahasan antara Tim Hukum Setditienbud dengan Tim Penyusun dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat; Rapat lanjutan PAK Pembahasan Raperpres; Pembahasan Internal Kemendikbudristek terkait
pelaksanaan penyusunan Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. -Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Koordinasi Layanan Advokasi KMA; Rapat Koordinasi
Teknis Layanan Kepercayaan dan Masyarakat Adat; Koordinasi Lapangan Forkom; Rapat Kegiatan Rakor Tikor di Sungai Utik; Rapat Evaluasi Tim Koordinasi Layanan Advokasi KMA; Advokasi Lapangan dalam Rangka Layanan Advokas KMA ke
Sumba Barat (NTT ), Denpasar (Bali), Kupang dan Nagekeo (NTT), Samarinda dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Aceh, Kabupaten Lebak (Banten), Bandung (jawa Barat). - Layanan Pendidikan Masyarakat Adat: Pendampingan
Pendiin Sekcish At Marapa d Sumba Tiur; Percukingen Sarasehan Perddlan isyoraka Ada ol Kangres Masyorakat Adat usartara U Penyusinen poran Layanan Pexchikan Masyorakat Adst.- Layaran Pendidlan
Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Rapat Lanjutan Revisi 27/2016; Rapat Kapasitas Penyulun Kepercayaan di Sumba Timur; Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Sumba
Timur dan Mappurundo, Makassar; Evaluasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Semester 2; Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME TA 2023. - Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan
Masyarakat Adat "Pendataan Spiitual di Kawasan Candi Borobudur': Verifikasi Data dan Pengembangan Website Sidakerta; Rapat Intemal Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat; Pendataan Spiritual di Kawasan
Candi Borobudur. - Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Penyusunan Informasi dan Publikasi Dit KMA pada Medsos Dit KMA; Publikasi Kegiatan Papua pada Surat Kabar Online; Penjurian Lomba Komik dan
Penyampaian Pemenangnya; Penyusurian Informasi dan Publikasi Dit KMA pada Medsos KMA; Dokumentasi Kegiatan Direktorat KMA, - Pemberdayaan Masyarakat Adat: Rapat Koordinasi Internal Pokja Masyarakat Adat terkait Pemberdayaan
Masyarakat Adat; Pelaksanaan Ritual Mandi Belang Adat di Kepulauan Banda Naira; Penyusunan Laporan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Masyarakat Adat Tahun 2023 di Cirebon dan Baduy. -
Pemanfaatan Ruang Kultural Pojok Dokar Borobudur: Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kultural di Kawasan Candi Borobudur; Penyusunan Laporan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kultural Pojok Dokar Borobudur. - Sekolah Lapang Kearifan
Lokal: Pelaksanaan sekolah lapang kearifan lokal tahap pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) ; Pembuatan dan Penyelesaian Administrasi konten kanal budaya; Perekaman Cerita Fiksi Sepertiga Malam Terakhir
Episode Esa; Penyempurnaan Panduan Sekolah Lapang Kearifan Lokal; Rapat Persiapan Program MSIB MBKM; Penyusunan Peta Jalan Kebudayaan Papua dan Papua Barat; Penyusunan Buku Capaian Sekolah Lapang Kearifan Lokal; Tiga Capaian
Output Pelaksanaan dari Sekolah Lapang Kearifan Lokal (Desa Adat Kadie Kapota, Desa Kalike Aimatan, dan Desa Adat Jalawastu) belum terakomodir pada pelaporan bulan sebelumnya.

Kendala / Permasalahan :

- Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Peserta yang Hadir Mewakili Satuan Kerja Orang-Orang Baru, Sehingga Tidak Dapat Memberikan Masukan - Layarian Pendidikan Kepercayaan terhadap
Tuhan YME: Beberapa Peserta Berhalangan Hadir Karena Memiliki Kesibukan Lain - Sekolah Lapang Kearifan Lokal: Koordinasi dengan Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan; Kendala Sinkronisasi Jadwal Karena Bersamaan dengan Kegiatan
Kangres AMAN dan Fesival Uit Sagu; Peserta St tau Pandu Budaya Tidak isa Optimal dalam Kegiatan Karena Mereka ut Telisat Juga dalam Event Kongres AMAN dan Festva Ut agu: Perzinan Shoting fim
Strategi / Tindak Lai

rpres Pembinaan Penghays( Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: PAK Akan Diulang Tahun Depan - Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME: Memberikan Materi Pelatihan Untuk Dipelajari Secara Mandiri -
Sekoih Lapang Kearifan Lokar: Teros Melakukan Koorginasi Baik Secara Daring Melaul Zoom Meating atau dengan Mandatangs Lokus dengan Datang Lebin Awal Ko Tempat Lokasi Kegatan: Memirka Bantuan BPR unuk Membants Koordinasi
dengan Para Pihak yang Tertibat dalam Kegiatan; Mensinkronkan Jadwal SL dengan Event Festival Ulat Sagu dan Kongres AMAN.

[P 4] Meningkatnya
akuntabilitas layanan dan
pengelolaan anggaran
pendidikan, kebudayaan,
riset, dan teknologi

[IKP 4.1] Predikat SAKIP
Ditjen Kebudayaan

Predikat

W1

™w2:-

™W3:-

Wa:A

1:
Progress / Ke
Tenyusun Laporan Kinerja Diten Kebudayaan Tahun 2022 - Melaksarakan Sosalisasi dan Koordiasi Penyusunan Rencana Kinera Tahunan (RKT) Tahun 2023 - Melaksanakan Koorinasi Penyusunan Perjanjan Kinerja Tahun 2022 bersama
seluruh UPT di Lingkungan Ditien Kebudayaan - Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dirjen Kebudayaan - Menyusun Rencana Aksi atas PK Dirjen Kebudayaan Tahun 2022 - Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK Tahun
2022 bersama selurch UPT di Lingkungan Ditjen Kebudayaan - Melaksanakan Rapat Sosialisasi Perjanjian Kinerja Dirjen Kebudayaan Th 2022 kepada seluruh UPT - Melaksanakan evaluasi interal atas IKP Dirjen Kebudayaan.

Kendala / Permasalahan :

- Belum terbitnya Renstra Revisi Tahun 2022-2024 hingga bulan Maret 2022 menyebabkan penyusunan PK dan Rencana Aksi yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari mundur. - Penyusunan RKT tahun 2023 yang berbeda dengan tahun
sebelumnya (dari SPASIKITA ke e-planning) menyebabkan beberapa operator mengalami kesulitan dalam proses penyusunannya

Strategi/ Tindak Lanjut :

- Penyusunan PK Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sambil menunggu terbitnya Renstra Revisi 2022-2024 - Melaksanakan asistensi penyusunan RKT Tahun 2023 kepada UPT di lingkungan Ditjenbud

™w2

Progress / Kegiatan

T Sealizas ParmenPAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluas! Akuntabiita Kinea Intarsi Pemerinah; 2 Sosaisai Pengisian Kertas Keja Evaluasi sesual Permen AN R No 88 tahun 2021; 3, Melksanakan pengukuran Kineria Triwulan
1 (Ditjen Kebudayaan dan Sekretariat Ditien Kebudayaan); 4. Rapat Sosialisasi PK Dirjenbud dan Setditienbud; 5. Rapat Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Ditjen Kebudayaan bersama seluruh satker dan UPT di lingkungan Ditjen
Kebudayaan; 6. Menyiapkan kelengkapan data dukung evaluasi mandiri SAKIP tahun 2022

Kendala / Permasalahan :

1. beberapa data dukung yang diperiukan untuk evaluasi mandiri SAKIP belum tersedia; 2. beberapa operator yang menangani sakip masih belum sepenuhnya memahami mekanisme SAKIP (beberapa satker mengalami pergantian pegawai
yang menangani SAKIP).

Strategi/ Tindak Lanjut

1. Vilaukan pendampingan kepada satker dalam memahami mekanisme SAKIP dan mendorong percepatan dalam melengkapi data cukung

™W3:
Progress / Ke
1 Melaksaakan fapat o e'va\uas\ triwulanan 2. Menyiapkan data dukung evaluasi mandiri SAKIP 3. mandiri oleh Biro Perencanaan
Kendala / Permasalahan

ada perubahan metode, tata cara, dan daftar data dukung evaluasi mandiri dari tahun lalu

Strategi/ Tindak Lanjut :

Mempelajari metode evaluasi mandir yang baru dan melengkapi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi mandiri SAKIP

™Wa:
Progress /
1 Melaksanakan rapat e valuai trwulanan 2, Melaksanakan pendampingan Pringkatan Nia Evaluasi SAKIP Tahun 2022 bersama Ispektorat enderal Kemdikbudrstek dan seluruh satkerUPT i ingkungan Diten Kebudayaan 3. Menylapkan
data dukung pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Kendala / Permasalahan :

beberapa auditor dari m m Inspektorat enderal yang bertugas untuk mengevaluasi satuan era tidak dapathadir dalam pendampingan peninglatan evaluas SAKP Tahun 2022

Strategi / Tindak Lar

vl untuk pemngka\zn nilai SAKIP bagi satker yang tim auditor Itjen-ya tidak datang dilakukan melalui metode daring

/ Balai
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[P 5] Meningkatnya

pelaksanaan reformasi

birokra:
Kemendikbudristek

[IKP 5.1] jumiah satker di
Ditjen Kebudayaan
mantopatian predl 2
WBK/WBBM

satker

TW1:0

™W2:0

TW3:0

TWa:2

W10

™2:0

™W3:0

™Wa:0

Wi
Progress / Kegiatan :

Telah diterbitkan Surat Nomor 3165/F1/0T.01.03/2022 hal Usulan Satuan Kerja ZI WBK/WBBM tanggal 12 April 2022. yang bisisi tentang pengusul Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZWBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) sebanyak 2 UPT/Satuan Kerja. Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan Januari - Februari 2022 (BPNB Papua,
BPNB Kalimantan Barat, BPNG Kepulauan Riau, BPNB Manado, BPNB Maluku Utara) Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan April 2022 (BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sumatera Barat, BPCB Sumatera Barat,
BPCB Jawa Timur, BPCB Jawa Tengah, BK Borobudur, Museum Benteng Vredburg Yogyakarta, BPCB Jambi, BPNB Kalimantan Barat, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Kendala / Permasalahan :

Selun | informasi Reformsi semua Pegawai di ingkungan Ditjen Kebudayaan

Me\akuka" nermampmqan kepada Satuan Kerja WBKIWBBM yang diaksanakan pada Bulan Januari - Februari 2022 diantaranya BPNG Papua, BP Kalimantan Barat, BPNG Kepulauan Riau, BPNB Manado, dan BPNB Maluku Utara

w2:

Progress / Kegiatan :

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022, bertempat di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi
Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB Sumatera Barat; 2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada
tanggal 18 April 2022 Museum Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi; 3. Penlaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal 6 Juni 2022, nilai setdijenbud ntuk Total Komponen pemenuhan 12, 82 dari
bobot nilai 14,6 hal ini perlu adanya peningkatan kualitas layanan public,kemudian untuk total nilai komponen reform Setditjenbud 18,53 dari bobot niai 21,7

Kendala / Permasalahan :

1. Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikas siazaik menjadi acuan pengusualan satker calon wbk, pada Ditienbud belum memenuhi minimal jumlah respoden; 2. Perubahan organisasi pada upt menjadi efekitas dalam
penguatan arganiasi diten kebudayaan, namun menjad kendala dalam pencanangan plaksanaan R karena beum dapat diakukannya pelayanan dengan mengikut pola tuges dan fngsi lanyanan perubahan organisas yang terja
Strategi/ Lanj

1. Penyusunan Permendkbudistek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan,dan Balai Media Kebudayaan; 2. Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan; 3. Penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja

Fl
5

™3

Progress  Keglatan

1. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yang dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2. Dilakukan penataan organisasi/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan: - 10 museum/Galeri/Balai Konservasi/Balai Pelestarian Situs
diintegrasikan menjadi 1 UPT yaitu Museum dan Cagar Budaya - Integrasi UPT Pelestaria Cagar Budaya dan UPT Pelestarian Nilai Budaya menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan dan - dibentuk UPT Balai Media Kebudayaan yang bertugas
melaksanakan pengelolaan kebudayaan. 3. Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian LKE Penilian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). 4. Pemantauan untuk kelancaran pembangunan, pemantauan, dan
evaluzsi zona tegrtas, pengisian LKE PHFZI dilkokan melalui tem nformas asesmen zona tegrits kemend udristek (SIAZIQ

Kendala / Permasalahan

1. Aplikasi SIAZIK menjadi acuan pernilaian mandii pembangunan zona integritas. pengisian respon responden tentang pelayanan pada unit kerja Ditjenbud belum memenuhi minimal jumiah respondennya. 2. Penataan organisasi pada UPT
meningkatkan area penguatan organisasi pada Ditjen Kebudayaan, akan tetapi menjadi kendala dalam pencanangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas
dan fungsinya.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Penetapan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Mueseum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan dan Balai Media Kebudayaan. 2. Penetapan Peta proses bisnis mengenai tata hubungan Kerja antar unit organisasi 3.
Penetapan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja

ngress
Usaian Satuan Kerja d ingkungan Direkoratfenderal Kebudayan sebagai Zona ntegras Wilayah Sebas dari Korupsi (ZHWBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integrias Wilyah Birokrasi Bersih Melayani (Z14BBM) sebaryk 2
UPTISatuan Ker belum memenuhi aitera untuk dietapken mendapatkan prcikat 21-WEKWBBM

endala / Permasalal
Rolikasl SAZK menjad acuan Penillan Mandi Pembangunan Zona ntegrtas, Pengisan respon reponden tentzng pelayanan pada unitkera Ditfenbud belum memenuh minimal jumiah respodennya
Strategi / Tindak Lanjut :
Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokasi terintenalisasi kepada seluruh pegawai

Sertifikasi

/ Balai

Elektronik

\

Catatan:

Jakarta,13 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid
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2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE




PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DITJEN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja DITJEN KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai
pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen DITJEN KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat,
andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam
meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

arta, 13 Februari 2022




08¢ 09¢ 144 ueyde}ang SueA eAepng uesiepy oy
qnd Isew.oju| uep eleq oWl
Jeusaiu| uesodeq ueeAepngay uedunpul|ad 1a| 08¢ 092 (44 jun ueydelanip SueA epuagpie] eAepng uesiuepp uep eAepng JeSe) yejwnr| 122 € Wil
uey de3anip Sueh epuage] eAepng uesuepn uep eAepng Jede) yejwnl eAuiey3uiusin NS
ueeAepn@a) uenflewsd »alqQ uep eAepng JeSe) ue3unpui|ad Sl
|euJaiu| uesodeq ueeAepngay usfia|z9‘T9 98'8S 9/'ss % uey1ie1sa|ip SueA epuagyie] eAepng uesiiep) uep eAepng JeSe) asejuasiad| 'z’ dl
|euoiseu ueeAepnqay eAexyuadwaw SueA eAepng uesuep) ueSunpuijad eAupnfinmia) dS
uexeligay
08 €8 9L ISepuswo 3y ehepng 1e[IN ueileyl (o]
ueeAepnga) uep 138ul] uexIpIpuad ‘YILd| Suepig uexelgay oy
SET STt 01T ueegay| ueyleejuewq uep uejsuequajiq Sue eAepng Ie[iN U9A3 [o)]
JUSAS UBD ISUSJ4UO)Y ol
|euta3u| uesodeq dNdg 1dn| SET 743 01T ueje|3ay Yeuaep ueeAepngay 1UaAS yejwnr| €12 € M
yesaep ueeAepnga) JuaAa yejwn( eAuieyduiusiy NS
eAepng 1e|IN UBLIEISD|ad 6L1S
00¢€ 0ST 00T esag ueeAepnqa) uen(ewad eseq oY
©S9( YelulIaWad UBRUIqUIA UBP ISe}I|ISeq oWl
ueeAepnqay| ueeAepngay uenfewad ¥2[q0
|eusaiu| uesode| uereejuewad uep ueduequaduad ‘1d|00E 0ST 00T esag uep eAepng JeSe) uexieejuewaly uep uejSuequaduaw SueA ueeAepngayl uenfewad esaq yejwnf| z'T°2 € M
ueeAepnga) uenfewad yalqQ uep eAepng
Jede) ueyjeejuewsw uep uey3uequadusaw SueA ueeAepngay uenfewsad essp yejwnl eAuieysuiusin NS
ueeAepngay uenlewad ¥3lqQ uep eAepng JeSe) ueleejuewad uep ueSuequaduad 9LTY
ueysenjJeqasip
z z 4 ueueheq BueA ueeAepngay uenfewad ¥alqQ uep eAepng Je8e) ueleejuewad uep ueSuequiaduad ISewIO U] oY
qnd Isew.oju| uep ejeq o
ueeAepnqay|
T T T NdSN uenfewad ¥a[qO uep eAepng JeSe) ueleejuewad uep ueSuequaduad NdSN uep ueyeligay yesseN [o}Y]
B1I9)JY UBpP JNP3S0Ud ‘pJepuels ‘ewoN oWl
000T 00S 0LT Sueio ueeAepnga) uenlewad }alqQ uep eAepng JeSe) uexieejuewsa |y Sueh jeyeseAsel [o}Y]
1exjeleAsew epeday yijgnd ueueAe|ad oW
ueeAepnga)|
|eusaiu| uesode| ueleejuewad uep ueuequwaduad ‘1d| 000T 00S 0LT Sueuo ueeAepngay uenfewsad yalqo uep eAepngq JeSed ueyieejuewaw Sueh 1eseseAsew yejwnr| T2 € M
ueeAepngay uenlewad ya[qo uep eAepnq Je3ed ueyieejuewsw SueA jexeseAsew yejwnl eAuieyduiusiy NS
ueeAepnga) uenlewsad ¥3lqQ uep eAepng Je3e) uejeejuewad uep uesuequaduad 9/
dgSIA seuasns ueeAepngay uafig|os‘o 0S50 1€0 % 1uas ueje18ay Sunynpuad/nyejad 1eSeqas uejiseysuad Jaquins iyijiwaw SueA ynpnpuad asejussiad| T'Z'E dI
1eyeseAsew ueesayyefasay ueyiexsulusw SueA eAepnqg ueeAeyay ueejoj@8uad eAupninmia) ds
Sdd £29 719 TL6S Sy2pul ueeAepngay ueunsuequiad syapul|  Z'€ SSMI
ueeAepnqay uep eseyeg ueenelsa|ad uep uenfewad eAuiey3ulus|p €SS
| 2414 €20¢ ceoe
uenjes Jojeyjipuj/ueieiSay ueleses
1@sie]
ejeq Jaquing ndweSuad 1un /(dwoonQ) weiSoud ueieses apoy]

¥20¢-0¢0¢ NNHVL NVYVAVYANG3IN TVHIANIM LVHOLNIHIA VHLSNIY LIDUVL SHIULVIN




JeuoIseN L3jeo ‘¢
g0d4 1dN "¢

|eusaiu| uesode uewnasnuwuad 1dN ‘T| 902°892°T | T6S'ZET'T ZET'L96 Sueuo eAepnq JeSed uep eS8 ‘wnasnw uedunfuny yejwnr| T#'¢ € M
eAepnq Je3ed uep usjed ‘wnasnw uedunfuny yejwnl eAuzeysuiusin NS
|euoisep 119|e9 ueSuequaduad LIS
e|eyeqind ueed3ujuad uee|oja8uad uep uelelss|ad I8TS
uewnasnwJad uee|ojaSuad 8LTS
dgSIA seuasns ueeAepngay ualua| 00‘st 00°CT 00CT % yeJsefss uejed8uiuad i1Bunfun8usw SueA seje a3 unyel QT eisn ynpnpuad aseussiad| 7€ di
unsnsua| SueA 1epy 1ejeieAse|n uep JNA
€ € € ]opow ueyn] depeysal ueeAedsaday Suepig we|ep Japjele) ueienduad uep eAepng uelelejaquiad 91BN oy
Buijepo ueSuequwaduad uep uenisuad oWl
1epy 1eyeseAse|n
|eusaiuj uesode|uep JNA ueyn] pyjl ueeAessadsy g | € € € |opow ueeAepngay ueewelnsnieSuad wejep seyijendytaq SueA ueselejaqwad 13w yejwnr| z' €z €Ml
ueeAepngay ueewelnsnieduad wejep seyjenytaq SueA ueselejaquiad 191w eAueipasia) IS
1epy 1ejeseAse| uep es3 eye|\ Suep ueyn) depeyus) ueeAedssday ueeulquiad 815
ueeAepngay|
0€C'T 000°'T 00€ uenfewad 3alqQ uep eAepng le|IN ueselejaquiad ueyeseS8uaj@Aus|y Sueh ueyipipuad uenles [o}Y]
e3equiaT UeBUIGUWS UBP ISB}|ISe4 oWl
ueeAepnqa)| ueeAepngay
|eussiu| uelodeq| uejeejuewaq uep uedueqwasuad 1|0’ T 000°T 00€ eSequia] uenfewsad y}alqQ uep eAepng | ueuselejaquiad ueynsewsaw SueA ueyipipuad uenies yejwnr| T°€Z €M
ueeAepnga)l uenfewad
32[qO uep eAepng 1e[IN uelefejaquwiad ueynsewsaw ueA ueyipipuad uenjes yejwnl eAuiey3uiusin NS
ueeAepnga) uenlewsad }3lqQ uep eAepng Je3e) uejeejuewad uep ueSuequaduad 9/
|eusaiu| uesode] ueeAepnqay usafia|9s‘o 9%‘0 10 % ueeAepngay ueeweinsnieSuad ueeuesyeaw SueA ueyipipuad uenjes asejuasiad| €€ dI
(4444 (374474 [45°%:1% Hun £|0[2){!Q ueA WN3SNIA 15390 oY
SL 0L ) uun e|0[2)1g BueA edny 1uas eAsey oY
ueeAepnqa)| uep ejesimLied Sueplg eueteseld INO oWl
uewnasnwJad 1dn ‘¢
|eussiu| uelode |euolseN L3eS ‘T| SIS Y 0052 LLS'8Y uun 13unpuljip SueA 1sypjoy yejwnr| €2 €M
095 095 095 ueueAe| ueyjlielsalig Sueh eAepng eAuey [o}Y]
14 v 14 ueueAe| ueysen|ieqasiq SueA eAepng uesiiepy ueSunpulad 1ISeWJOU| oY
Jllqnd Isewoju| uep ejeq oM
v v v MdSN ©|0|331Q uep unsnsiq SueA eAepng uesiie | USWINYOQ Uep NdSN oY
B1I3)IJY UBP JNP3S0Ud ‘pJepuels ‘ewloN o
uexeligay
96T 98T YT ISepuU3a WO Y eAepng ueSe) uelieysajad yeysenN oy
ueeAepnga) uep 138u1] ueyIpIpuad YILd| Suepig uexelgay o
St 13 ST uun 13unpuijig SueA eAepng ues.iepy oY
TL8'E T/6°€ 896'€ jun uexiIe)sa|iq sue eAepng tege) [o
ueeAepnqa)| uep ejesimLied Suepig eueteseld INO oWl
9Ndg 1dNn "€
d92d4 1dN ‘¢
|eusaju| uesoder ueeAepngay uedunpullad "Hd ‘T| Z9v'¥ 995t €959 juun 18unpuijip SueA epuagye| eAepng uesiiep) uep eAepng aeSe) yejwnf TTTEMI
18unpuljip SueA epuagye] eAepng uesiiep) uep eAepng JeSe) yejwn( eAueySuiuain IS
uBWNASNW.IAY uee|oja8uad 8LTS
|euoisep 119|e9 ueSuequaduad LIS
eAepng Ie|IN uelelIs3|ad 6LTS
e|eyeqind uejed3uluad uee|oj@8uad uep ueLelsa|ad 181S
ueeAepn@a) uenfewsad yalqQ uep eAepng JeSe) ueSunpui|ad SLTY




Josuasiq Suep w4 uepy| uep wji4 yejwnr eAuieyguiusin NS
w|i4 uep|| uep wijl4 10suss ueiey3ulusd 7959
T T T ueueAe BISSUOPU| YISN|A| UBP UBWI|IHSd ISNGIASIJ UEBP ISYNPO.d wliojie|d oY
0s St ov ueueAe BIS9UOPU| YISN|A UBP UBW|1}43d BAIRY oY
qnd Isew.oju| uep ejeq o
|eusaju| uelode BIP3IAl UBP YISNIA ‘UBWISd “3d| 0S % ov ueueAeq elpaw uep jisnw ‘wiiy 1synpoad yejwnr| 55z € Ml
elpaw uep “Yjisnw ‘wiiy 1synpoid yejwn( eAuzeydulusiy IS
eIpa|Al uep yisn|Al ‘wii4 ueSuequiaduad LTy
[4 [4 T AdSN BIP3IA UBP YISN|Al ‘UBw |1} d Bueplg JdSN [o):]
B113)1UY UBP UNP3sO.d ‘pJepuelS ‘ewoN oWl
000°S 0001 000°€ Sueup eIsauopu| yIsn|\ uep wiji4 iseisaade8ua |y SueA 1exesedsey oY
1exeJedse | epeday yignd ueueAe|ad ol
|eusaiu| uesodeq BIP3IA] UBP YISN|A ‘UeW 000 000°E Suelo BISUOPU| YISNW UBp Wl ISnglIsip sasyeSuaw SueA Sueso yejwnf| G2 € I
BIS9UOPU| YISNW Uep Wi} ISngLisip sasyesuaw SueA Sueso yejwnr eAuieisuiusin S
BIP3IA UBp NIsn|Al ‘w14 ueSueqwaduad vLTY
T T T ECIEEN ueeAepnqa) Suepig se1uolid JUaAT oY
JUDAS UBP ISUIDJUO)Y oWl
|eusaiu| uesode ueeAepnqgay ualupias| T T T ueje|gay| uedeuesye|lg SueA ueeAepngay Suepig selLIoLd AT yejwnr| €672 € W
9 9 4 uele(3ay ueeAepngay uenfewsad yalqQ uep eAepng Jede) isewo|diqg JuaA] [o}Y]
JUSAS UBP ISUIDJUO)Y| owl
ueeAepnqa)|
|eusaiu| uesode| uejeejuewad uep ueSuequiasuad ‘ud| 9 9 z uejel3ay ueeAepngay uenlewad ¥alqo uep eAepng Je8e) siseqiag Isewo|dig JUaA3 yejwnr| z'S € M
v v v ueje|3a)y ueyjeejuewip uep uexSueqwadip SueA yiSny uep wil4 JUaA3J oY
JUSAS UBP ISUIDJUO)Y oWl
|euJaiu| uesodeq BIP3IA UBp YISNIA ‘UBw v v v uejel3ay| eISSUOPU| YISNIA UBP WI4 JUSAT yejwnr| TS Z € I
ueeAepnga)l sjusA3 eS|\ yejwnr eAuiey3ulusiy NS
08TS
ueeAepngqa)| ualug eAuuteq siuya] seSn| ueeuesyef@d uep uswsaleuel ueSunyng
ueeAepnga) uenlewsad ¥3lqQ uep eAepng Jede) uejeejuewad uep ueduequaduad 9/Tv
1PN uep Yisniy ‘w4 ueSuequaduad vLTY
dgSIA seussns pnquafual 00‘0s 00°9€ 00°9¢ % ue|uasay ueynfunuad SunsSue| e1edas uojuousw SueA seje 9y unyel T eIsn ynpnpuad aseusastad| SZ€ dil
00¢ 0ST w eSequia] eulqip SueA ueeAepnga) eSequal [o}Y]
eSequia] ueeuiquad Uep ISe}l|iseq ol
ueeAepnga)|
|eusaiuj uesodeq| eSequia uep eSeus] ueeuiquiad 31d| 00Z 0ST T eSeqwa ueeuiquad ueueAe| ysjosadwaw uep isesuepuelstal Sued eAepng eSequwis) yejwnr| z'v°z € Ml
ueeAepnqay|
eSequwa uep eSeus| ueeuiquad ‘)l ueeuiquad ueueAe| yajosadwaw uep Isesiiepue)sial SueA eAepng eSequia| yejwnf eAueySuiuain IS
ueeAepnga) eSeqwa] uep e3eua] ueeulquad LLTY
uesefigay
€T €T ST 1Sepusawoay uewnasnwJiad ueSuequiaduad ueiley yeyseN oy
ueeAepnga uep 138ul) UBMIpIpUad ‘NILd| Suepig uexeliqay oY)
T € - Hun ISes||e}IA311Q SueA winasniy oy
002 00¢ 00C ueueAe| ueysowediqg SueA edny 1uas eAie)| [o}Y]
jlignd Isewloju| uep ejeq o
- T - Hun ele}ig uep ungueqiqg SueA [BUOISEN WN3sSN|A| oY
- - - yun un8ueqiqg SueA wnasnip oy
ueeAepnqay uep ejesimiied Suepig eueleseld owl
002 V1T GEY' /8T 16L°9%T Sueio eAepng ueSe) IseisaideSua|y SueA jeyeseAseln oY
00022 00092 000°SC Sueuo |euoiseN 13 eo Iseisaide8ua| SueA 1exeseAseln oy
900°£20°T 961616 TVE'S6L Suelo wnasn|A Iseisaade3uaw SueA jeyeeAseln [o}Y]
1exeleAse | epeday yignd ueueAe|ad oWl




ueeAepngay

uenfewsd is)eJaiul Suenu ipelusw uex3uequwiayip SueA jepe yeAeim yejwnr eAuieyduiusiy NS
1epy 1ejesedse|q uep es3 eyel\ Suep ueyn) depeyss) ueeAedssday ueeuiquiad 815
dgSIN seuasns pnqua 90°sT 78Tt 85'TT % 1epe esededn ueyese38usjaAusw Sueh eS8ue) yewnus asejuasiad| £ 7€ dI
00T 00¢ 00T eAepng Ie|IN ueeIIWaY UEP Iseyl|ised [o}:]
1e3EeJeASEIAl UBBUIQWID] UBP ISBY}|I oWl
002 08T 0S ueeAepngay Suepig Isey|iseq o}
1edjeeAselp odwo|ay ueeuIquad Uep Ise} oWl
1e3eaeAse|p
gNdg 1dNn T yodwojay
|eusaiuj uesode pnquafip1as 'T| 0ot 08¢ 0Sz /3ueio e|ojayip SueA ueeAepngay Suepiq Iselljise) yejwnr| z:9°Z € Wil
ejo|ay1p SueA ueeAepnqgay Suepiq Iseljises yejunr eAuiey3uius|n NS
6LTS
eAepng Ie[IN UelLEISS|9d
ueeAepngqa)l ualug eAuuleq siuya] seSn| ueeuesyef@d uep uswsaleue| ueSunyng 081S
1epYy 1e)eJRASEIA UBP
0S. 00S 0se Sueio JINA ueyn] depeysa) ueeAedsada)y Suepig ueeAepngay eSeus| seysedey ueleySuiuad uep ISexIHaS oY
1epy 1eeleAse|y
- - 00€ Sueuo uep JNA ueyn] depeysal ueeAedsaday Suepiq eAepng nyejad uendwsaiad seyisedey ueieySuiuad oY
INQS uep 153J0.d 1seqiilss ol
1epy 1eyeseAse| 1sey|14149s uep seyisedey| ueleySuiuad yajosadwaw
|eusaiuj uesodeq| uep JINA ueynj pyl ueeAeasadsy 1a| 0SL 00S 0SS Suelip BueA 1epy 1edeseAseln uep JNA ueyn) depeysal ueeAedsaday Suepig ueeAepngay eSeus] yejwnr| z'9°z € Wil
T T € MdSN ueeAepnga) e3eqwia] uep eSeua] UeeuIquIdd ININS oY
P v B MdSN ueeAepnga) eSequwia] uep eSeus] ueeuiquad Suepig dSN oy
B113)1UY UBP UNP3SO.d ‘pJepuels ‘ewoN oWl
00S°L 0009 0091 Suelio uey3ueqwaig SueA eAepng 1uas Suepig [euoiseN ejus|e] uswsaleuey oy
1e3eJRASEIAl UBRUIQUIA UBP ISBYI|ISBS oWl
000'T 0SL 0zs sueiQ 1se)131349s1q Suep ueeAepngay Suepig e3eusl oY
00S'T 000°'T 091 Sueso uajadwoy| ueyieysuing SueA ueeAepnga) Suepig eSeua] oY
ueeAepnga)l uep elesimiied ueplg ueyie|ad oWl
ueeAepnga)|
|eusaiu| uesodeq| eSequwa uep eSeus)| ueeulquad ‘ud | 000°0T 0SL°L 08S'S Sueip 19s uep seyisedes| ueleySuluad ysjosadwaw SueA ueeAepngay eSeusy yejwnr| 1°9°¢ € M
1By 111495 uep seysedey ueieysuiuad ysjosadwaw SueA ueeAepngsyl eSeusy yejwnl eAuieyduiusiy NS
1epy 1ejeseAse| uep es3 eyeln Suep ueyn] depeyss) ueeAedsaday ueeuiquiad $81S
ueeAepngay eSeqwa uep eSeua] ueeulquad LLTY
1uas
dgSIA seuasns pnquafual ¥0‘c 10 66T % ueynfunuad Sunynpuad/nyejad 1eSeqas 1eq1|491 yeusad SueA seje a3 unyel QT ynpnpuad aseuasiad| 9 € dI
Jisnpjuj ueeAepngayl 1enuadws|A Jnun eAepng 1saidsy3 uewedelay eAupninmia| ds
000°S 000t 0St'€ Sueip lIpue|A Josuas eAepng [BUOISEN UB)EIDD oY
ISBUIWSSIQ UBP ISESI|eISOS owl
|eussiu| uesode w4 Josuas eSequwia jelie1alyas| 000°S 0001 oSt Suel0 LIpUB|A J0SUSS eAepng Iweyews|A Sue 1exeseAseln yejwnr| £°G 2 € M
wyi4 Isesa1] depeyua) 1exesehse) ueweyewsd eAuieysulusiy NS
W14 Uep|| Uep Wjl4 J0SUSS ueleSuIudd 7959
09 09 18 Sueuo eAuisusiadwo)yl uexiey8unig SueA uesosusAuad eSeus] oY
ueeAepnga)l uep elesimiied Sueplg ueyne|ad oWl
4 4 4 MdSN uelosudhuad Suepig NdSN [o}:]
B113)1UY UBP UNPASO.d ‘pJepuels ‘ewoN oWl
4 4 4 ueueAe JOSuasIqQ SueA wii4 uepj| uep w4 [o}Y]
qnd Isew.oju| uep eleq oWl
w|i4 uesosusAuad
|iseH uejode wl4 Josuds edequiaT Jeueldyas| 00S Ty 000°TY 00S°0¥ ueueAe] Josuasip SueA wiy uejl uep Wiy yejuinr| 9°5'¢ € Ml




‘44-NVd

9IU3IA uesninday ueeAepnqay usalipias| 00°0T 00°0T 0001 Ixes NGEM/HEM-1Z 18yipaid ueyiedepuaw ueynsnip SueA ueeAepngay uafiiq Ip JoxIes Yyejwnr T°84°S M
ueeAepnqa)| ualug ueSunySul| 1p eliay uenjes e|o|ay| eiel eAuieySuluaip IS
ueeAepnqa)l ualiug eAuuteq siuya) seSn| ueeuesyejad uep uswsaleuely ueSunyng 08TS
‘84-NVd
L33U3A uesninday ueeAepngayl uafua| ¢ “ C 493eS NEEM/NEM-IZ 1ex1pa.d uexiedepusw ueeAepngay uafiiq Ip Jax3es yejwnr|  8'¢'S dil
32ISLPNOYIPUIWY ISEIN0JIq ISew 104l ueeuesye|ad eAulessuluain dS
dINVS Isenjend
|isey uesodeq ueeAepngayl uafypids|  00°08 00°0L 0529 % g9 [ewiuiw dINVS 1ey1pasd pijiwaw Sued ueeAepngay usfiq 1p Jaxies asejuasiad| T°6°€'S Ml
ueeAepnqa)| uafug ueSuny3ul| 1p eliay uenjes e|o|ay| el eAueySuluaip IS
ueeAepnga)l ualug eAuuleq siuya) sesn| ueeuesyejad uep uswsaleuely ueSunyng 081S
dIVS Isenjeas
|isey uesode ueeAepngay usfia v v v 1e1pald ueeAepngay uafia dINVS 1eNPaLd| 6°€S dMI
selljenyJaq SueA ya1supngyipuawa)l ejojay eiey eAupnfinmia) dS
NIWINYNVIA NVONNING INVYID0Yd
T T T 1epy 1eyeseAse|\ uep es3 eyely Suep ueyn] depeysa) ueeAedsaday 3uepig NdSN [o}Y]
AdSN B1I9)IJY UBP JNP3S0Ud ‘pJepuels ‘ewIoN oWl
4 C 4 1epy 1eelehse|p uep JNA ueyn] depeysa] ueeAedsads)y Isewloju| uep exeq oy
ueueAe| qnd Isew.oju| uep eyeq oW
€ € € 1epy ievesedseln uep ueeAedsada) Isexonpy oY
ueueAe| eAuuie] yijgnd ueueAe|ad oWl
0S oy 13 1epy eSequwia uep ueeAedsaday eSequwia] uelenduad [o}Y]
egequa| egequaT ueeulqudd Uep Ise}l|ise4 oM
|ewaiu| uesodeq 0S o 13 eSequa ueyeAepiaqip SueA ueeAedsaday eSequia| uep 1epe seluNWoy yejwnp| g'£z € M
uedeAepiaqip SueA ueeAedsaday edequia| uep jepe sejiunwoy| yejwnl eAuieiguiuaiy NS
1epy 1ejeseAse| uep es3 eyel\ Suep ueyn] depeysa) ueeAedsaday ueeulquiad ¥8TS
1 0T L ueeAepnqga) uenfewsad Isyeaju| Sueny Ipefus|n uexSuequwaiq SueA 1epy yeAejip [o}Y]
©s9Q YeIULISWSd UBRUIqWSd UBP ISelljise oy
|eusaiu| uesodeq T 0T A esap ueeAepngay uenfewsad |syeJaiul Suenu ipefusw uex3uequwayip SueA jepe yeAejim yejwnr| 122 €M




dgSIA seuasng |euoisipeJyynpoud ueyeund3usw SueA jeyeseAsew asejuasiad| 9'vX eAepng uesuep\|[  ¥a
[ cmm>vang_ seuasn enp uesLem/yesefos| - eAepng uesiie
ushia (d)1) wetgoud el g ueje88uiuad 18unfunSuaw SueA seje 8y unyey QT eisn ynpnpuad aselussiad sX SO
ef1aury Joieyipu Ipefusin
ueeAepngay 1uas uexpinfuniiad Suns3ue|
uafq (d) wesSoud dgSIAl seuasng X eAepng uesuep|  va
yepi3 uep SunsSue| eJedas uojuouaw SueA sele 3y unyey QT eISh ynpnpuad aseIuasIad
eliauy Joleyipu] Ipefusiy
ceussh lJey-eyas uenediad wepep neie yewna| eAeDNd LESIIE
s s Ip yedoaep eseyeq ueyeun38uaw SueA seje 3y unyel QT eisn )ynpnpuad asejuasiad erX png (A
pnopjipusway | Ised1siSas |e101 depeytal uesdelslip yepl SueA epuagyel eAepng uesuem asejuasiad| z'vx eAepng uesuepy|  va
ngyIpuawa IsensiBau 303 depeuay) eAepng uesiJe
Pnaxip A ueydelaup yea1 SueA eAepng JeSed snis uep UnynJis ‘ueunsueq ‘epuaq ASeIUSSIAd X A EEE
SOSUeH seuasns 1e83ur} yedwa) ueuny3ul| 1p uewe esesaw SueA 1eyeseAsew asejuasiad| 8 eEX eAepng |eisos ueueyeldy| €a
SosueH seuasn APIEIOY UNYEISS LIBIEP LIEY tUBEW I UBLIpUSS) - eAepng |eISoS ueueyeld
H 5 D&y uejeluaq 1ees ueueweay ueduap Jiremeyy esesdw SueA e38uel yewnJa asejuasiad LeX EEHIE )l
dgSIA seuasng SuoAos 8uo108 nnyiSusw SueA seje 9y unyel QT eisn ynpnpuad aseuasiad| 9-ex eAepng |eisos ueueyed)| €a
ceussh Jiyyess1 ueng ey wejep Jeiyas uedunydull Ip ueieyeledsewsy| T —.
das s |e1sos ueiel3ay nnyjiSusaw SueA seie 3y unyel QT JNwWNJIag ynpnpuad aseIuasiad SEX e L S
R ‘nyns epaq.aq SueA ule| Suelo ueduap jeqeyesiaq . eABDNd (BISOC UBUBUE1D
das s epuy e33uey yewnu eyo33ue nies yejes eyl nfnias SueA 1exeseAsew asejuasiad v'eX png |BIsos el €d
seussn ‘ewese epaq SueA ule| Sueso ueduap jeqeyesiaq . e ABDNA [BISOS UBUBURLS
d8sw s epuy e38ue} yewnu ejo38ue nies yejes eyif nfnias SueA jexeseAsew asejuasiad gex Pl e e
ceussh "|es8ui3 1edwsy Jeipyas uedunysul| 1p uele13ay ueynyepw| T —.
d8sW s 3ueA ure| nyns 1iep Sueso yodwo|ayas epe eyl Nfn1as SueA jeyeieAsew aseluastad 2 Pl e e
eussn "|leS3un 1edwsay Jeayas ueduny3ul| Ip uejelay ueynyejpw| e ABDNA BISOS URUBUELS
das 8 SueA uie| eweSe uep Sueso yodwo|ayas epe eyif nfn1as SueA 1exelseAsew asejuasiad TeX A SR e
HOYl seuasns upjISIWIR) %0t 1108a1ey ueSuap unyel gT-/ eisn ynpnpuad ueyipipuad isedisied| 9:zx
YO seuasns yejoyasiaq 3ueA unyel gT-/ eisn seyljiqesip SuepueAuad ynpnpuad asejussiad| §'zx
eAepnq luas neje/uep yetsep eseyeq|
(ila0dva) prapjipusLIa) |ex 0] uezenw JefeSusw SueA nung leAundwaw SueA ueyipipuad uenies 9seluastad vex
YO seuasns (SMv) yejoxes uedersay exduy| €zx
YO seuasns (STH) yejoxas ewe uedeseH| z-zx
YO seuasns seje 9 unijel Sz (SAIN) Yejoyas ewe ejed-erey| 17X
ueeAepngay (seie @y unye1 gt
uafi@ (d1) wetgoud dgSIN seuasns|1exyeseAsew depeysal) uejiseyuad saquins jeSeqgas ueieqij4a31ay ueyipelusw SueA juss| T TX eAepng lwouoy3| 1A
eliaupy Joeyipu] Ipeluaip uexpnfunyiad Sunynpuad/nyead 1eSeqgas 1eqi4a1 yeusad SueA ynpnpuad aselussiad
ueSue1d) ejeq Jaquing Joie)ipu] Jep 1suswiqg *ON

(Md1) NvVYAYANE3X NVNNONVENId SMIANI WV TvA YOLVMIANI Nva ISNINIA ISNIHIATY



Sdg ‘Nd e|-pe| uswsa|Jed ejo33ue depeysal uendwausad uswsajled ejod3ue oisey| €/X
1elelopas/NS [ewiuiw|
YO seussns yeze[l pjijiwaw SueA pjej-pe| depeysay uendwsalad seje 3y unyel gz ynpnpuad oisey X
Dej-ye|
SEUIIES depeysal uendwalad sele 3y unyel ST eisn ef1ay ueley3ue 1sedisiued 1ej3ul] oisey LiX
JP— 1eeJeAsew ueedeq uewe) ueyieejuewaw/ueeyeisndiad X e T e
18unfun3uaw SueA seje 3 unyel QT eIsh ynpnpuad asejuastad : :
10)| seuasns AlLpjeiss ueing 79X 1sesa1] eAepng| 9@
e311 wejep 19usa3ul sasyeSuaw SueA seie 93 unyel QT Jnwiniaq ynpnpuad aseIussIad : :
JP— 1Yy esa1 nd3utw nies wejep yiuoayde undnew T'ox oy EmE| o
P19 Yleq 19ns qeId| ule@s edequiaw SueA seje oy unyel QT eish jynpnpuad asejuasiad : -
ueeAepngay
uafi@ (d1) wetSoud dgSIA seuasng 1epe esededn ueyese33usj@Ausw neie uipeySusw SueA e33ue) yewns asejuasiad| t'Sx eAepng 1saudsy3| sa
ef1aury Joieyipu| Ipefusin
ueeAepnga)| -
Ul (dXI) wesBoud ClRATEASESIE uexpynfuniad Sunynpuad/nyejed 1eSeqgas 1eqi4a1 yeusad SueA ynpnpuad asejussiad EE0S ehepng isaudoi3| - sa
ef1aury Joieyipu Ipefusin
dgSIN seuasng| Isesiueduo ueieiSay 13ny1Susw ypje SueA sere 9y unyel QT eish ynpnpuad asejuasiad| 7'gx eAepng 1saudsy3| <ga
J1y>elal unyel nies eweas jeded uejei3ay wejep
dgSIA seuasns T'SX eAepng 1saudsy3| sa
ledepuad neje ueles ueyuaqwaw SueA seje 9y unyel QT elsn ynpnpuad aseluasiad
ueSuesala) ejeq Jaquing 1031e)1pu| Jepn Isuawiqg ‘ON




SunsSue| yepn uep SunsSue| e4e23s 1U3S UeyN(uNIad UOJUOUSW JIPOWONRSUBW X J0IRMIPU| 4

ueSuesa1a)

95'€9 0L'LS €9'GL 0z'} S9'y €0'0L 10°€L £6'9 1601 80'v. 0L'€l 06'€ eisauopu
Lv'8e 19°0€ 0S'y 8v'e 9z'c ov'6l 6.'2S €lL'e 0z'le SE'V9 9 [£4) ended|00+6
69'2S (5544 06'6 6L'L Sz'L 80'S} 9z'ey 8S'S Le°8Y 59'08 L'y 000 jeseg ended|0016
L1'Sy 8Ly Lzl 29'0 0L'2 SL'vl S'rS €29 1929 6119 v1'6L 66 elein MNEN|00e8
G128 192y 89'6 sz'L sL'zh ov'9L 88'S 2s'L 61'69 ov'eL 9l'LL Le'vL NINEN]0018
611G 8z'8Y 8z'8 610 66't 98'6 96'2h av'e SE'6S 95'zL 8Lzl €0'l jeleg 1seme|ns1009.
06'9S 12'€9 Leel ¥2'0 0s'e ve'el zL'v9 og‘oL 892L Ly'ee 65°LL 9Ly 0[eju0109| 005
7109 81'GS z6'ClL 98'0 15 4] 16'6S 82'S €189 S6'Gy 627l 18T esebbua | 1same|ns|00y.L
0019 9L°LS LTl S9'0 98'c 'L ¥8'vS LL'S 862, 8169 0902 144 UEJe|Sg ISemMe|NS|00€L
18'2S L€'€S 8'el 29'0 26'9 0g'zl 08'61 L9 28's9 €8Sy €8'6 00 yebua 1semeins|00z2
25'19 16'cy ¥0'8 65'L zs'eh YL 0482 §z's £€2'€9 85'zy 6€'9 80'c BJE)N ISSMBINS] 00} L
65'LL ¥0'Sy L1'8 v6'L or'e 8z's 6995 S0°LL £v'v9 15'12 ¥6'8l 8€'0 elejn uejuewijey
92'SL 29'9S 261 vr'L 80'Y 16'8 1082 18 [4x ) 16'vE 12'6 160

€2'99 €9'LY L' S'L 95'C 1e'6 v'9L 69'c 0€'LL £9'v6 28l 6E'Y ueje|sg uejuewey

1129 08'9% el 0g'L S0't €5'6 09'v9 S0'6 8689 0.'28 09'z €9'0¢ yebua | uejuewjey|
€0°LS €9°LS 6€'GlL 0L'0 ¥S'T L0k £v'8S LL 65'99 6928 68'8 ¥8'L jeleg uejuewijey
9l'9p 414 v6'cl 9z'L Sv'y 16'St 6L'€L 00'6 1605 68°'€9 9¢'8 250 Inwi esebbus ] esnN|00geS
00'%S ¥0'SYy v0'el 8z'L €L's 96'vL 10°G2 18'S v6°LL €€'26 88's 101 jeseg etebbus | esnN|00zS
G189 '8 zl'oe €e'e Sl9L 89/ 18°18 106 L1118 67'v8 ¥8'le STl eg|00Ls
6.'69 §2'0S 18'8L £€9°0 20°) 156 €LLL €G'El LL'Y9 10'vS €091 L6 usjueg|009e
8.'6S '8y 4: k4 9zl yL's 09'6 9l'9L 6v'9 25'LL 99's6 6L'bL 8/'c dnwiL emer|00S€
9L'€L 62'Ly 60'Sk 15'C 09'6 ¥8'cl vv'98 vL'y 98'es 18°16 Sv'8e S0'vL eueyedboA |aloove
8529 LTSy z6'le 4 €€ L¥'0L 60'6L LS 12'89 £1'96 (44 197 yebua | emer|ooce
2.'69 89'LS 6¥'LL 660 20'e 1L'6 5006 €62 822, 0s‘zL 90°zL 9Ly jelieg emer|00ce
v€'/8 ¥6'79 16'S 26'0 oL'y (444 8€'LL [44°] G2'0L TL'9 €20y 080 BUeNer IMajoole
9l'v8 ze'LS 09 890 8L LL'8 89'6€ SL'€ 68'8S 09'92 av'ee oL'oz nepy uene|nde|00L2
1619 ¥9'61 98°2 9.'0 68'C S8'y §2°09 829 10°€9 09'6 €12C 99 Bunyjeg exbueg uenenday 006}
¥2'09 444 69'0L 160 SL'e 05'L 80'9L 20's €291 €9'92 8v'€C 8.1 Bundwefoogi
92'9S v.'8y zL's vLL €9'¢ 15'04 S0'LL S0°LL 2092 L¥'16 [N} yrad niny6ueg|o0Zk
92'8S ¥6'GS 95'6 SL'0 7' 98'9 80'99 18'G 1118 60°L6 6L'GL 65°0L Ueje|ag esejewns|009k
82'8S ¥5'2S 8¥'0L [zl 8z'e 89'cl 6565 168 08'9L €5'8. (4454 0€'l lquer|00S)
€9'69 96'SS €6 zLL 96'C €e'll 6965 06's L€'6L S2'es S0'92 €88 nerdloovi
16'09 9.'eS ve'LL 60°L €'y 060} €8'sy 8v'L 6L'€L 6196 19'cl AN 4 jeleg esdjewns|00€l
1919 20'9S 05'L €L 9L's 692 61°GS £v'9 0S'6L 9z'oy €L'9 90'e elejyn essjewns|00ch
89'2S ¥0'LS 8Ly 68°0L S6'€9 ¥6°9L ¥9'0L S€T Yaov|00L 1

HOM HOM dESIN Seussng JgSIN Seudsns dgSIN Seussns dgsi seussng 1] dgsn dasn dasn u:nA__mw.__.mh:“ﬁn uﬁww_ﬂ_ﬁmwﬂr ejeq Jaquing sdg
apoy
€LX TX VIX 29X 19X 9vX SX VX £vX X L'PX Isuinoid

1202 TVNOISVN NVA ISNIAO¥d Mdl JOLVMIANI IVIIN



8uns3ue|yepn uep Suns3ue| eedas JUas ueyNfuniiad UojUOUBW JIpoWoXeSUBW HHX JOIBNIPU| 4

ueguesaady|
98'€L 8'LL €0'GE 00'GL €578 €L/ GG'/9 20'9S ¥5'06 18'v9 19'€T 69'7. 80'€l 5'8 120 elsauopu|
9L 8l °€C 86 05 129/ 1628 G5'88 8002 102 yiL'eL 68'€C 62yl G9'Ge LLLL 9.'9 6L'0 ended|00t6
00'0L §6'CC L'oe 19'99 €6'96 ¥0°'86 0l's8 GG'/8 026 16'08 19°GL 16'61 eL'el 69°L 610 jeleg ended|0016
1818 92'6 S9'ov vZ'eL 9/'18 S6'C8 12'6L 12'99 ¥1'26 G029 GG'GL 59'6 89'€lL 60'6 80°0 eleyn NNeN 0028
9.'8. 80'vL 8v' Ly €08 29'66 ¥S'v6 6218 SL'08 89'c6 08'9S €902 GE'eS 16'€L €0'0L SL'0 n3NEN {0018
ZL'6L L0°LL 1182 SG'LL 68'88 19°'e8 8G'6L Sz'e9 20'06 69'8y Sp'olL 6629 98zl 96'L 100 jeleg ISame|Ng 10092
LE'vL 06'02 €9'/€ '8 ov'LL 5089 29'8S oT'LS 56'08 61'0S 0z'LL 56'68 LL'EL 06°L 000 0[ejuoio9 |00S.L
82'6L ol'zk 0e'6e Sv'29 ¥6'06 60°18 82'28 19'69 99°16 z8'ce forda 4 91'8. 89'€l €16 100 esebbus ] 1semeing |00t 2
G0'6L 00'vL LL'VE 0S°2L L¥'98 888/ o'vL G2'09 12'68 19'08 S.°0€ 0629 zs'el 9’8 0L'o ueje@s Issmeins |00€L
¥0'G9 8v'ce 8Ly 20'eL 0S°16 2106 66'vL o'LL 86'88 65°0S zl'sL 08'8. oAl 688 ¥L'0 yebua] 1semeins |00z.L
60'8L €L'91 85'6Y 09'e8 6.°16 £9'G6 20°'LL 12'v8 91'06 20°'6S feis £€8'08 6°CL 29'6 120 eJejn Issmeins |00 L
88'LL 6v'LL Ly've 19'0S 12'66 82'v6 GG'€6 15'06 €026 88'06 €L 28'v. 6'Cl 11’6 oL‘o eJejn uejuewley |0059
8v'0L se'ee ¥'9e 9.'8S 6.'L6 15°'€6 LL'v6 66'78 28'€6 196/, 10'8L €2'18 18'E€L ¥8'6 0€'0 dnwi] uejuewiex |00¥9
2618 £8'6 62'ce zs'eL §z'/8 19'¢, €L'1L 6'9% Sv'68 0829 €202 9/'68 181 €8 610 uejejes uejuewlem |00€9
16'cL 26'LL 18'Sz 29'eL £8'96 25'S6 G8'68 8/'08 65°06 09'29 ¥8'2¢ 19'8. vL'2L 79'8 0z'o yebua| uejuewiey |00z9
25'0L or'vl 1G°¢e 1869 G€'.6 816 61'08 oz'e8 16'88 ¥6'8E Zr'sL 16'Se S9'CL S¥'L zL'o jeleg uejuewley 10019
8€'0.L 65'CC 16°2€ 20°'LL 12'96 €16 0€'98 €€'08 €€'16 6l'Ge ¥5'2¢ 20'vS oz'eL 69'L 200 Jnui erebBus) esnN|00eS
oL'sL LL'6L zv'es /8 88'8L 1€'59 25'8S 8Y'ze 15’6 80°'6. 29'82 90'29 06'€l 8€'L 8¥'0 jeleg eseBbus | esnN |00z
98'88 €92 00'82 26'€L €'v6 18'v6 Sl'elL 05'G. LL'v6 foioNel4 68°GE L¥'18 or'el 90'6 62'0 lleg|ools
09'8S 98'/e Le'6¢e €0°LL 0€'zL G909 E'61 82've 86'68 ¥€'99 1961 06'29 20l €6'8 zl'o usjueg|009€
vL'6L vS'el forale 1508 6€'LL 12y 66'8S 98'eS €L°16 0.'0L 10°02 €0'06 9e'el 88'L 020 nwi] emer|00S€
1628 Ge'sL el'oy 0z'vL L¥'16 9Z'v6 SG'eL 0€'08 0666 Sv'v6 6561 10'66 $9'GL ¥9'6 180 euexeABoA 1a{00ve
9¢'/8 0'8 ol'ey 82'08 ¥Z'€8 20°L8 16°19 20'65 L¥'06 92's9 692 11'68 R4S S.'L 920 yebua| emer|ooce
8v'99 10°L2 62'9¢ 6€'S. 2028 8/°89 £6'09 29'6€ 0z'88 10°19 ()] %74 20'eL 1921 19'8 20 jejeg emer|00ce
18'99 9012 1784" 0S'Li 25'66 LE'€6 99'v8 96'6. 9/'16 20'vL 6e'2e 1028 20l LU 9L'0 euexer [Majoote
0zZ'v.L 1¥'8lL 959z vZ'vs 78'96 9196 16'98 LE06 1¥'66 G089 29've zr'es 86'CL 8L'0L GL'0 nery ueneinday (0012
¥0'G8 00°}L €8'LL ‘99 80'68 6598 98'vL 00'79 Ge'68 zL'ey €2'0¢ S'v8 L2 80'8 8L'0 Bunyjeg exbueg uenendsy [0061
6229 90'EL 19°L€ 6'9L S0'L6 50'S8 9G5'6L 16'99 29'06 9v'99 26'2¢ L1'e8 €L'2L 80'8 610 Bundwe|oogL
G128 09'8 98'6C 86'€L €0'L6 ¥6'€8 29'08 1209 L1'€6 988/ 1561 §6'9/ 19'¢L 188 sz'o ninBusg |00/}
22'89 65'8) 9l'Le €2'9L 6028 zv'eL 09'0L ¥6'vS ov'L6 LL'€S 15'€T 11°29 ¥5'cl 0€'8 8L'0 uejejes eJerewns (0091
65'GL 28'CL 08'8e 09'9L 20'88 18'8L LL'vL €€'1G SE'lL6 €8G9 VL2V €202 0'EL 09'8 [440] lquer|oost
¥5'99 SL'elL 06'cE ¥§'GL 8116 6178 2Ll 9€'09 S¥'26 SZ'vL ev'le 10'vL 8z'cl 6L'6 9z'0 nerq ooy
S1'89 cl'ee 9l'ee 0°'LL L0'v8 L¥'09 00'8S r'8C Ly'v6 sz'eL 15'se 66'€L 60'vL 10'6 610 jeleg etsjewuns|00€lL
0029 Sv'vl 6802 €6'0L L1116 65688 S0'6L 2€'69 ¥L'e6 11'6S 26've £1'59 12'€L 8G6'6 (0] elejn etsewns|ooch
18'€9 1812 0€'9v 82'98 ov'zL €1°8¢ 16°'€S 95'9L 18'v6 69'GL 1G'€E 8€'v. 9Vl L€'6 450} UYadv|oollL
mmmﬁ”_mm__mn::m mmmﬁ”_mo_wﬂ:m dgsn dasn dgasw dgsn dasn dgs ¥OM o) Migodva | dox ¥ON UON e ejeq Joquing sdd
8'eX LeX 9'eX S'eX 7'eX €eX 2eX LexX 9ZX §X v'eX €eX X [X24 Isuinold 9poX

1202 TVNOISVN NVA ISNINO¥d Mdl JOLVMIANI IVIIN




Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi




